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Assalmu'slaikum Wt: Wb, 


« molor lagi, molor lagi" Sebuah plesetan lagu dangdut tahun 90- 
an mengalun merdu di kalangan mahasiswa Pakultas Syari'ah, Nyanyian 
yang pas ketike suatu saat melintas di depan “kandang” JUSTISIA. Din 
barangkali mahasiswa sudah bosan dan jenuh untukterusbertanya mengapa 
JUSTISIA belum meninggalkan kebiasaan buruknya, yakni terlambat terbit. 
Di samping itu, ketika keterlambatan ini dipersoalkan, paling-paling 
JUSTISIA sudah siap menjawab dengan segenap apologinya. Alhasil, 
mahasiswa pun tinggal berharap, menunggu dan menunggu tanpa kepastian 

Memang, mengelola sebuah penerbitan acapkali dihadapkan pada 
berbagai problematika yang cukup rumit. Mulai dar kru yang malasimalasan 
namun dibutuhkan banyak lembaga lin, sampai pada kemampuan kru 
yang masih cukup memprihatinkan. Plus romantisme sejafah yang masih 
menggelayuti benak kru JUSTISIA. 

Patut disayangkan, pasa terbit dengan formatfjalah Jurnal dengan 
kemasan yang sedikit spektakuler, pengelola JUSTISTA lantas terlena dan 
masih mabuk kebanggaan. Bangga? Karena dengan formJurnal yang 
ingepop, JUSTISIA relatif lebih bermakna ketimbang format sebelumnya 
Di samping terhindar dari budaya berita yang basi dan kedaluarsa, setidaknya 
mahasiswa Fakultas Syari'ahtidak perlumalu menenteng JUSTISIA dan 
bisa pula untuk referensi tugas kuliah, #/ue-yang agak membahagiakan— 
bisa dijadikan pelengkap bahan unagasah,lias referensi skripsi 

Namun, efek negatif pun lantas menghantui/yakni terlena dalam 
bayang-bayang mass lali yang romantis, Terlebih ketika terjadi regenerasi 
yang memunculkan mtikamuka baru di jajaran pengelola. 


Pembaca yang budinian 

Perlu diinformasikan, JUSTISIA sudah mengadakan pergantian 
pengurus. M. Khoirul Umam naik jabatan olias promosi dari Wakil 
Pemimpin Umum menjadi Pemimpin Umum menggantikan Ali Mujib 
AI Fatczaly. Di porsi pengendali keredaksian, yakni pemred, Is Munif 


Javid Sirsacba melimpshkan wewenangnya pada pemed “anyar” 


Muhammad Aziz "Azha” Hakim. Terkesan prematur memang, tetapi mau 
bagaimana lagi kedua punggawa senior JUSTISIA tesebut sudah Aebeler 


APUR REDAKSI 


ingin wisuda 

Berbagai gebrakan laniasdijlankan oleh pengurus baru. Majalah 
Dinding Just News pun meluncur sebagai media kreatifitas alumni work 
shop JUSTISIA 2000. Dikati dengan kembliaktifnya berbagai diskusi, 
Namun agaknya budaya 2ngerangee tafayam” masih cukup akrab di 
kalangat kru JUSTISIA. Berbagai aktifitas itu lantas tersendat, untuk tidak 
mengatakan.mati. Dan itulah realitas Majalah Jurnal JUSTISIA saat ini. 

Kini ditengah ptoblem yang menghimpit, pengelola mencoba bangun 
tuntuk mengais kembali “Kesan” JUSTISIA. Ini kami lakukan dengan 
berusaha memberikan yatig terbaik bagi para pembaca dan mahasiswa 
PalfasSjar'ah. Ligilagi perubahan format Mijalah Jurnal kembali kami 
lakukan, Walaupam perubahannya tidak sedahsyat edisi 18 yang lalu. Dalam 
Edisi 19 ini, “Kami mencoba mempertajam segi analisis dan berusaha 
sedapatmungkin tidak menghilangkan rubrik-rubrik edisi 18. 

Pertarungan ideologis dan aroma pertarungan kepentingan yang cukup 
terasa dalam pentas politik kita saat ini menjadi bahasan utama edisi 19. 
Pembaca dapat bersua dengannya dalam rubrik Kolong Indonesia 
Perjumpaan dengan. masalah ekonomi akan pembaca alami dalam rubrik 
Analisis, Tidak ketinggalan, tulisan menarik yang datang dari seorang 
pendeta di Bandung tentang Sunan Gunung Jati bisa dilirik dalam rubrik 
“baru," yakni Sejarah. Ausbeberapa ulasan lain yang tidak kalah menariknya. 
Yang terang, semuanya semakin menegaskan bahwa JUSTISIA kian 
“ngedan "dengan semboyan tetap “menembus batas melanggar etika.” 


Pembaca Budiman 

Tidak lupa JUSTISIA mengucapkan terima kasih kepada segenap kru 
yang telah banting tulang menyeleaikan laporan Juga prkatin dari segerap 
mahasiswa yang disalurkan lewat Foram Mahasiswa Cinta Keadilan yang 
telah mengkampanyekan "boikot bayar Justisi.” Itu kami anggap sebagai 
bentuk rasa cinta dan perhatian yang masih tersisa terhadap JUSTISIA. 
Karenanya, sekali lagi redaksi mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya, 
selamat menikmati... 


Wassalam 
Redaksi 
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@ DAFTAR ISI 


JUSTISIA 


Kolong Indo- 
nesia wa... 9 


Di tengah lingkaran 
setan problem yang 
belum juga terursi, 
jagad politik Indonesia 
ramai dengan riuh 
rendahnya aksi politisi. 
Nuansa pertarungan ideologis dan rested 1nterest begitu terasa, 
Uniknya, sementara ini kelompok Nasionalis Sekuler dan Islam 
“modernis” bisa berdampingan. Suatu fenomena yang sulit dijumpai 
sebelumnya. Mereka dengan dukungan militer berhasil menyingkirkan 
Islam “tradisionalis”-dengan simbol Gus Dur-dari tampuk kekuasaan. 
Bisakah “koalisi” ini bertahan lama? Ataukah sekadar batu loncatan 
Islam “modernis”? 


Wawasan ....... 


Indonesia dan Penyakit Negara Berkembang 
Ingwuri Handayani 


Derap Hukum... 


Peran Jaksa dalam Menegakkan Supremasi Hukum 


Harun AlRagid 

Analisis. 

NU Membangun Visi Fikih Keralyatan 
Jukari Ahmad ElBaty 

Sejarah by " 


Simbol-simbol Budayadan Ideologi Laitimasi Kekuaszan 
Party David 


Teologia .........ia 
Misteri Biografi Yesus 
Sumanto AK Durtuby 
Tokoh Justisia .... 


Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ekonomi Pasar Bebas 
“Agus Fakhrina 


Edisi 19 Th. IX RCA 


Telaah .. 


Pendekatan Historis-sosiologis dalam Formulasi Hukum Islam 
Ahmad Rofig 


Politika.... 


Nasib Demokrasi Pise2 Gus Dur 
lemuniJavid Sisaeba 


Dinamikasi..... 


Gerakan Mahasiswa: Dulu, Kini, dan Esok 
Muhammad Aziz Hakim 


Wanitadan Perjuangan Kelas 
GunotoSopuris 


Puisi: 
Sahrulindan Shokhihun Nam 


Suplemen 
Kampung Walisongo 


Bulan-bulan akhir ini, banyak peristiwa menghiasi bumi Walisongo. Di 
sana ada prestasi yang patut dibanggakan, seperti tour lima kota Teater 
AASA dan rencana pendirian Mini Bank Syari'ah. Di samping berita 
pemalsuan tanda tangan dan penyip/xdan yang cukup menghebohkan 
dan memalukan. 
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Pertahankan Mutu Majalah 
Jurnal Justi: 


But Redaksi Justisis, 

Pertama, saya agak bingung dan puyeng 
dengan ulah si “nakal” /ustisi2, majalah 
kesayanganku, dengan formatnya yang berubah- 
ubah atau “tidak konsisten” dulu, dengan for- 
mat majalah, sekarang dengan format majalah 
jumal, sebenarnya ada apa sich dengan kamu 
Justisia, sayangku? Nggak pede ya? 

Kedua, saya turut senang dan bangga dengan 
edisi Justisia luks dan format semi-jurnal 
kemaren lho yang sangat menambah wawasan 
pengetahuan saya. Di samping itu, ustisia cukup 
membantu tugas saya dalam pembuatan 
makalah, resume, dl, Tapi, saya urun rembug 
Pertahankan format majalah jurnal ini bahkan 
kalau bisa lebih ditingkatkan mutunya dengan 
menampilkan tulisan-tulisan populis, baik dalam 
bentuk riset redaksi maupun kajian-kajian dan 
penelitian ilmiah populer karya penulis yang 
kapabel dan profesional, 


Lia, angkatan 99 


Usulan Rubrik buat JustMews-nya 
Justisia 


Bung Redaksi yang terhormat, 

Saya sangat tertarik dan salut dengan Justisis 
edisi News letter yang lalu dengan beritaberita 
yang cukup heboh. Namun ada sesuatu yang 
mengganjal di benak saya. Pertamng Setiap kapan 
sich /ust News terbit 

Kedua, Dalam. /ustVews kog tidak ada 
rubrik cerpennya? Kalau/fmawyngirim cerpen 
apakah bisa dimuat? 

Ketiga, Mbok yao" dalam|JusNers ada 
Tubrik tips, misalnya tentang kiat melanggengkan 
hubungan pacaran, menghadapi tes, membuat 
karangan, cerpen, ataupun makalah, bahkan 
skripsi, dll. 

Keempat, JusiNewssekali-kali ngadain kuis 
semacam TTS, tebak berhadiah, dll. 

Kelima, agar tidak membikin jemu 
pembacanya, diadain dong rubrik komedi, 
kartun, kata-kata lucu, dll yang penting 


pokokmen menghibur. 
Wassalam, 


Bia, angkatan 2000 


Redaksi: 

Sebelumnya kami ucapkan terimakasih 
buat saudara yang selalu “care” (perhatian) 
terhadap Justisia. Adapun untuk JustNews 
sebenarnya digunakan sebagai jang pelhtihan 
alumni workshop Justisia. JustNews terbit tiap 
satu bulan sekali Dan silakan kalau anda punya 
karya baik cerpen puisi, artikel silakan dikirim 
kemeja redaksi kami, baik untuk Majalah Juraal 
Justisia ataupun JustNews. Semua usul 
saudara akan kami usuhakan dengan segenap 
kemampuan kami. Sekian. 


Kepada yang terhormat Bagian 
Sirkulasi Majalah Jurnal JUSTISIA 
Dengan hormat, “ 
Pada kesempatan yatig. baik fi, 
perkenankanlih kami memperkenalkan 
perusahaan kami GVSAGUNG SETO sebagai 
distributor buku-buku, jurnalilmiah baik 
terbtanidalam maupunJuar negeri Sehubungan 
dengan haltersebut di atas, pelanggan kami 
bernama DRS. SUGIANTO, S.Sos bermaksud 
berlangganan Majalah Jufnal JUSTISLA tahun 
1999, 2000, 2001 (tigartahun langganan). 
Mengingat Majalah Jurnal tersebut untuk 
dijual kepada pelanggan kami, mohon dapat 
diberikan discount kepada CV SAGUNG SETO. 
setelah tagihan langganan tersebut kami terima, 
Uang langganan akan segera kami bayar. 
Demikian sambil menunggu khabar lebih 
lanjut kami mengucapkan banyak terima kasih. 


Hormat Kami, 


MIYOTO 
Marketing Manager 
CV SAGUNG SETO 


JL Pramuka No. 27 PO Box 4661 Jakarta 1000 1 
Email: sagung82@indosat.netid 
Lagi-lagi, Perpustakaan Syari'ah! 


Perpustakaan adalah tempat untuk 


menghabiskan waktu yang terbaik .Pasalnya 
dengan kehadiran dan eksistensinya, mahasiswa 
dapat menambah wawasan pengetahuan, 
disamping membantu proses pembuatan 
makalah, paper, resume skripsi, dl. Namun yang 
sangat disayangkan dari kondisi perpustakaan 
Syari'ah ialah pertama, kondisi dan ruang 
perpustakaan — yang-maafkan — atas 
keterusterangan saya-kumuh dan “ngenes” 

Kedirz suasang'dan lingkungan yang ada di 
perpustaktam Syari'ah kurangikondusif untuk 
dijadikan tempat curahan “membaca sebab 
terlalu.sempit dan kurang lebar. N2A, usul saya 
perpustakaan diperlebar dan ada ventilasi yang 
lebar agar tidaksumpek dan 7ye/ehi Terimakasih 
atas perbaikannya. 


Ali, angkatan 2000 


IAIN Walisongo tidak PeDe! 


Saya mahasiswa Fakultas Syar''ah IAIN 
Walisongo yang kecewa berat dengan institusi 
IAIN Walisongo. Pasalnya dari hari ke hari, IAIN 
tidak tambah pede (se/£confideneg dengan 
potensi yang dimiliki untuk “unjuk gigi” 
(berkompetisi) dengan institusi lain, 

Sungguh ironis dan disayangkan, IAIN 
Walisongo membuka pendaftaran dua 
gelombang yang tidak jelas juntrungnya, untung- 
rugi, target dan tujuannya. Memang, jika dilihat 
dari segi material pemasukan “devisa” cukup 
besar mengingat kuantitas mahasiswa, tetapi 
apakah kualites mahasiswa IAIN Walisongo 
akan “dikorbankan” begitu saja hanya demi 
mengejar target yang cukup pragmatis dan 
hedonis, tersebut, tragis nian! 


Ismail, Mahasiswa angkatan 2000 


Malangnya Nasib “dikarantina” 
Fakultas Syari'ah 


Kejadian tragis ini menimpaku sewaktu 
berlangsung tes akhir semester semester genap 
ini. Hari pertama tes ternyata saya harus 
dikarantina untuk menyelesaikan 9 sks (3 mata 
kuliah). Yang lebih tragis lgi, pada jam berikutnya 
masih menunggu tes yang lin, Coba bayangkan, 
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nana tidak pusing 


n sistem karantina 
udi fakultas Syari'ahiku tersayangini 


dan femutkemut 
yang masih 


Risal, angkatan 98 


Sekali lagi tentang KEL 


1 Sayangnya, K 


a adalah 
hamburkan uang saja, 


Oleh karena itu saya mohon 


mah 


membawa pulang olebooleh dan dindera mati 


saja. 


Nama dan alamat ada 


rusak ito 


Dan Gedung Baru Syarah y/ 


dengan adanya 
kemudian meri 
ada sangat mengecen 


Ih mahasiswa antuk ple 


foya-foya dan 


kembali 
1 
praktek lapangan 
1 sala, tak rang 


siswa yang mbah dari KKL hanya 


rah. Intinya, 


dalami sangat tidak 


k, hal ini memb 


pada redaksi 


' 
perkuliahan. Atas kondisi ini, saya 
unta bapak Dekan Syari'ah ikut bertanggung 
terhadap tragedi yang menimpa 
ayamahitersebut 3 


Hudi, Mahasiswa Angkatan 2009 
! 3 


Kn berbagai selentingan buruk. Fungsi 


Menyoal tempat mojok Syari'ah 


Sebagai mahasiswa Pakultas Syari'ah, 
adanya majalah justisia membuat saya semakin 
krasan. terutama rubrik interaktif sebagai me- 
dia “curhat” terhadap segala uneguneg yang ada 
di benak saya. Tentunya lewat rubrik interaktif 
ini saya dapat ikut sedikit protes dengan siapa 
saja tidak menutup kemungkinan kepada usia 


sendiri. 
1g papa 
rupa 
ingin Teduh, 


Yg sebagai 


lanya fasilitas baru ini muncul 
lengan adanya fasilitas 
disalahgunakan oleh 


Juat “pagiran 1" misalnya. Jika 
jelas akan semakin rusak citra 
ri'ah yang sudah kadungbelepotan 


ai tempat istirahat p/ustempat diskusi pun 
rancam. 

Al hasil, lewat rubrik interaktif ini, saya 
berharap dan menghimbau segenap mahasiswa 
Syari'ah untuk dapat memanfaatkan fungsi 
fasilitas baru tersebut dengan sebaik-baiknya. 
“Artinya, tidak merubah fungsi dan mengotori 
pemandangan kampus dengan tindakan yang 
“tidak” bermoral, 


Noma dan alamat ada pada redaksi 


Redaksi: 

Justistk sebenarnya cukup bersyukur 
dengan adanya fasilites baru ini. Di sana bisa 
dipakai sebagai tempat diskust yang cukup enak 
sekaligus sebagai tempaf gtirahat yang lumayan 
anyaman. Sebenarnya H4 sudah cukup loma 
berharap mendagattan silitas semacam itu. 
Kini, 1 sudah adhjdi hadapan kita, tinggal 
bagaimana kita P2 "atkannya. Mahasiswa 
yang baik tenih | Pon memanfaatkannya 
dengan baik pula. Dan mahasiswa yang “kurang 
ajar" tentu sebaliknya. Tinggal kita..bisa tidak 
menempatkan sesuatu pada “tempatnya”. 
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EKSPRESI 


JUSTISIA 


Basi 19Th.IK 201 


Bangsa Berjiwa Kerdil 


Walaupun pascaSI eskalasi 

konflik politisi relatif menurun tetapi bukan 
tidak mungkin akan datang lagi gelombang 
konflik yang lebih dahsyat Panggung politik pun 
tetap bising dengan agitasi, fitnah, gertakan dan 
praktik kotor lain. 

Imbasnya, rakyat mulai bosan sekaligus 
enggan menyaksikan tingkah polah politisi, 
Seenggan dan sekecewa Plato ketika menyaksikan 
realitas kehidupan demokrasi Athena yang jauh 
dari sangkaan sebelumnya. Plato acapkali 
bercerita pada para muridnya di Acendemis 
seperti yang ditulisnya dalam Eplhstes VI, 
“Bayangan indah yang pernah sayz miliki 
mengenai Pericks, bapak pendiri demokrasi kia, 
lama kelamaan pudar tatkala saya menyaksikan 
tingkah para politisi. Bahkan, Cleone dan 
Hiperbolo, yang masih muda-muda itu! pun, 
sudah terjerumus dalam sikap politik yang 
demagogis. Alcibiades yang mempunyal 
kepandaian yang luar biasa itu pun, moralnya 
sama sekali tidak bisa diandalkan,” 

Memang, duniapolitik/bak umpan yang 
menarik bagi siapa'pun Ta bisa menarik kader 
muda atau tunas muda menjadi Oportunis 
layaknya Cleone dam Hiperbolo. Ta.pun bisa 
menggiring orang.orang pandai menjadi “bodoh” 
laiknya Alcibiadeso Kekuasaan, kedudukan dan 
elimang harta agaknyasmenjadi'nagnet ying 
Cukup kuat bagi mereka. Damfealitasinilah yang 
sedang terjadi di bumi Indonesi. 


Jis masih disaput mendung. 


- 


SI yang kontroversial di satu sisi dan 
sekaligus diharapkan menjadi gerbang 
pemecahan konflik diss lain berakhir dengan 
cukup tragis Aroma kepentingan kelompok dan 


pribadi lebih menonjol detimbang kepentingan 
makyat, Sebuah tealitas Yang bertolak belakang 
denganriuh rendahnya tuara “demi bangsa” dan 
“demi rakyat. Sehingga arena SI bak gelanggang 
yang ramai dengan pertarungan kepentingan. 
“Aktidapat apa, aku untung berapa” menjadi 
pola pikir yang mengerak di benak politisi. 

Agenda SI yang hanya berkutat pada siapa 
menggantikan siapa membuat /erz wakil rakyat, 
Mereka pun lupa terhadap problem rapuhnya 
sandaran hukum bangsa Indonesia. Kontroversi 
yang berkali-kali terjadi akibat sandaran hukum 
yang mubtinterpretable belum cukup sebagai 
penawar lelapnya para politisi. Problem hukum 
ini akhirnya terbengkalai. Sidang Tahunan 
Oktober mendatang merupakan arena yang 
mereka janjikan untuk menuntaskan persoalan 
ini, Kita pun cukup dibuat manthukmanthuk 
dan mengerti /ips service mereka. Karena 
memang sudah cukup terbiasa. 

Lunturnya idealisme “pembelaan terhadap 
rakyat" mendasari tingkah polah para politisi yang 


semrawutJustiU-sayangbya-yang cukup 
mendarah daging adalah (idealisme "esok dele 
Sore tempe NDalasn politik barangkali wajar 
seseorang” cepai beribah pikiran, secepat 
perubahan dari nefigharamkan presiden wanita 
menjadi membolehkannya dengan berbagai 
embel-embel. Namun, yang memprihatinkan 
adalah'perubahan cepat terhadap prinsip dasar 
yengih pegang, 


se 


Saat ini, bangsa Indonesia sedang 
mengalami krisis pemimpin yang bersak#/atu/ 
Karimah dan berprinsip jelas. Dan yang kita 
jumpa adalah li oportunis dengan moral yang 
serba tidak jelas, 

Seandainya kita bisa belajar dari kisah-kisah 
heroik masa lampau niscaya krisis ini tidak kita 
jumpai. Mestinya bangsa ini bisa melihat 
bagaimana Socrates rele mati di hadapan 
penduduk Athena karena mempertahankan 
prinsip Juga Saneca yang dengan tenang mereguk 
tacun setelah menulis salam perpisahan pada 
warga Roma, Ia menjalaninya sebagai hukuman 
dari kaisar Nero dalam kerangka memper- 
tahanken prinsip yang dipegangnya, 

Dari dunia perayangan misalnya, bisa ambil 
sebuah Aaca engga, Sri Rama dengan rela 
mengasingkan diri dari Ayodya selama 14 tahun 
di hutan Dandaka sebagai penghormatan 
terhadap prinsip sabda pandita ratu tan kena 
wola walfayahandanya, Prabu Destarata. Pun, 
ketika ie diminta pulang oleh Bharata-sebelum 
masa pengasingannya habis, tetap tak membuat 
ia bergeming. Malah is mexariskan prinsip 
kepemimpinan yang dikenal dengan Wahyu 
Makuthz Rama, disebut juga dengan Hastabrata, 

Begitu pula prinsip kuatyang dipegang oleh 
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Bisma ketika dirayu oleh Dewi Ambika dan Dewi 
Ambalika. Walau berakhir tragis dengan 
kematian Dewi Ambika dan Ambalika-yang 
sebenarnya sangat ia cintai, Bisma tidak 
meratapinya. Karena memang ia teguh 
memegang sumpah untuk tidak kawin seumur 
hidup. 

Hanya pemimpin yang berjiwa besarlah 
yang sanggup untuk memegang prinsip. Ia tidak 


Oportunis dan tidak pula menyerah dari tekanan 
yang datang dari segenap penjuru. Dan pemimpin 
yang tidak berpegangan pada prinsip, mencle- 
mencle dan oportunis adalah mereka yang 
berjiwa kerdil (zimaid sou. Sebenarnya, kataaliran 
Stoa “nasib baik dan nasib buruk, kemenangan 
dan kekalahan, tidak pernah ada!” keuntungan 
dan kerugian adalah sama. Sebab, segala sesuatu 
terjadi bukan dari rancangan kita, melainkan 


....... 


EKSPRESI 


sudah ditentukan oleh “yang mengatur alam 
semesta” ini. 

Mereka yang tidak siap menghadapi nasib 
malang bahkan nasib mujur sekalipun adalah 
pengecut yang berjiwa kerdil. Sayangnya, 
makhluk yang semacam ini banyak kita jumpai 
di belantara jagad perpolitikan sebuah negara 
bernama Indonesia. o 


(M. Azha) 


@scccococooomo.cocooooamosn.ana 


bagai civitas akademika, wajar jika kita 

bangga dan tersanjung, mendapz julukan 

komunitas intelektual, kaum terdidik, 
melek terhadap situasi, perkembangan zaman 
dan yang lebih penting, senantiasa menge- 
'depankan jiwa kritis, idealis, progressif dan jauh 
dari watak pragmatis dan oportunis. 

"Tapi agaknya, julukan intelektual itu perlu 
didekonstruksi ulang sebab banyak kejadian yang 
memalukan, sekaligus “mencoreng” kampus ini. 
Tengoklah, bagaimana menjamurnya pemalsuan, 
dan penjiplakan karya ilmiah, justru dilakukan 
oleh kaum intelektual sendiri, baik oleh dosen 
maupun mahasiswa. 

Sekadar contoh, kalau mahasiswa 
memalsukan tanda tangan dosen wali di KST 
saat menjelang Tes Akhir Semester (TAS), maka 
dosen pun melakukan hal serupa, yakni memalsu 
tanda tangan guna persyarstan'menuju kenaikan" 
pangkat. Sementara mahasiswa melakukan 
penjiplakan terhadap makalah milik teman 
untuk tugas salah satu mata kuliahydosen juga 
tak mau ketinggalan, ikutikutan menjiplak 
makalah, hasil penelitian orang lain untuk 
memenuhi target “studinya”. Bahkan tak jarang, 
mahasiswa “melacurkan” intelektual dengan 
membuat proyek pembuatan skripsi. Pun banyak 
dosen yang seringkali membuatkan paper bagi 
dosen lain. Sekoyong-konyong, kita pun 


terbelalak, separah inikah potretsintelektual 
kampus kita sekarang ini? 

Kondisi ini, bukan, saja memalukan, ataw 
melecehkan institusi kampus, yang selalu 
menjunjung tinggi nilas ilmiah akademik, tetapi 
juga berarti mengkhianati moralitas intelektual 
yang menekankan pada daya kritisisme, idealisme 
dan semangat kreatifitas. 

Intelektualisme sebagaimana Kata Richard 
Hofstadter adalahsjiwa kritis, kreatif dan 
kontemplatif yang oleh james Mc. Gregor harus 
diimbangi dengan moralitas dan teoritika. Jadi, 
jelas bahwa pemalsuan karya ilmiah itu telah 
keluar jauh darinilarnila ilmiah yangdisakralkan 
oleh banyaktorang. 

Mengomentari kasus “pelacuran” intelek- 
tuzly Dr. Ignas Kleden, seorang sosiolog 
mengatakan bahwa budaya penjiplakan, plagiat, 
baik karya ilmiah maupun yang lain terjadi karena 
ekses dari dunia pendidikan kita yang 
menekankan sistem target (SKS). 

Terlepas dari alasan apapun, penjiplakan 
terhadap karya akademik baik yang dilakukan 
oleh mahasiswa maupun dosen merupakan 
tindakan ceroboh karena dia telah memanipulasi 
data, sekaligus mengibuli informasi ilmu 
pengetahuan, Jika ilmu pengetahuan datanya 
tidak benar, maka terjadi manipulasi ilmu 
pengetahuan yang berdampak besar bagi publik. 


Tuntutan Profesional 

Jika dicermati secara seksama, profe- 
sionalisme dosen di 'kampus kuning ini patut 
dipertanyakan. Memang, kondisi Syari'ah 
sekarang ini mengalami grafik peningkatan yang 
cukup berarti. Namun, dengan adanya 
Plagiatisme tersebut kita pun bertanya-tanya, 
sedangkal itukah kedalaman wawasan ilmiah 
seorang dosen dalam menguasai materi 
perkuliahan? 

Jawabannya jelas bahwa banyak dosen yang 
mengecewakan. Metode perkuliahan masih ver- 
bal, paling, hanya beberapa dosen saja yang 
memuaskan, itupun, karena mereka ketika 
menjadi mahasiswa dulu termasuk aktivis kolot, 
baik di bidang diskusi maupun jurnalistik. 

Anehnya, walaupun (06 jelas dirinya 
diragukan kadar dan kapasitas keinte- 
lektualannya, dosen yang bersangkutan tidak 
berupaya untuk meningkatkan wawasan 
keilmuannya. 

Coba kita perhatikan, proses belajar 
kampus kita sifatnya masih kognitif, hanya 
sebatas transfer of knomlegde dan berkutat 
dalam dataran verbalistik. Mahasiswa kuliah dan 
“dipaksa” menjadi pengabdi lambang-lambang 
keilmuan dan pengagum setia mitos-mitos 
keilmuan. Akhirnya, mahasiswa menjadi betah 
dengan hegemoni mitos-mitos itu, dan tidak 
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untuk berfikir kritis dan berlaku kreatif, 
bahkan yang lebih ironis, banyak mahasiswa yang 
“menuhankan” para dosen yang sukanya hanya 
mengobral nilai. 

Sebenarnya ketika ita belajar, maka kita 
berada pada “era sadar ilmu" yang ditekankan 


pada penggunaan daya nalar secara optimal, 
kreatif, dan mandiri, bukan pembelengguan 
Seperti itu. 

Keprihatinan semakin mendalam karena 
(a) kurangnya perhatian dosen-yang nota bene 
“perviraperwira” kampus-terhadap lembaga- 
lembaga diskusi kampus. Padahal di lembaga ini, 
kita bisa berdealektika bersama. (b) 
Pragmastisme dosen. Sebuah cerita dari teman 
bahwa ada dosen yang tidak mau menghadiri 
acara diskusi mahasiswa atas rarson detrebahwa 
berdiskusi dengan mahasiswa iru tidak memberi 


tambahan nilai kredit yang bisa digunakan dalam 
kenaikan pangkatnya. Jika dosen saja sudah 
berparadigma pragmatis, hedonis seperti ini, 
bagaimana dengan anak didiknya (mahasiswa)!. 

Menimbang beberapa catatan di atas, 
agenda kita bersama ke depan adalah, 
meningkatkan budaya ilmiah, memperbaiki 
moralitas ilmiah yang kian luntur. Dengan 
peningkatan itu, kita akan semakin profesional 
dan kapabel sehingga tidak ada lagi keluhan dari 
mahasiswa IAIN Walisongo yang ti ede (.self 
confidence) terhadap almameternya. 

Lebih dari itu, setidaknya kita punya bekal 
profesionalisme dalam menghadapi perkem- 
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
kian pesat menyambut AFTA.2003. Sebab, our- 
Putperguruan tinggi sangardituntut profesional 
dan berkemampuan intelektual tinggiVsupaya 


tidak memalukan di depan bangsa asing 
"Tuntutan profesional tersebut akan lebih 
lengkap seiring dengan kehadiran lembaga- 
lembaga seperti LPKBHI, Puskapo-HAM dan 
Mini Bank Laboratorium. Hanya masalahnya 
alah, sejauh manakah lembaga lembaga itu bsa 
dikelola dengan baik oleh tenaga-tenaga 
profesional, canggih dar ikhlas ilahi ala 
Akhirnya, sangat naif jika ilmu penge- 


ahuan yang begitu lia, yang bisa mengangkat 


derajat, harkat dan martabat manusia itu harus 
kita nodai dengan pemtalsuan dan penjiplakan 
hanya demi mendapatkan sebuah nilai 


(M. Kholidul Adib Ach.) 
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Di tengah lingkaran setan problem yang belum juga terurai, 
jagad politik Indonesia ramai dengan riuh rendahnya aksi 
politisi. Nuansa pertarungan "ideologis dan vested interest 
begitu terasa. Uniknya, sementara ini kelompok Nasionalis 
Sekuler dan. Islam “modernis” bisa berdampingan. Suatu 
fenomena yang sulit dijumpai sebelumnya. Mereka dengan 
dukungan militer berhasil menyingkirkan Islam 
“tradisionalis”--dengan simbol Gus Dur--dari tampuk 
kekuasaan. Bisakah “koalisi” ini bertahan lama? Ataukah | 


sekadar batu loncatan Islam “modernis”? 
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anggung politik selalu “meriah” dengan praktik penuh intrik dan saling 


menjatuhkan. Sejarah kemelut dan perang konflik aliran tak ada 


habis-habisnya hingga saat ini. 
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Indonesia kali pertama. mengenal partai 
politik lewat Sarekat Islam yang didirikan oleh 
Samanhudi di Solo tahun 1911. Pendirian 
pertama tidaklah berujud partai politik Sehingga 
menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli 


politik dan sejarawan. Defiar Noerdmenyebut 
bahwa SI tidak dapat disebut sebagaifparrsi 
politik sungguhpin wujud dan tuntutannya 
bersifat politik (Deliar Noer1977) 

Terlepas,dari perdebatan tersebutsstidak 
dapatdipungkr' bahwa pendirian diihamYoleh 
maraknya pergerakan nasional yang dilecut 
pertama kali oleh Budi Utomo tahun 1908 di 
“Jakarta. Ide ying.cukup brilian'dari mahasiswa 
Stovia ini memberi pengarubifuar biasa terhadap 
perkembangan pergerakan nasional, Ini diakui 
oleh G-J-Molboff, seorang ahli politik dan hukum 
tata negara. 

Pergerakan nasional pun tumbuh subur bak 
jamur di musim hujan. Pada mulanya 
perkumpulan-perkumpulan tersebut hanya 
dimiliki oleh kaum terpelajar dan mahasiswa. 
Pada perkembangan berikutnya ia menjadi partai 
politik yang didukung massa buruh tani. Di 
camping itu ada pula yang menjadi organisasi 
massa, 

Pasca SI muncul Muhammadiyah 
kemudian berturut-turut Indische Partij, 
Indische Sosial Demokratische Vereniging 
(ISDV)-cikal bakal komunis, Indische Sociaal 
Democratische Partij (ISDP), Chrishtelijke 
Ethische Parti dan perkumpulan-perkumpulan 


laimonertbuat semarak dunia pergerakan di 
tengah represitas Belanda. 

Partai Komunis Indoenesia yang sudah 
mempunyai embrio bernama ISDV secara resmi 
berdiri pada tanggal 23 Mci 1920 di Semarang. 
Tokoh sentralnya adalah Semaun dan Darsono 
yang juga eksponen SI. Gumpalan konflik mulai 
terlihat. Akibatnya, SI terpecah menjadi 
sedikitnya tiga aliran. Haluan pertama berciri 
Islam radikal fanatik, kemudian SI nasionalis, 
dan berhaluan komunis yang acapkali di sebut SI 
merah. Puncaknya, Semaun dan Darsono dipecat 
dari Sl tahun 1923. Pemisahan besarbesaran pun 
kemudian terjadi, Eks SI merah menyatu dengan 
PKI yang telah berdiri tiga tahun sebelumnya. 

Berikutnya, blunder politik PKI berakibat 
fatal. Pemberontakan tahun 1926 dengan mudah 
digagalkan oleh Belanda. Akibatnya, ribuan 
anggota PKI dibuang ke Boven Digul (tanah 
merah), Pasca tragedi ini, PKI tarap dan muncul 
kembali pasca Indonesia merdeka. 

Para politik lain yang cukup menghentak 
pada pra kemerdekaan adalah Partai Nasional 
Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno 
dan kawan-kawan pada tanggal 4 Juli 1927. 
Redupnya SI memberi sumbangan berarti bagi 
perkembangan pesat PNI. Di samping mulai 
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merosotnya pergerakan nasional akibat goncangan 
konflik sosial dan keanekaragaman bangsa Indo- 
nesia, baik suku, agama, r2s maupun golongan 
Sehingga PNI ibarat tawaran baru yang menarik 
bagi rakyat Indonesia. Tak syak dalamowaktu 
singkat PNI berkembang cukup pesat 

Garis perjuangan yang non kooperatif 
terhadap penjajah menjadikannya sebagai pantai 
yang cukup disegani di kalangan pejuang 
kemerdekaan, Namun sebaliknya, iavmenjadi 
partai yang ditakutiroleh penjajah. Lagu)lama 
pun kembali bergulir PNV dibubarkan/tahun 
1931 dan Soekarno dijebloskan ke penjara. 
Setelah ituperjuangan pejuang kemerdekaan 
tidaklah surut 2ma/h semakin.menggelora dan 
bercorak ekstrim. Ini'terlihat dari munculnya 
Partindo, Partai Rakyat Indonesia dan Partai In- 
donesia Raya. 

Gerakan perlawanan yang cukup ekstrim 
era 30-an ini ditengarai—oleh sebagian 
pengamat-dipengaruhi oleh Sumpah Pemuda 
1928. Di samping tekanan Belanda yang 


membabi butaterhadap pejuang kemerdekaan. 
Persatuan yang tetap. -tergalang walau 
dilatarbelakangi oleh pandangan dan ideologi 
Yang. berbeda menjadi faktor penentu bagi 
suksesnya pergerakan kemerdekaan, Sehingga 
bisa disebit, militansi pejuang pada pra 
kemerdekaan lebih dipengaruhi oleh adanya 
musuh bersama (commop enemy), yakni 
Belanda. 

Hancurnya Belanda dan tampilnya Jepang 
yang sebentar tidak merubah sistem politik In- 
donesia, Bahkan, Jepang menampilkan aksi yang 
lebih represif ketimbang Belanda walaupun pada 
awalnya dibungkus dengan semangat 
persahabatan. Kondisi ini tidak berlangsung lama 
sampai akhirnya Indonesia merdeka. 


Masa Awal Kemerdekaan 

Indonesia merdeka adalah saat yang tepat 
menciptakan Indonesia baru. Partat- partai politik 
pun muncul. Faktor penentu bagi terbitnya partai 
politik ini adalah Maklumat Pemerintah 


Republik Indonesia tertanggal 3 Nopember 1945 
yang memunculkan dua poin, seperti disebut 
dalam Kepartatan di Indonesia, Pertama, 
memuat tentang keinginan pemerintah terhadap 
kehadiran partai politik. Kedu, lebih tegas lagi, 
ia memuat ketentuan batas akhir pendirian partai 
pada bulan Januari 1946. 

Dengan dasar inilah partat-partai kemudian 
bermunculan. Kementrian Penerangan lewat 
buku Kepartaran di Indonesia terbitan tahun 
1951 mencatat beberapa partai berdasar 
klasifikasi, pertama, dasar ketuhanan, tercermin 
pada Masyumi, PSII, Peri, Partai Kristen Indo- 
ncsia, Partai Katolik. Aedugberdasar kebangsaan, 
masuk di dalamnya PNI, Persatuan Indonesia 
Raya, Parindra, Partai Rakyat Indonesia, Partai 
Demokrasi Rakyat, Partai Rakyat Nasional, 
Partai Wanita Rakyat, Partai Kebangsaan Indo- 
nesia, Partai Kedaulatan Rakyat dil. Ketiga, 
berdasar Marxisme, bergabung di dalamnya PKI, 
Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai 
Buruh, dan Parta Rakyat Marhaen Indonesia. 
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“Keempat partai lain-lain, yakni Partai Demokrat 
Tionghoa Indonesia (PDTI) dan Partai Indo 
Nasional (PIN). 

Berlakunya UUDS 1950 mendorong In- 
donesia memakai sistem murni parlementer. Era 
ini ditandai dengan supremasi sipil yang begitu 
kentara dan militer seolah terisolir. Di sisi lain 
ternyata berimbas pada instabilitas sebagai akibat 
jatuh bangunnya kabinet yang berdasar atas 
epresentasi kekuatan di perlemen. 

Perbedaan pandangan semakin keras dan 
kerapkali terjadi. Contoh pas adalah keluarnya 
NU pada 1952 dari Masyumi untuk kemudian 
berdiri sebagai partai sendiri. Era ini juga 


Bangunan demokrasi terpimpin yangrapuh 
bak rumah kartu-meminjam bahasa 
Muhammad Hatta-benarbenar berantakan 
akibat peristiwa G/30/5/1965. Setelah itu militer 
lewat Soeharto mengambil alih peran. Terbitlah 
sebuah cra bernama Orde Baru. 


Masa Orde Baru 
Pasca jatuhnya Soekarno, Soeharto naik dan 
menjanjikan pemilu secepatnya. Namun Pemilu 


«yang dijanjikan ini baru terlaksana pada tahun 


1971 dengan 9 kontestan di tambah satu 
kekuatan baru bernama Golongan Karya. 
Debutan ini ternyata menjadi pemuncak diikuti 
Parmusi, NU dan PNI. 


KOLONG INDONESIA 


Lebih parah lagi, terbitnya paket lima 
undang-undang politik tahun 1985, yakni UU 
tentang Pemilu, UU tentang Partai dan Golkar, 
UU tentang keormasan, UU tentang susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD serta 
UU tentang referendum kian memasung peran 
partai politik. Misalnya, melalui UU tentang 
keormasan, partai politik dipaksa lepas dari 
akarnya. Menurut IgnisKleden Kebijakan inilah 
yang berakibat adanyamassa mengambang (Ignas 
Kleden, 1999) yang justru sangat-merugikan 
partai. Lengkap sudah masa suram'yang dialami 
partai. Inilah era ketika negara lewat personifikasi 
Soehartovdikombinasikan Golkar dan militer 


mencatat sejarah penting, yakni terlaksananya Dg Tr menggapai puncakkekuasaan. . 
Pemilu 1955 yang sangat demokratis. Hasil Pb sabang Ia. 3 Kini, setelah'tga tahun reformasi bergulir 
penilsemakin menperela pet dan kebutan Ardi pat tahun 1973 Pitai yang Dn peka lin DU poli udah dicabut istem 
politik Alfian mencatat partaiparti Yang feenafaskan Islam berfusi menjadi Partai ml prt! mendapatkan masanya. Ia kembali 
terlibat berdasar liran (lihat tabel). Penatuan Pembangunan (PP) Sang pera lin emil 199 mejaitongak pertama 
Pemilu 1955 menghasilkan empat partai yang beriri nasionabghepeibung menmiBaiGi dari Sistem ini. MPR, DPR dan DPRD adalah 
Pa NYA NU do Maan er  Domoktasi Indonesi (PD), Inilah tw sa ba anton | 
mereka memperol suara bui i pemilu 1955, 
dgan ama si 19 aah (TP ma GEMA” Salah menlwari sita panjang 
Pemilu, konflik kian menajam. Perdebatan Era orde bartiditanditidegan domminannya perpolitikan Indonesia, mestinya parta-partai 
tanpa ujung seputar dasar negara berakibat fatal. Gofkar, Is berkali-kali menjadi kampiun dalam politik saat ini belajar pada sejarah. Masa 
Akhirnya, dengan dukungan militer Soekarno setiap pemilu yang diselenggarakan. Dua partai demokrasi liberal adalah masa dimana partai- 
menerbitkan Dekrit 1959 untuk membubarkan, yang sin cikupdibit sebagai penghias panggung — Partai berorientasi pada kehidupan komunal. 
parlemen atau konstituante. Berakhirlah era  poitik belaka. Dan sejarah pun mencatat orientasi demikian 
demokrasi liberal berganti demokrasi terpimpin. Dowinannya Golkar dan melempermya 642! mewujudkan tatanan yang bangsa yang 
Era demokrasi terpimpin diwarnai peran PPPdinPDI disokong olehbeberapahal. — Cukup baik Juga masa orde baru ketika negara 
pembubaran partai politik oleh Soekarno. Di antaranya adalah paksaan perangkat sistem betul-betul berkuasa melalui instrumen militer 
Masyumi menjadi korban, PNI pun dikucilkan, yang berlakudan pertikaian internal kedua partai dan Golkar. Pun sudah terbukti ia gagal dalam 
Soekarno. NU yang tampak akomodatif relatif “yang tak berujung sebagai akibat fusi. UU nomer membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat 
masih bisa bernafas. Dusperebutan peran pun 3 1975 tentang partai politik dan Golkar Indonesia. 
muncul dar iga kekuatan, Soekarno, PRlidan / hanyalih jaminan formal yang tidak mampu Kini Saatnya partai-partai harus berorientasi 
militer yang cukup diuntungkan adanya'dekrit . menyelesaikan problem tersebut Kekuatan PPP kepada wilayah publik (public sphard yang 
1959. dan PDI dikebiri dan akhirnya terpasung. berdasar hukum dalam rangka mewujudkan cisa/ 
socety. Tiga probabilitas di hadapan kita. Bisakah 
kita memilih kemungkinan ketiga yakni orientasi 
ke wilayah publik? Sepertinya ibarat pungguk 
merindukan bulan dan bagaikan panggang yang 
jauh dar api. 2 
he - . — M. Azha, 
Sumber: Alfian, Hasi/ Pemilu 1953 untuk DPR (Jakarta: Leknas, 1971) dari Tim Analis Kolong Indonesia Justisia 
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Terjun ke Gelanggang 


kemelut politik di negeri ini selalu terkait 

atau dikaitkan dengan pergolakan antar- 
aliran politik Santri-Abangan-Priya''. Perdebatan 
antar.aliran politik tersebut sudah terlihat ketika 
Soekarno, M Natsir, Mr. Kasman Singodimejo, 
Hatta, KH. Wahid Hasyim dan “founding fa- 
thers' bangsa lainya terlibat dalam perdebatan 
seputar hubungan Islam dan negara. Banyak yang 
mengangap perdebatan ideologis telah berakhir 
ketika para bapak bangsa tadi mnyepakati bahwa 
bangsa Indonesia menyepakati Pancasila (bukan 
Islam) sebagai dasar negara, Paling tidak 
pandangan itu pernah diungkapkan Abdur- 
rahman Wahid dan Buyung Nasution. 

Meski demikian untuk menganggap bahwa 
Kemelut politik yang terjadi saat ini tidak ada 
hubungannya sama sekali dengan peta politik 
aliran mungkin akan sulit diterima. Sebab jika, 
dirunut secara teliti perbedaan cara pandang 
hubungan antar-agama dan negara selalu 
mewarnai wacana politik di Indonesia. Di tahun 
1955 misaInya'dikotomi Islamprinyayisabangan 
secara jelas terlihat dalam persaingan Masjumi- 
NU-PNI dan PKI (ignas Kleden, 1999). 

Setelah Soeharto berkuasa dan kemudian 
melakukan kebijakan depolitisai agtma, wacana 
politik aliran Memang tampak,miatis. Tetapi 
setelah Orde Baru runtuh,dan disusul dengan 
munculnya partai-parta Islam dalam panggung 
politik nasional gejala kebangkitan politik aliran 
mulai tampak di permukaan, Contoh paling 
faktual adalah seputar penolakan presiden 
wanita-yang kemudian akhirakhir ini meredup 
bahkan justru menjadi sesuatu yang “seolah” 
diharuskan. 


Pisa sudah menjadi sunnatullah jika 


Saat ini mengelompokan aliran politik 
dengan didasari perbedaan pandangan ideologis 
semata hanya akan menggambarkan peta politik 
yang absurd. Hal itu disebabkamskuatnya 
dominasi kepentingan politikspraktis: Karena 
itu jika di masa lalu pemeraan Yaliran politik 
cukup hanya membagi secara sederhana menu- 
rut perbedaan ideologi yakni IsfamYdan 
Nasionalis lalu berkembang menjadi Tslaat 
modernis, nasibnalis dan Islamtradisonalis, saat 
ini pemetfim kelompok aliran semakin 
kompleks 

Secara sederhana ada empatskekompok 
Yang saat ini mempunyai pandangan politik dan 
kepentingan yang berbeda Pertama, Neo- 
Masyumi, yaitu mereka yang secara ideologis 
mempunyai kedekatar'dengan para pendahulu 
Masyumi, seperti M. Nastir, Kasman 
Singodemedja'dan sebagainya. Varian Neo- 
Masyumi atati Masyumi muda itu, antara lain: 
Keluarga Besar HMI, DII, Muhammadiyah, 
Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Persis, 
Arsyad dan kekuatan muslim modernis 
lainnya. Hanya saja identifikasi modernis 
sekarang sudah mulai bergeser. Kalau pada tahun 
1950-an-hingga 197C-an, modernis berarti hanya 
dalam pendekatan ritus keagamaan. Namun 
sekarang sudah bergeser menjadi pandangan 
ideologis dan politis, yakni mereka yang 
menginginkan dijalankannya syari'at Islam secara 
verbal di masyarakat, terutama dalam strukrur 
negara. 

Dalam konteks perjuangan partei politik 
kekinian kelompok Masyumi Muda (Nco- 
Masyumi) ini telah menyebar ke berbagai lapisan 
partai politik. Di antaranya: PDIP (sebagian kecil, 


seperti Zulvan Lindan, Julius Usman dan 
beberapa orang lagi, PPP (35 94 anggota DPR 
dengan motornya Paisal Baasir, Ali Marwan 
Hanan, dan Bachtiar Chamsyah), Golkar 
(sedikitnya menguasai 70 9o anggota DPR), PAN 
(99 Mn), PK (1001), PBB (10090) dan beberapa 
fraksi kecil seperti PDU (Partai Daulatul Umat) 
dan sebagainya. Bila dihitung secara kasar, 
jaringan atau kaukus Neo-Magyumi di parlemen 
mampu menguasai sekitar 30 Y6 anggota. Dari 
aspek persebaran pendukung (konstituen) 
jaringan Neo-Masyumi menguasai daerah Jawa 
Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera (muinus 
Lampung dan Sumut), Kalbar, Kaltim, dan 
Sulawesi, Maluku Utara, dan NTB, yang 
meskipun secara mayoritas ritus keagamaannya 
dekat dengan muslim tradisional, tapi secara 
politik dekat dengan jaringan ini. 

Kedua, Muslim tradisional, yaitu mereka 
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yang secara ideologis dekat dengan NU dan 
kelompok tradisional lainnya, seperti Mathla'ul 
Anwar, Jami'ata-Khairat (kumpulan para habaib 
yang moderat), Al Washliyah dan berbagai 
kelompok tarekat. Sama dengan kelompok 
modernis, istilah tradisional hanya untuk 
menyebut mereka yang mempunyai tradisi ritus 
keagamaan, Namun belakangan ini bergeser 
menjadi pandangan ideologis dan politis, yakni 


mereka yang ingin nilai agama substansial yang 
adiluhung dijadikan pijakan dalam setiap 
kehidupan kemasyarakatan, terutama negara. 

Dalam konteks ini mereka tidak meng 
inginkan diberlakukannya syari'at secaraverbal, 
Sikap dasar kelompok'tradisonal sangat 
nasionalis. Mereka menggunakan: prinsip 
pribumisasi Islam daripada-Islamisstislndone: 
sia. Islam menyebar tapi dengan pendekatan 
kultural bukan struktur ajarannya. Kelompok, 
ini sering disebut sebagaisnasionveligrusatau 
kelompok nasionalis agar. 

Afiliasi partai kelompok ini antar ain: PKB 
(10005), PPP (48 Ob), Golkar (10 St), PDIP 
(sebagaian kecil), PPDU ( orang). Bila dihitung 
jumlah kaukus NU atau muslim tradisional 
dalam DPR mampu menguasai sedikitnya, 22 
Yo anggota, Para pendukung muslim tradisional 
sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa 


Tengah bagian Utara (Panture) Jawa Barat bagian 
Timur (Cirebon, Indramayu, Kuningan, 
Majalengka, Tasikmalaya dan Garut), DKI 
Jakarta (secara kultur), Lampung, Kalsel, dan 
Kalteng (khususnya suku Banjar, Melayu dan 
Madura). 

Ketiga, Nasionalis, yaitu mereka yang 
berpandangan bahwa bentuk negara kesatuan 
merupakan sesuatu yang final dan tidak dapat 
dibantah-bantah lagi, 
sesuai dengan sema- 
ngat para fdunding 
thernegara Indone- 
sia, Varian kelompok 
Nasionalis ini antara 
lain: eks pengikut 
garis politikPNI, 
j GMNI, PMKRI, 
GMKI, "Partai 
Katolik, Parkindo, 
JaringanKatolik, 
Jaringan Protestan, 
dan beberapa gorongz 
gorong kebudayaan 
yang “bergerak “di 
lapisan grsss.root 

Sikapdasar ke- 
lompokini, menguta- 
kan kepentingan nasional dan nation and 
ilding sebagaimana yang telah 
Aan para pendahulu PNI, terutama 
Sockarmo)Dalam pandangan politik kelompok 
ini sering disebut dengan Nasionalis-Sekuler. 
Dalanyaspek kenegaraan kelompok ini tidak 
berbeda jauh dengan kelompok NU yang lebih 
mengutamakan harmoni dan kepentingan negara 
kesatuan dan pandangan ideology keagamaan 
lainnya 

Secara politik praktis para pengikut 
kelompok nasionalis menyampaikan aspirasi 
politiknya dalam partai PDIP (5095), Golkar (20 
Oh), PKP (60 60), PBI (100 99). Jika kaukus 
Nasionalis dihitung di dalam anggota DPR maka 
jaringan ini sedikitnya menguasai 30 Yo. Hanya 
saja untuk menarik 20 9o anggota kaukus 
Nasionalis yang berada di Golkar sudah sangat 
sulit mengingat adanya berbagai kepentingan 
politik yang berbeda. Namun manakala 


dihadapkan pada persoalan ideology, mereka 
dimungkinkan untuk dapat bersatu kembali 
dalam satu barisan dan satu font 

Keempat, Militer dan Jaringan Keluarga 
Besar Militer (KBM). Kelompok ini terdiri dari 
anggota Fraksi TNI/Polri yang ada di DPR dan 
KBA (purnawirawan, anggota FKPPI dan politisi 
binaan militer) yang sudah menyebar jangkar 
pengaruhnya ke berbagai kelompok kepentingan 
seperti di Golkar, PDIP,PAN, PKP, dan juga PKB. 
KBM sempat dikatakan terdapat dua faksi yang 
cukup kuat, yaitu faksi hijau dan mersh putih, 
Paksi hijau yaitu gais KBM yang berafiliasi 
dengan NeoMasyumi, dan fakti Merah-Putih 
yang berafilisi dengan kelompok Nasionalisatau 
garis kebangsaan 

"Tejadinya pengelompokan dan pertarungan 
aftarwaliran politik bahkan perang kedudukan 
(position wadilam lembaga politik sebetulnya 
sebuah gejala yang lumrah dalam sebuah negara 
demokratis. Sebab negara esensinya adalah '3.s0- 
@lunion of social unions, sebuah komunitas 
besar di mana setiap komunitas mendapatkan 
tempatnya, (Lothan Doehn, 1977). 

Munculnyaaliran pokitik sepert itu sangat 
wajar mengingat Indonesia tidak mempunyai 
kelas-kelas sosial yang jelas sebagaimana kelas 
buruh di beberapa negara Eropa. Di Belanda pada 
awal abad 19 politik aliran yang hampir sama 
dengan Indonesia juga ada akibat tidak kuatnya 
kelas kelas sosial. Di masa tersebut peta aliran 
politik di belanda didominasi oleh persaingan 
antara Katolik-Protestan dan Humanis. 

Meski sebenarnya gejala yang wajar 
pergulatan politik aliran yang berorientasi pada 
dominant culturedan integrasi vertikal memang 
bisa mengarah pada perjuangan yang absurd serta 
melupakan aspirasi dan kepentingan pemilih 
“Artinya besar kemungkinan kedaulatan rakyat 
akan menjadi sebuah pajangan sistem semata. 
Kemungkinan itu tentunya sangat tergantung 
pada niat baik elit politik untak menjunjung 
kedaulatan rakyat dan melakukan pendidikan 
politik bagi atau sebaliknya memperkuat 
hegemoni untuk memepermudah mereka dalam 
membodohi massanya. o 


Jukari Ahmad El-Faty, 
dari tim Analis Kolong Indonesia Justisia 
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Demokrasi atau 


Pengalaman adalah guru terbaik, pepatah bijak ini mengajak,kita belajar dari 
pengalaman sejarah keruntuhan Orde baru bahwa pembangunan ekonomi yang 
menekankan stabilitas politik dengan dukungan kuat militer.dan birokrasi korup 
tanpa diiringi oleh kebebasan berekspresi dan berdemokrasi,-berpotensi 
memunculkan konflik identitas-komunal dan. disintegrasi bangsa yang siap 
meledak kapan saja bak “bom waktu”. 


pala, Tidonesia—-negafa berpenduduk 
As juta jiwa HAN bersuku bangsa 495 
buah ini, plural dan kaya akan pelangi 
warna, ciri khas dan identitas Jika pluralitas tidak 
diakomodir dengan baik, akibatnya akan meledak 
dalam “perang” konflik identitas kelompok, suku 
bangsa, agama, dan golongan, 
Dari konteks ini tampak, identitas menjadi 


momok menakutkan laiknya "hantu" 
mengerikan yang mengancam kedaulatan dan 
keutuhan NKRI sekarang ini. “Hantu” yang 
singgah dan mengendap di benak cite politik 
kita yang lupa diri, amnesia dan gila kuasa—tanpa 
mau peduli urusan rakyat. Dan mungkin "hantu" 
itu mewujud dalam elite politik sekarang ini. 
Identitas menurut definisi Rupesinghe 


(1994) ialah, perasaan kekal tentang kedirian, 
bagian yang menjadikan hidup dapat diramalkan. 
Sehingga, penguatan identitas pada diri individu 
ataupun sekelompok orang besar kemungkinan 
menjelma menjadi konflik ketika bersinggungan 
dengan identitas-identitas lainnya, 

Di samping itu, kentalnya persaingan di 
tingkat politikaliran yang terbagi dalam abangan, 
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santri dan priyayi sebagaimana tesis Clifford 
Geertz yang diamini oleh William “Bill” Liddle 
(1990) dengan terkotak-kotaknya elite politik— 
pemimpin bangsa berwujud persaingan elite 
politik dalam meraih kekuasaan antara PDI-P 
plus militer dengan simbol nasionalis plus Poros 
Tengah dan Golkar dengan ambisi meraih 
kekuasaan di satu sisi versus Gus Dur plus PKB 
dengan identitas pluralitasnya 
di pihak lain, maka disintegrasi 
nasional dan konflik dalam 
skala magsif menjadi ancaman 
yang cukup serius. 

Bak kata pepatah sega/s 
imacam cara menjadi absah 
dalam cinta dan perang , 
schingga demi perjuangan $ 
memenangkan identitas ke- 
lompok, cara apapun menjadi 
halal dan absah tanpa mengin- 
dahkan #tsoen Imbasnya, jika 
konflik identitas merambah ke 
ranah masyarakat akar rumput "—-—-- 
akan berwujud kekerasan, baik kekerasan 
struktural maupun fisik. Alhasil, korban dari 
social cost konflik berjuta-juta jumlahnya 
Sungguh, nyawa tak ada harganya sama sekali, 

Sejarah mencatat, tepatnya pada tahuri 
1955—-ketika Pemilu pertama di Indonesia 
diadakan, kancah politik Indonesia demikian 
“panas” dan sengit didominasi oleh identitas 
politik masing-masing aliran. MenurutClifford 
Geertz dalam bukunya, The Integadie Rerolu- 
tion : Primordial Sentimentsanei Civil Polities. 
in Mew States (1960) bahwa dua fiktor besar 
yarig berpengaruh pada pergolakan politik pada 
dekade 5Ulan yang berpangkal pada'rasa primor. 
dial (primiordialSentimen) dan kesadaran 
politik (civil politics. Mgama sebagai sumber 
ikatan primordial, memputiyai/hilai efektif 
dalam mempersatukan para penganutnya. Dalam 
konteks ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu 
Khaldun bahwa agama berfungsi sebagai 
kekuatan integratif yang dapat meredakan konflik 
dan menyatukan tujuan yang ingin dicapai, 

Sedangkan dalam terminologi Herbeth 
Feith (1970-13), aliran politik pada tahun 1955 


penguasa: Sehingga'untuk menyatukamiereka, 


(orde lama) terbagi dalam nasionalisme radikal, 
tradisionalisme jawa, Islam, Sosialisme 
Demokrat (Komunisme) yang diwakili PNI, 
Masyumi, NU, PKI dan PSI. 

Masing-masing kelompok identitas politik 
saling “adu sikut", bertarung defigan segala 
macam cara. Tujuannya jelas, masingmasing 
kelompok aliran ingin tampil ke muka sebagai 


Sukarno merigakomodasi dalam ide Natakom— 
gabungan Nasooilis, agama darkontonis Dalam 
'kurut dekade '90-2m, politik identitas agama (Is- 
lam) kembali,mencuat dengan lahirnya Ikatan 
Gendekiawan Muslisi idonesiz-ICMI, sebagai 
“kendaraan” Islam politik yang dimotori oleh 
BJ. Habibic, sang teknokrat, atas restu Socharto— 
bigboss Orde Baru, yang mulai terdesak oleh 
kelompok militer LB. Mocreani, 

Soeharto dan Orde baru ialah, rejim yang 
pintar dan licik mengatasi konflik dengan konflik 
(manajemen konflik). Identitas yang satu 
dibenturkan dengan identitas yang lain, bukan 
mengakomodir dalam makna persatuan hakiki, 

Konflik identitas sengaja dimainkan dan 
dipelintir orba, ari kasus Tanjung Priok (1984), 
Sangga Leudo, Ketapang, Banyuwangi, Ambon, 
Poso, Tasikmalaya, Dayak, Sambas menandai 
potret buruk orba dalam memanipulir konflik 
identitas sebagai komoditi politik yangampuh. 

Betapa buruk wajah negeri ini bak cermin 
terbelah dengan ujian konflik identitas, sehingga 
yang diperlukan bangsa ini saat ini adalah 
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penyadaran akan (3) identitas—tanahair yang satu, 
bangsa yang satu dan bahasa pemersatu, Indone- 
sia, (b) wawasan kebangsaan—bangsa Indonesia 
yang plural dan demokratis dan (c) wawasan 
konomi kerakyatan. 


Demokrasi 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani 
Demos bermakna rakyat dan 
'kratosvatau,kratien bermakna 
pemerintahan atav kedaulatan, 
Samuel P. Hititington dalam 
amikelnya WI more counines 
become democratic? (Political 
Sekeiee Ouartedy 99 no, 02: 
1984) menyatakan bahwa 
demokrasi mempunyar peran 
cukup signifikan karena perta- 
ma, maka depan demokrasi 
erat kaitannya dengan masa 
| depan kebebasan di 'dunia. 
Kedua, perluasan atau kemun- 
duren demokrasi mempunyai 
implikasi terhadap nilai sosillsinnya seperti 
pertumbuhan ekonomi, persamaan sosio- 
ekonomi, stabilitas politik, keadilan sosial dan 
kemerdekaan nasional. 

Dankwart Rustow dalam Transtrions to 
Democracy: Toward a dyaamic model (1970) 
menambahkan bahwa titian (transisi) demokrasi 
akan terwujud jika terpenuhinya kebutuhan 
ekonomi berupa kemakmuran ekonomi dan 
persamaan, kebutuhan sosial seperti struktur 
sosial yang diartikulasikan secara luas dengan 
kelaskelas sosial, kelompok regional, kelompok 
profesi, kelompok etnis dan kelompok agama 
yang secara relatif otonom, pengaruh dari 
lingkungan diluar negara dan segi kultural dalam 
konteks kebudayaan. 

Robert A Dahl (1992) mengatakan bahwa 
demokrasi akan bisa tercapai apabila ada 
persamaan hak pilih dalam menentukan 
keputusan kolektif yang mengikat, partisipisi 
efektif, pembeberan kebenaran yang akan turut 
memberikan penilaian dan koreksi terhadap 
jalannya proses politik secara logis, kontrol 
terakhir terhadap agenda dan pencakupan yang 
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melibatkan semua orang. 

Namun, prasyarat yang harus terpenuhi 
agar demokrasi berhasil, tengara Gwendolen M. 
Carter & John H. Hertz (1995) apabila terwujud 
(i) pembatasan terhadap tindakan pemerintah 
untuk mewujudkan perlindungan individu dan 
kelompok, (ii) sikap toleransi terhadap pendapat 
yang berlawanan, (ii) persamaan di depan hukum, 
(iv) pemilihan yang bebas dengan model 
perwakilan efektif, (v) kebebasan berpartisipasi 
dan beroposisi bagi partai politik, (vi) organisasi 
kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan, 
(vii) penghormatan hak rakyat menyatakan 
pandangan, (viii) dikembangkan sikap menghargai 
hak-hak minoritas dan perseorangan. 


Oposisi: tawaran alternatif 

Sejarah mencatat, rejim orba ialah repres- 
sive developmentalist regime yang didukung oleh 
tiga pilar penting meliputi teknokratis 
developmentalis, nasionalistis dan militeristis 
berwujud ABRI, Birokrasi dan Golkar, Dengan 
tiga penopang ini negara telah berfungsi sebagai 
machstaad atau state yang tak terkontrol dan 
sewenangawenang, dengan bahasa ain alat yang 
dimainkan penguasa untuk menindas rakyatnya? 
Bahkan, kepala negara dan pemerintahan/RI, 
Soeharto, menjadi Mr. President is a state, He 
can do no wrong. 

Pandangan chauvinis yang seperti inilah, 
dalam konteks berbangsa dan bernegara yang 
mengilhami Lord Acton, sejarawan Inggris, untuk 
mengkritik dominasi negara sebagai kekuaszan 
yang cenderung korup—menghegemoni, istilah 
ekstrim Gramsei, 

Bagaimanapun, jika Kekuasaan eksekutif 
terlalu besarsdandominan, maka ia akan 
menghegemofi kekuatan-kekuatan penentang- 
nya (oposisi) Jikadiungsi egslatifdamynudikatif 
terlalu besar dan tak tetkontrol, ia akan menjauh 
dari harapan rakyat seperti keadilan, pemenuhan 
hak-hak politik, kesejahteraen dan ketentraman. 

Nah jika ini yang terjadi, demokrasi yang 
berarti pemerintahan dimana kedaulatan di 
tangan rakyat hanya menjadi harapan kosong dan 
semu belaka. Di sinilah peran oposisi dan kontrol 
yang tegas terhadap negara yang hegemonik, 


sangatlah urgen. 

Dalam kurun waktu 1970-1998 ketika orde 
baru berkuasa, kekuatan-kekuatan penentang 
(oposisi) pemerintah selalu digencet dan tidak 
mendapat tempat yang cukup berarti, Tengoklah 
misalnya kasus pencekalan budayawan Emha 
Ainun Nadjib, Guntur Sukarnoputra, John Naro, 
Megawati Sukarnoputri-yang digusur dari pentas 
politik lewat kasus Kongres PDI Medan, ketika 
mercka melakukan kritik dan koreksi kepada 
penguasa. 


Oposisi secara harfiah dari akar kata to op- 
posite dan opposition berarti membantah, 
melawan, menentang dan perlawanan. Dalam 
konsep negara (Islam khususnya) oposisi ialah 
gerakan mengajak kepada kebaikan dan 
mencegah kemungkaran (amar makruf nahi 
munkan. 

“Tujuan oposisi sebenarnya ialah, menentang 
dan mengontrol pemerintah karena ingin 
mengubah personalia pemerintahan, kebijakan- 


kebijakan tertentu dari pemerintah, struktur 
sistem politik dan struktur sosial ekonomi. 
Fungsi oposisi ialah memperbesar (a) 
kekebasan berpikir dan menyatakan pendapat, 
(6) partisipasi warga negara dalam kehidupan 
politik, (c) pengawasan konflik politik, (d) sikap 
rasional dalam perbicangan dan pembuatan 
keputusan politik, (e) konsensus, (f) penanganan 
secara damai, (x) penyelesaian agenda negara yang 
mendesak, dan (h)Vkepercayaan dan loyalitas 
meluas pada masyarakat politik konstitusional 


dan demokratis, 

Oposisi kaitannya terhadap perlawanan 
negara adalah sebagai bentuk pendidikan 
demokrasi politik (civic education), atau dengan 
istilah Cak Nurkholish Madjid (2001) sebagai 
kekuatan penyeimbang (check and balance) 
terhadap negara, dalam istilah Marcus Mietzner, 
gerakan oposisi secara frontal berfungsi sebagai 
kontrol pemerintahan. 

Pola gerakan oposisi vis 2 vid negara ada 
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tiga hal yaitu, oposisi non:struktural, oposisi 
struktural yang terbatas dan oposisi struktural 
yang besar, Sedangkan sejarah gerakan oposisi 
terbagi dalam empat fase perkembangan. 
Pertama, oposisi seremonial, sebagaimana yang 
dialami negara-negara Eropa akhir abad ke-18. 
Saat negara-negara Eropa mengalami stagnasi 
sosial politik, dan tatkala mereka sibuk dengan 
rencana perang pelebaran kekuasaan, rakyat kecil 
menjadi korban, 

Konsekuensi logis jika oposisi sebagai 


formalitas belaka adalah pertama, stagnasi negara 
tersebut. Kedua, oposisi destruktif-oportunis, 
Bahwa kelompok yang kalah dalam sebuah 
pemilu, hanya akan bertugas untuk merugikan 
pemerintahan. Kehendaknya adalah secepatnya 
untuk memasang strategi mengganti pemerin- 
tahan tersebut. Ketiga, oposisi fundamental- 
ideologis, kelompok ini bukan hanya ingin 
menghancurkan pemerintahan dan meraih 
kekuasaan, tapi lebih dari itu, mereka ingin 


mengganti sistem ketatanegaraan yang ada 
Keempat, oposisi konsiruktidemokrti lebih 
menekankan pada berlangsungnya penegakan 
nilai-nilai demokrasi dengan meletakkan 
kehendak bersama lebih penting dari kepentingan 
kelompok atau golongan. 

Oposisi di Indonesia harus mengedepankan 
spirit dan lembaga Formal Pasalnya jika hanya 
sebagai lembaga formal ia berfungsi sebagai alat 
pelegitimasi rejim, sedangkan jika berdasarkan 
spirit, akan ada adu argumentasi apakah itu 


melanggar hukum atau tidak. Sehingga spirit 
harus dimaterialkan dalam aturan formal, 

Kita mungkin harus belajar dari oposisi 
Inggris yang berbentuk oposisi loyal terhadap 
Baginda Ratu (Her Mesgys loyal Oppasiior). 
Partai-parai yang ada di Inggris, antara partai 
buruh, konservatif dan demokrat saling bersaing 
memperebutkan kursi. Jika partai demokrat 
menang, maka yang lain menjadi gerakan 
perlawanan (oposisi) terhadap pemerintah, Pun 


sebagaimana yangada di Jerman pasca runtuhnya 
rezim fasis Hitler antara partai buruh, sosialis 
demokrat dan partai hijau, saling bersaing dan 
beroposisi. Sehingga seharusnya mekanisme kerja 
yang ada di lembaga perwakilan Indonesia berakar 
dari sistem pemerintahan demokratis yang ada 
di belahan Eropa dengan mengedepankan oposisi 
untuk menuju pendidikan politik dan 
demokratisasi ang sehat di Indonesia. 

Ironis, sister perwakilan kita (DPR dan 
MPR) absurd danambigu. Di satu sisi, berbentuk 
presidensil, namuniaksi “selebritis” politik (DPR/ 
MPR) Iziknyas parlemen yang' sanggup 
menjatuhkan Presidem'sebagaimana ditolaknya 
LPJ Nawaksarasnya Sukarno pada tahun 1967, 
Habibie (1999) din Abdurrohman wahid (2001). 

Sehingga jika ini yang terjadi, maka sistem 
pemerintahan dan perwakilan Indonesia belajar 
dariAmeika Serikat-walaupun presidensiil, tapi 


tidak mengurangi peran dan artikulasi oposisi. “ 


Terakhir, jika kita memilih masa depan 
Indonesia ialah menuju demokrasi, maka yang 
harus dilakukan oleh “selebritis” politik (DPR/ 
MPR) ialah (2) memahami bahwa kebhinekaan 
(identitas/poltk ian) sebagai komponen yang 
satu (kesatuan) untuk membangun bangsa yang 
beradab (genuine engagement of diversties 
mitha the bands ofeinl),(o) mendekonstruksi 
(pemahaman politik sebagai kesadaran berbangsa 
dan bernegara bahwa demokrasi harus dilakukan 
dengan akal bukan oko/ mobokrasi, (c) 
memahami oposisi sebagai kerangka mem- 
bangun bangsa yang beradab dengan cara yang 
santun dengan mengindahkan ftsoen, 

Terakhir, kita hanya berharap bahwa masa 
depan Indonesia ialah masa depan demokiasi 
yang gemilang dalam percaturan dunia 
internasional dengan cara menghadirkan oposisi 
baik secara formal dan spirit-semanga oleh lite 
politik-wakil kita di legislatif sehingga tidak 
bangsa ini tidak berkubang dalam kancah perang 
saudara dan disintegrasi bangsa. o 


M. Khoirul Umam Ar-Rozy, 
dari Tim Analis Kolong Indonesia Justisia 
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Negara Berkembang 


Ingwuri Handayani 


Nicollo Machiavelli mengatakan, tak ada sistem pemerintahan yang terbaik, semua bisa 
berubah, penguasa tunggal bisa menjadi tiran, aristokrasi menimbulkan oligarkhi dan 
demokrasi melahirkan anarkhi. Sehingga'saran dari pengarang buku II Principe ini adalah 
menggabungkan semua unsur itu menjadi satu-kesatuan yang saling mengisi. 


nari : 
« Or Tora 


3 AP pmr: 


etapi, penguasa tidak pernah belajar 

dari sejarah, keinginanedirijikelompok 

dan golonganlebih'diutamakan, sehingga 
selalu saja terjadi tirani, oligarkhi, amarkhi. 
Sampai-sampai Nicollo mengatakan, “/igho 
diputttama” (haram jaddah!). karena penguasa 
tidak pernah belajar dari sejarah. Ungkapan 
Nicollo, seolah menyindir kita, Indonesia. 
Taruhlah, Perseteruan elit. Padahal, perseteruan 
itu sama-sama menghasilkan sistem yang buruk. 


1 


DPR/MPR melahirkan oligarki dan presiden 
melahirkan tirani, 
Oligarki Parlemen 

“Tentang oligarki, pengalaman pahit pemah 
menimpa sang filosof, Socrates. Oligarki 
parlemen dimulai di Athena 500 tahun SM. Apa 
yang digambarkan sebagai “negara idea” adalah 
kenyataan pahit yang hampir merenggut nyawa 
Soctates, guru Plato setelah dipaksa minum 


racun karena tidak mau menuruti kelompok 
tigapuluh Trannci. Ketika pemerintahan oligarki 
aristrokasi yang terkenal dengan nama kelompok 
tiga puluh Tyrannoi mengambil alih kekuasaan 
politik di Athena. 

Plato, mengkhawatirkan sistem demokrasi 
karena adanya peluang diktator mayoritas setelah 
melihat fenomena itu, Plato, menyaksikan sepak 
terjang kelompok tigapuluh Tyrannoi yang sudah 
berubah menjadi diktator yang sangat kejam dan 
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jahat. Bahkan Socrates, guru besar Plato 
terancam hukuman mati karena menolak 
keinginan kelompok tiga puluh itu (DR. JH. 
Rapet, Th.D,Ph.D/1996) 

Dan saat ini tampaknya kelompok 
Tnannoi itu diwakili anggota parlemen kita, 
Arogansi mayoritas itu pelan tapi pasti menuju 
ke titik oligarkhi, dimulai dari memorandum 
satu yang tidak iclas kesalahan 
Presiden, sampai Sidang Istim- 
cwa yang ngofof menaikkan 
Megavati menjadi presiden 
Dan fenomena inilah yang bisa 
digijusean dengan Tyrannoi, 

KH Abdurrahman Wahid 
(Gus Dut) yang waktu itu masih 
menjadi presiden, tak kalah | 
gertak Gus Dur menggunakan | 
jurus dekrit Jelas, pengcluaran 
dekrit ini telah menimbulkan | 
pemerintahan otoritarian, Gus | 


DPR/MPR berubah menjadi oligarki 

Tampaknya, pepatah “kalah jadi abu, 
menang jadi arang” terlupakan dari ingatan 
mereka, arogansi, diktator, dan oligakarki lebih 
didahulukan dibandingkan keinginan mem- 
bangun bersama bangsa ini. 

Kenapa para elit kita suka bertikai? Ada 
beberapa sebab kenapa para elit itu bertikai, 


Von Der Mehden, seorang ahli dalam masalah 
daetah berkembang menjadi kenyataan. Penyakit 
yang dialami oleh negara berkembang adalah 
persoalan bagaimana mengukuhkan pemerin- 
tahan yang mantap dan bentuk sebuah negara 
yang bersatu. Dari hampir seratus negara yang 
diteliti Fred, hampir dua pertiga diantaranya 
menjadi sasaran kudeta, Atau hanya' percobaan 
yang sungguh-sungguh untuk 
menggulingkan pemerintah 
yang telah dibantuk( Fred.R. 
Von DerdMetiden, 1967) 
1 Fred, juga menyatakan 
dor eryft belas negara jajahan 
yang telah mencapai kemerde- 
Kaannya dan sebelas dianta- 
ranya pernah terancam atau 
digulingkan secara kekerasan 
dan inskonstitusional sejak 
tahun 1945 hingga 1955. 
Melihat fenomena itu 


Dur —meski hanya meladeni 
parlemen- telah menyalahi agenda demokrasi. 
Kejadian yang hampir sama dengan peristiwa 42 
tahun yang lalu, dimana Presiden Sockarno 
mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. 
Waktu itu, salah satu isi dekrit Soekarno adalah, 
membubarkan konstituante Dan Gus Dur yang 
merasa terancam eksistensinya mengeluarkan 
dekrit yang salah satu isinya membekukan DPR/ 
MPR. 

Padahal, seperti yang dikatakan Eep 
Saifullah Fateh, kalau setiap DPR/MPRdidekrit 
maka sampai kapapnypresideu'akan bersikap 
otoriter, 

Salah-tidaknya kedua kelompok itu, jelas, 
keduanya, menyalahi igendadmok 8 Karena 
demokrasi menawarkan kepada kita) suatu jalan 
keluar dari dilernn'2ueborigr (otoritas) dan. fe 
dom (kebebasan), tulis April Cartet 

Keduaduanya sama-sama ngotot, sama- 
sama keras, siapa yang paling berkuasa, presiden 
atau DPR/MPR. Atas alasan suthority, dengan 
alasan ketertiban dan keamanan atau alasan lain 
yang digunakan oleh presiden, tetap 
menimbulkan kekhawatiran. Sama halnya 
kebebasan yang digunakan oleh legislatif kita, 


dimulai dari, pertamayadanya double talk, 
berbicara ganda, Pembicaraan merckardidepan 
publik. Berbeda dengan di' komunitas terbatas. 
Padahal dengan, berbicara gandt'ini tangkapan 
(media pun berbeda, sehingga sering terdengar 
para pemimpisikita(tadipak) plin-plan, —inilah 
yang disebut pemelirtiran wacana. Kemungkinan 
sini diperkuat oleh “S$ft” pernyataan politik yang 
“Sering harus merahasiakan “sesuatu” untuk alasan 
tertentu, selain bahwa sebuah pernyataan 
memiliki "peluang polisemik (bisa ditafsirkan 
dengar'banyak makna). 

Kedua, yang tidak disadari para elit adalah 
adanya rasa infantilis (sifat kekanak-kanakan) 
yang berkepanjangan, elit masih seperti anak- 
anak yang seolah berebut permen tanpa ada yang 
inau mengalah. Mereka, para clititu, tidak sadar, 
siapa punya hak apa dan tidak mau tahu mana 
yang menjadi haknya. 

Ketiga, tidak adanya #atsun (kesantunan/ 
moral) politik. Fenomena itulah yang dinamakan 
dengan mobocracy, yang atas nama demokrasi 
menghalalkan segala cara atau yang disebut 
demokrasi gerombolan. Demokrasi buldoser!, 

Dan apa yang sempat dianalisis oleh Fred.R. 


bisa jadi bangsa ini mengalami 
masalah negara berkembang itu. Upaya 
menggulingkan pemerintahan di negara 
berkembang memang acap kali terjadi. Dan 
bangsa Indonesia selama dibentuknya republik 
ini belum pernah sekalipun presiden happpend- 
ingmenjalankan pemerintahanya, Selalu saja di 
pertengahan kepemimpinannya di “ganjal” dan 
diturunkan. Presiden Soekarno dilengserkan 
dengan tidak terhormat setelah Nawaksara-nya 
pada Sidang Istimewa di tolak oleh MPRS. 
Soeharto, yang telah enam kali sukses menjadi 
presiden, mundur setelah didesak oleh 
mahasiswa, Habibie yang menjadi presiden 
transisi ditolak pertanggungiawabannya oleh 
MPR, Gus Dur pun, yang baru memimpin 2,5 
tahun harus disingkirkan pula dari kursi 
kepresidanen. 


Gelombang Balik 

Yang tidak disadari dengan adanya pertikaian 
itu adalah menguatnya kekuatan lama, Orde 
Baru. Bisa dilihat pemilihan wakil presiden 
(wapres) kemarin merupakan test case bagi 
kekuatan lama (Golkar). Dan dari suara yang 
mendukung Akbar Tanjung di Senayan bisa 
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menjadi bukti betapa masih kuatnya kekuatan 
Orba itu. 

Inilah tampaknya yang sampai sekarang 
tidak dirasakan oleh para elit. Disadari atau tidak, 
saat ini baik di tingkat sistem maupun 
pemerintahan, orang-orang lama itu masih kuat, 
bahkan seperti dikatakan oleh Arbi Sanit, ada 
lebih dari separuh anggota DPR dan ada 99 persen 
birokrat yang eks Orde Baru, 

Saat ini, bisa dikatakan kekuatan lama 
dengan reformis mempunyai kekuatan 
berimbang. Sehingga, policryang diambil pun 
tidak strategis untuk menuntaskan agenda- 
agenda perubahan, Akibatnya, tuntutan-tuntutan 
itu menjadi sia-sia (mezningles). Bahkan, 
kebijakan yang diambil sering tidak signifikan 
dengan realitas masyarakat. 

Persoalan mendasar lain Di samping orang 
ada sistem. Sistem yang selama ini terbangun 
masih bercorak Orde Baru, dan untuk keluar 
dari sistem ini jelas membutuhkan -semangat 
bersama membangun sistem yang lebih mapan. 
Karena semua tahu bahwa sistem yang selama 
ini ada telah menjerumuskan bangsa ini menjadi 
bangsa kolusif, nepotis dan koruptif. Sistem Orde 
Baru sebagaimana yang ditulis oleh Riswanda, 
Imawan dalam Membedah Politik Orde Baru 
adalah “pemilihan indikator-indikator stabilitas 
politik yang salah” seperti rendahnya demonstrasi, 
keresahan sosial, gerakan separatis, dani 
sebagainya telah membawah politik Indonesia 
condong ke praktik-praktik 'otoritarianisme 
(Riswanda,1997)5 

Sistem yang dibangun Orde Barwitu jelas 
masih berpengaruh s#mpai,sekarang. Gagap 
demokrasi,,tidak”siap'dengan perbedaan, 
pertikaiansantaretnis, konfliksmultikultur, 
separatismc, Ketidakpercayaan kepada aparatur 
negara, dehumanisasi, degradasi moral dan 
sebagainya. Inilah yang tampaknya harus kita 
bangun bersama. Itulah kenapa sampai sekarang 
kita stagnan dan tidak mengalami perubahan 
berarti, 

Selama hak-hal elementer itu tidak segera 
diakhiri, pertengkaran, perebutan kekuasaan dan 
intrik politik akan terus berlangsung. Dan bukan 


itu saja, ekonomi gonjang-ganjing sehingga hal- 
hal yang elementer bagi rakyat pun terlupakan. 

Untuk itu yang harus kita bangun adalah 
bagaimana membangun budaya demokrasi yang 
tidak kebablasan, Karena perjuangan menuju 
demokrasi bisa menjadi gelombang balik, seperti 
yang perah diutarakan oleh Samuel P Hunting: 
ton: banyak negara yang meski sudah 
meruntuhkan pemimpin yang diktator kembali 
dipegang oleh pengganti yang tidak kalah 
diktatornya dengan pemerintah terdahulu. 

Tentunya, untuk meminimalisasi hal itu 
kita harus berupaya bersama membangunfondasi 
demokrasi. Karena apapun artinya demokrasi — 
seperti yang dikutip dari Karl Marihcim— 
bukanlah pembenaran sendifi Kalau seseorang 
menyatakan dirinya “menentang demokrasi") 
kita akan mengambil kesimapulan bahwa ia 
bermaksud untuk membuat sesuatu ejekan atau 
kalau ia tidak memiliki pemahaman tentangapa 
yang di maksud dengan keadilan. Tampaknya, 
kearifan Karl Manheim harus segera disadari oleh 
elit, bahwa'demokrasi adalah, memahami 
perbedaan dan tidak boleh”saling ngotot 
mempertahankandiri. 

OK, mungkin sekarang kita punya presiden 
baru, tetapi, jaminanvakan keluar dari krisis ini 
masih'jauh, ada banyak persoalan yang belum 
terselesaikatsyada banyak hal yang belum 
tersentuh: Hutang luar negeri, ketidakpercayaan 
internasional, belitan kemiskinan dan persoalan 
Isinyang tak kalah dahsyatnya, Dan ini tentunya 
menjadi tantangan Megawati, ditengah 
ketidakpercayaan beberapa kalangan atas 
kapabilitas Mega, maka jawaban yang bisa 
dilakukan adalah dengan tindakan, dan ketika 
Megawati hanya diam, jangan salahkan jika Mega 
di GUS DUR-kan lagi. Artinya, kita masih 
terjangkiti penyakit negara berkembang. @) 


Ingwuri Handayani, 
Mantan Wapimred Justin 


secccccococrcocccocococ((oarasansssasacoconoonosanoaanananaaasamanasasanananasaKanaoe0a 


cformasi hukum pada hakekatnya 
R merupakan gerakan kultural untuk 

mengaktualisasikan kembali nilai- 
nilai dasar demokrasi (thegenerd/prineiples 
Of democrary). Disebut sebagai gerakan 
kultural, karena di dalamnya mencakup nilai- 
nilai dasar (basic values) yang seharusnya ada 
dalam negara demokrasi, apapun bentuk dan 
(paham yang dianutnya. 

“Di sampingitu, reformasi hukum juga 
merefleksikan adaniyavkekuatan moral 
(moral foreg yang didalamnya terkandung 
upaya fintukmmenegakkan kembali pilar-pi- 
laridemoktasi din kembali pada supremasi 
hukumipAdanya supremasi hukum tersebut 
merupakan salah satu indikator dari suatu 
negara demokrasi, di samping unsur-unsur 
Ibinnya, seperti adanya transparansi, good 
government, free and fair election, serta 
adanya protection dan promotion of human 
rights! 

Pemahaman tersebut dikarenakan 
hukum tidak hanya dijadikan sebagai sarana 
tata tertib masyarakat (a too/ Of socra/con- 
rol), tetapi yang juga penting adalah 
membatasi agar kekuasaan yang dijalankan 
oleh pemerintah tidak sewenang-wenang (po- 
Ioing thepolicg? Dengan demikian adresar 
dari hukum itu tidak hanya bertumpu pada 
masyarakat saja melainkan juga terhadap 
aparat yang menjalankan hukum. 

Pemahaman tersebut mengingatkan 
bahwa di era reformasi seperti sekarang ini 
merupakan momentum untuk merenung 
kan paradigma dalam kehidupan ber- 
masyarakat, berbangsa dan bernegara, 
termasuk dalam bidang hukum, Ada 
keyakinan bahwa paradigma kekuasaan yang 
banyak dipakai di negara-negara totaliter, 
kerapkali cukup tidak ampuh dalam 
menjaga tata tertib masyarakat. 

Sebaliknya paradigma moral dan 
intelektual (profesional) untuk mencapai 
kebenaran dirasakan sangat efektif sebagai 
titik tolak penegakan hukum, di mana 
hukum diperjuangkan sesuai dengan 
fungsinya dalam rangka mewujudkan 
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Peran Jaksa dalam 
Penegakan Supremasi Hukum 


Harun Al-Rasj 


masyarakat adil berkemakmuran, 


Peran Jaksu damSupremasi 
Hukum 

Sebagaimanadisebut diatas bahwa'diesat 
hukum tidak hanya'ditujukan pada masyarakat 
saja melainkan juga terhidap updfat penegak 
hukum. Bertolak dari pemahaman tersebut 
maka kejaksaan dalam penegakan supremasi 
hukum senantiasa mendasarkan diri pada 
peraturan perundangsundangan yang berlaku, 
sehingga tidak melampaui kewenangan yang ade 
padanya, 

Secara institusional, tugas dan wewenang 


kejakstin secara jelas telah dirumuskan dalam 
UU No. 05/1991 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia, dan sebagai peraturan organiknya 
tertuang dalam keputusan Presiden (Keppres) No. 
86/1999 dan Keputusan Jaksa Agung (Kepia) No. 
Kep-115/JA/10/1999 tentang Susunan 
Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia? Namun tugas dan wewenang 
kejaksaan itu tidak hanya terbatas yang ada pada 
kedua peraturan tesebut, sebab di dalam hukum 
positif innya masih juga diberikan kewenangan 
yang sifatnya lebih spesifik (vide pasal 29 UU 
No, 05/1991). 

Sementara itu sebagai bagian dari masya- 


Takat iitesitasional, institusi kejaksaan 
senaritiasa )—” memperhatikan 
A instrumen-instrumen internasional. 
1g Silah satu diantaranya adalah Gue 
(5 inecon The Rokeof Fosecutors! yang 
$ memberikan pedoman dan landasan 
terhadap para jaksa” dalam 
melaksanakan — tugas dan 
wewenangnya, 

Mencermati ketentuan yang 
terkandung dalam UU No. 05/1991 
nampak bahwa tugas dan wewenang 
kejaksaan tidak hanya terbatas dalam 
bidang pidana, tetapi juga menyang- 
kut bidang perdata dan di bidang 
ketertiban dan ketentraman umum. 
Tugas dan wewenang yang demikian 
Tuas tersebut, secara tegas diatur 
dalam pasal 27 UU No. 05/1991. 

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang 
kejaksaan di bidang pidana, maka landasan 
hukum utama yang dipakai sebagai bahan acuan 
adalah Undang-undang No. 08 tahun 1981 
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). Undang-undang ini 
merupakan pengganti dari Het Herziene 
Jnlandsh Reglemene(HIR), yang dirasakan sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
masyarakat 

Dalam rangka penegakan hukuri pidana 
tersebut, kejaksaan terkait dengan sistem 
peradilan pidana terpadu (integrated criminal 
Justice systern), bersama aparat penegak hukum 
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lainnya, seperti kepolisian dan kehakiman. Tentu 
saja pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam 
Sistem Peradilan Pidana (SPP) itu, senantiasa 
memperhatikan aspirasi dari kekuatan 
masyarakat, baik yang diwakili oleh pengacara 
maupun lembaga-lembaga hukum lainnya 

Sebagai lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan, maka tugas dan wewenang kejaksaan 
di bidang pidana berkaitan dengan peranannya 
dalam SPP. Di dalam pasal 27 ayat (4) UU No, 
05/1991 disebutkan bahwa tugas dan wewenang 
kejaksaan di bidang pidana adalah (2) melakukan 
penuntutan perkara pidana, (b) melaksanakan 
putusan hukum dan putusan 
pengadilan, (c) melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
keputusan lepas bersyarat dan (d) 
melengkapi berkas perkara 
tertentu dan melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum 
dilimpahkan ke pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik. 

Dari ketentuan pasal 27 ayat 
(1) diatas, terlihat bahwa kejaksaan 
berperan dalam seluruh rangkaian 
peradilan pidana, mulai dari 
penuntutan hingga pada keputusan 
hakim serta upaya hukum. Dengan 
besarnya peranan itu, maka jaksa 
memegang peranan yang, strategis 
dalam rangka penegakan “hukum 
pidana 

Peranan strategis terscbut, misalnya saja 
dalam hal dimblainya penYidikan terhadap suatu 
peristiwapidama yang dilakukan oleh penyidik 
Polri dat tau penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Isinya, Dalam halvini"Jaksa sebagai 
penuntut umumbharts dapat memonitor 
langkahlangkah penyidikan, yang tidak hanya 
mengetahui saat dimulai atau telah selesainya 
penyidikan melainkan juga dalam hal 
penghentiannya. 

Berkaitan dengan kegiatan penyidikan 
tersebut, maka jaksa harus dapat memantau 
apakah penyidikan tersebut telah dilaksanakan 


pem sea 
Pi Pa 


Di dalam pasal 27 ayaP(1) UNO: 05/1821 “3 
disebutkan bahwastugas dan wewenang | 
kejaksaan di bidang pidana adalah (3) 

melakukad penuntutan perkara-pidana, (b) 

melaksanakan putusan hukum dan putusan 
pengadilan, (c). melakukan pengawasan (2) UU No. 5/1991, 
terhadap pelaksanaan keputusan lepas 

bersyarat dan (d) “melengkapi berkas perkara 
tertentu damwmelakukan pemeriksaan 
tambaham-sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik 


sesuai dengan prosedur hukum yang benar, serta 
apakah keterangan yang diperoleh penyidik tidak 
dilakukan dengan melanggar HAM. Demikian 
pula dalam hal penghentian penyidikan, apakah 
memang sudah didasarkan pada alasan yang tepat 
bahwa seseorang yang dihentikan penyidikannya 
itu memang tidak terdapat bukti yang kuat 
sebagai pelaku tindak pidana, ataukah memang 
peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa 
pidana. 

“Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 
penyidikan dalam tindak pidana umum, 
dilingkungan kejaksaan dikenal denganistilah pra 
penuntutan. Tahap ini dimulai Sejak penuntut 


umum menerima berkas perkara dari penyidik. 
Berkas perkara sudah dianggap lengkap, apabila 
JPU tidak mengembalikannya kepada penyidik 
(Pasal 110 KUHAP). 

Dalam prakteknya, pra-penuntutan bukan 
Ihanya terbatas kepada wewenang mengembalikan 
hasil penyidikan atau berkas perkara. Hal ini 
dikarenakan dalam pra-penuntutan tidak hanya 
menyangkut penelitian terhadap berkas perkara 
saja, meleinkan juga menyangkut penclitian 
terhadap tersangka dan barang bukti, termasuk 
administrasinya" 

Kemudian berkaitan dengan kewenangan 


kejaksaan dalam kegiatan penuntutan, maka 
selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan 
perkara pidana yang diterimanya ke Pengadilan 
Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut 
cara yang diatur dalam undangundang, dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus di sidang 
pengadilan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum 
berwenang melakukan terhadap terdakwa yang 
didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan 
melimpahkariperkaranya ke pengadilan 
IDi sebgian besar nggara, dalam melakukan 
penuntutan jaksa bertindak baik sebagai 
(pengacara negara maupun masyarakat. Dalam 
kedudukannya Sebagai pelindung kepentingan 
umufiyiersebut, maka sikap jaksa terhadap 
tersangka atau terdakwa dan orang-orang 
yang diperiksanya harus obyektif dan 
tidak memihak." 

Selain peranannya dalam 
peradilan pidana tersebut, 
kejaksaan juga mempunyai tugas 

dan wewenang dalam bidang 
perdata dan tata usaha negara. Hal 
itu ditegaskan dalam pasal 27 ayat: 


dimana... “kejaksaan dengan kuase 
khusus dapat bertindak di dalam 
maupun di luar pengadilan untuk dan 
atas nama negara atau pemerintah”. 
Sebagaimana layaknya peradilan 
perdata pada umumnya, maka 
kedudukan Jaksz Pengacara Negara (/PN) 
sejajar dengan para pihak yang terlibat dalam 
sengketa perdata tersebut, Untuk 
melaksanakan kewenangan tersebut, make 
tindakan yang dilakukan jaksa pengacara negara 
senantiasa memperhatikan kuasa khusus yang 
diberikan kepadanya. 

Berkaitan dengan peranannya selaku Jaksu 
Pengacara Negara, maka kedudukan jaksa 
merupakan wakil dari negara yang mewakili 
kepentingan hukum dari instansi pemerintah 
maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Kepentingan hukum dimeksud yaitu, 
menyangkut adanya gugatan perdata dan Tata 
Usaha Negara dari pihak ketiga terhadap instansi 
pemerintah dan BUMN tersebut. Di samping 
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DERAP HUKUM 


itu, jaksa dalam kedudukannya sebagai Jaksa 
Pengacara Negara dapat juga mewakili instansi 
pemerintah dan BUMN dalem hal terjadinya 
sengketa perdata dengan pihak ketiga. Dalam 
hal ini, tindakan yang dilakukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum antara lain: melakukan gugatan 
terhadap pihak ketiga, somasi, serta dapat 
berperan sebagai mediator dan negosiator 
ataupun perantara yang dapat menjembatani 
kepentingan hukum pemerintah dengan pihak 
ketiga. 5 

Sementara itu, kejaksaan juga berperan 
dalam bidang ketertiban dan ketentraman 
umum. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan 
sebagaimana dirumuskan dalam pasal 27 ayat 
(3) UU No. 05/1991, adalah turut menye- 
lenggarakan kegiatan (1) peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat, (2) pengamanan kebijakan 
penegakan hukum, (3) pengawasan barang 
cetakan, (4) pengawasan aliran kepercayaan yang 
dapat membahayakan masyarakat dan negara, 
(5) pencegahan penyalahgunaan dan atau 
penodaan agama dan (6) penelitian dan 
pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

Untuk meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat telah banyak yang dilakukan 
kejaksaan. Salah satu bentuk kegiatan yang 
dilakukan secara terencana dan terprogram, yaitu 
dengan memberikan penerangan dan penyuluhan 
hukum kepada masyarakat melalui program 
pembinaan masyarakat taat hukum 
(BINMATKUMI). Di samping itu, kejaksaan juga 
telah melakukan berbagaintindakan proaktif 
untuk turut serta dalam memberikan penerangan 
hukum kepada berbagat kelangan, melalui 
kerjasama dan koordinasi dengan beberapapihak. 

Demikian pula dalam hal pengamanan 
kebijakan penegakan hukum, kejaksaan antara 
lain terlibat secara aktif dalam wadah Bakorinda. 
Selain itu kejaksaan juga senantiasa melakukan 
koordinasi dengan instansi dan berbagai potensi 
yang ada dalam masyarakat, mengenai garis 
kebijakan penegakan supremasi hukum. Hal ini 
penting, mengingat kebijakan penegakan 
supremasi hukum merupakan upaya terpadu ari 


berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanzannya 
dapat sejalan dengan aparat negara lainnya dengan 
tetap memperhatikan tuntutan dan aspirasi yang 
berkembang di masyarakat. Pn 


Harun Al-Rasjid, SH, 
Praktisi Hukum tinggal di Semarang 


Catatan Kaki 


1 Bandingkan dengan Franz Magnis Suseno, yang 
menurutnya bahwa acuan untuk membangun 
suatu negara demokrasi yaitu harus mengem- 
bangkan negara hukum, kontrol masyarakat, 
pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas 
dan jaminan terhadap hak-hak demokrasi. 

Selanjutnya baca dalam Franz Magnuis Susetoy 
Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah 
Filosofis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
1997, Cet II, hal. 76 

Menurut Peters, dimensi yuridis yang 
sesungguhnya dari/HukumOpidana adalah 
adanya pembatasan dan pengawasdt kekuasaan 
negara. Jadi tugas'yuridis hukum pidana bukan, 
hanya mengatur masyarakat, tetapi,juga 
mengatur penguasa. Atau dalam kalimat lain 
dikatakan, “the Jimitations Of contral over the 
powers Of ate costkure the res jiicial di. 
mension of criminal law, Thejuniehal task of 
@tininal law is not pollcing'the police” Baca 
dilum GD, Hocfnagelsythe Other Side of Crimi- 
nology, Kluwer Devener, Holland, 1973, page. 
139 


» 


Keppres dan Kepja terscbut merupakan 
penyempurnzan dari Keppres No. 53/199ldan 
Kepja No. Kep035/JA/1991 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 


Indonesia 


Doktrin Tri Karma Adhyaksa yang berintikan 
Satya, Adhi dan Wicaksana, merupakan 
landasan moral bagi para jaksa agar dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang- 
undang dan dapat berlaku adil teguh dan cepat 
serta menghargai dan melindungi martabat 
manusia. Hal ini sesuai dengan guide/inesyang 
menyatakan: “Proserutors shall, in accordance 
mth the lam, perform their duties fairy consis: 
tently, and respect and protect human dignitp 
and uphold human rights... “Selanjutnya lihat 
dalam Guidelines on the Role of Prosecutors, 
yang diadopsi dari Eighth United Nation Con- 


gress on The Prevention of Crime and the Treat- 
ment of Offenders, Havana, Kuba, 1990 


Tujuan diundangkannya KUHAP, yaitu: (I) 
perlindungan atas harkat dan martabat manusia 
(tersangka atau terdakwa), (2) perlindungan atas 
kepentingan hukum dan pemerintahan, (3) 
kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, 
(9) mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat 
penegak hukum, serta (5) mewujudkan Hukum 
Acara Pidatinyang sesusi dengan Pancasila dan 
Undangaundang D2Sar91945: Lihat antara lain 
dalam RomJi/Atmasasmita, Sistem Peradilan 
Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan 
“Abolisonisme, Binacipta, Bandung, 1996, 
Cetakan Kedua (Revisi),'hal, 77 Sedangkan 
mengenal prinsip-prinsip KUHAP dapat dibaca 
dalam M. Yahya Harahap, Pembahasan 
Permasalahan'dan Penerapan KUHAP Jilid 1, 
Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, Cetakan ketiga, 
hal.3539 

(Olehv karena peranan yang demikian besar itu, 
beberapa pakar menyebut jaksa sebagai tokoh 
utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, 
karena ia memainkan peranan penting dalam 
proses pembuatan keputusan, Delmar Karlen, 
Geofftey Sawer & Edward M. Wise, Anglo 
American Justice, New York and Oxford Uni- 
versity Pres, 1967, page 1920 

Meskipun KUHAP telah menetapkan bahwa 
polisi merupakan penyidik (utama) dan juga 
sebagai koordinator penyidik tindak pidana 
pada instansi lain (vide pasel 7ayat (2) KUHAP). 
Namun sebagai sarana kontrol terhadap 
kewenangan penyelidikan itu, pasal 109 KUHAP 
juga telah menetapkan bahwa penyidik harus 
memberitahu penuntut umum setelah ia 
melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa 
pidana. 

Bandingkan dengan Osman Simandjuntak, 
Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, tanpa 
penerbit, tanpa kota, 1994, Cetakan TV, hal. 11 
Tugas dan wewenang penuntutan ini sesuai 
dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 05/1991 yang 
menyebutkan bahwa, kejaksaan adalah “Iernbaga 
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutar? , dalam tangka 
penegakan hukum dan keadilan 

10. RM. Surahman dan Andi Hamzah, Jaksa di 
Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, 
Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Cetakan I, hal. 6 
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@ ANALISIS 


NU: Membangun Visi 


Fikih Kerak, 


Jukari Ahmad E 


“Islam pada awalnya lebih dari sekedar gerakan religiusyisiam juga merupakan gerakan 
ekonomi. Islam dengan kitab sucinya, Al-Gur'an, sangat menentang struktur sosial yang 
tidak adil dan menindas.” (AsgharAli Engineer) 


1 Mansour Fakih membagi 
kelompok keagamaan dalam 
mensikapifenomera. 
kemiskinan dan persoalan 
sosial lainnya menjadi empat 
kelompok yaitu, revivalis, 
'ranslomnali, modemis dan 
tradisionalis. Kelompok 
Revivalis oleh Mansour 
diartikan sebagai kelompok 
yang menganggap bahwa 
kemiskinan terjadi karena Umat 
Islam yang menggunakan 
ideologi diluar Islam sebagai 
Pijakan. Bagi mereka, Al- 
Ouf'an telah menyediakan, 
pelunjuksecaralengkap 
(komprehensip)Transformatif 
diartikan sebagai kelompok 
yag menganggap kemiskinan 
dan persoalansosial linnya 
disebabkanoleh sistem, 
struktur danikultur yang tidak 
adil. Sedangkan modemis 
dalampandanganMarsour 
Fakihadalah kelompokyang 
menganggappersoalan sosial 
muncul karena ada yang salah 
Garisikap mental, budaya 
teologi. Meskipun menganggap 
bahwa NU adalah representasi 
kelompok tradisional, Mansour 
Fakih menilai bahwa 
tradisionalismo dan 
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dlam pengclompoka#'idcologi keagamaan di In 
Diss. NU diklasilikasikamsebegai kelompok 

Islam tradisional". Definisi tradisional sendiri 
sebenarnya masih belurmjelas. Menurut Greg Barton, tradisi 
adalah esensi dari persepsitdan definii dir” Sedangkan 
dalam istilah Indonesia atau Jawa tidaktada istilah yang 
meliputi seluruhyrangkaian semantik kesadaran 
tradisionalisme tersebut (be/Xconserousness traditional 
ken) 

Sedangkan adisionalisrae NU di masa lalu menurut 
Laode Ida dicirikan, dengan tiga hal. Pertama, NU 
menganut dan mengembangkan ajaran empat madzhab 
(Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi). Ciri kedua, 
metode pendidikan yang dikembangkan oleh NU berbasis 
di pesantren-pesantren, yang dianggap tidak akomodatif 
“dengam budaya modern. Ketiga, pola hubungan struktural 
internal komunitas NU bersifat subordinatif yang 
menonjolkan peran kiai 

Karena tidak ada definisi yang pasti dan konsensual 
ibu, kata tradisional yang biasa dilekatkan dengan NU 
dalam pengertian yang berbeda dan bermakna ganda. 
Pertama, makna tradisional yang ada pada NU diartikan 
sebagai aliran keagamaan, dalam merespon persoalan sosial 
keagamaan (termasuk persoalan ekonomi) lebih 
mengedepankan metodologi dan keunggulan epistemologi 
tradisi daripada penggunaan akal. Metodologi dan 


pistimologi tradisi yang dijadikan kelompok tradisional 
dalam merumuskan hukum menurut Arkoun telah 
dibangun secara rapi, sehingga menjadi kerangka diktum- 
diktum dan tindakan-tindakan Nabi, para sahabat dan 
kkaum salaf yang saleh 

Definisi kedua, tradisionalisme yang ada pada NU 
diasosiasikan dengan cara berfikir (zmanhaju/fikr) dan sikap 
konservatif. Artinya, dalam menghadapi kondisi persoalan 
sosial, termasuk problem ekonomi orang-orang NU 
cenderung fatalistik dengan menyerahkan segala sesuatunya 
pada Tahan. Pengamat yang menggunakan pengertian 
tradisional identik dengan konservatisme adalah Mansour 
Fakih' . Akar konservatisme dalam NU tersebut berasal 
dari teologi Al Asy'ary yang merupakan satu dari dua Imam 
kelompok NU dalam bidang teologi disamping Al 
Maturidy?. . 

Meskipun pengertian tradisional yang diberikan para 
“pengamat” NU tersebut berbeda tetapi biasanya sama- 
sama mempunyai konotasi negatif bahwa NU adalah 
gerakan keagamaan yang berorientasi pada masa lalu dan 
sulit menerima perubahan. 

“Apalagi, jarak antara kedua pengertian tersebut sangat 
tipis. Definisi seperti itu diantaranya terlihat dalam tulisan 
Dawam Raharjo yang berjudul dalam Transformasi Nilai 
Sosial Ekonomi Islam yang menganggap bahwa ada 
perbedaan mendasar antara gerakan sosial (ekonomi) yang 
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dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Gerakan sosial 
Muhammadiyah lebih kongkret dan didasari pada 
pertimbangan kebutuhan umat dengan mendirikan 
sekolah-sekolah umum, Rumah Sakit, Panti Asuhan dan 
lain-lain. Sedangkan gerakan sosial NU lebih didominasi 
upaya mempertahankan tradisi melalui forum baheu/ 
masa'i| pengkaderan di pesantren dan lainJain,” 
Pernyataan Dawam Raharjo jelas bermaksud untuk 
mengkritik aktifitas perekonomian NU yang lebih 
berorientasi pada upaya pelestarian tradisi daripada 
Orientasi ckonomi murni, sekedar untuk meningkatkan 
taraf hidup warganya, atau paling tidak konsentrasi NU 
untuk melakukan aktifitas ekonomi terpecah oleh upaya 
untuk mempertahankan tradisi. 

Karena sikap tradisionalisme tadi, fikih yang 
diproduksi oleh paratulamta NU seringkali dianggap 
pengamat tidak menyentuh padapersoalan yang dihadapi 
Umat secara langsung/(zktual), tetapi lebih" cenderung 
'mengikuti' pendapat ulama masa lalu 

Menurut para santi Tanwirul Aftar 3a beberapa 
hal yang harus dikriisi generesi muda NU seputar 
perumusan fikih. Pertama, dalam perumusan hukum, 
ulama-ulama NU sering tidak bisa lepas dari jebakan 
metodologis yang menghalangi fikih tampil lebih populis. 

Hambatan metodologis yang dimaksud adalah, 
seringnya pemahaman yang memihak masyarakat 
(maslahat) harus berhadapan dengan tekstualitas ayat. 
Padahal dalam istilah ushul fikih, teks ayat adalah gath 1y 


artinya ta tidak bisa diganggu gugat. Dalitmhal ini, para 
ulama fikih sendiri sering tidak sungguh-sungguh untuk 
memperjuangkan aspirasi danvkepentingan umat 
(maslahat)'dalam wacana fikih. Kalaupun ada masalah 
ummat yang disentuh figih,sefingkali pembahasannya tidak 
dilikukan dengar' sungguh-sungguh dengan memahami 
kasus yang hendak dipahami (zm24durp #19), miskin ilustrasi 
dan jika tidak ada rujukannya di kitab-kitab kuning, kajian 
yang'dilakukan selesai pada persoalan tersebut (maugufi" 

Persolan kedua adalah ketiadaan dalil yang 
mendukung fikih yang memihak kepentingan rakyat. 
Selain iga Faktor tadi, fikih juga seringkali terjebak pada 
ideologi stabilitas” Fikih seringkali menjadi alat legitimasi 
dan dilegitirmasi oleh satu kekuasaan. Padahal seharusnya, 
fikih harus bisa melindungi dan memperjuangkan nasib 
kelompok 'pinggiran' (dhuafi') dari penindasan dan 
ketidakadilan penguasa. Kaidah fikih menyebutkan 
lashyarrafu al imam ala al ralyyah manuthun bi al 
maslakhah (kebijakan pemimpin harus didasari 
pertimbangan kemaslahatan umatnya). Kerja sedikitnya 
rumusan fikih yang mensikapi persoalan ekonomi secara 
makro. Selama ini bahasan bahtsul masa'il hanya berkutat 
pada persoalan mikro, yang sifatnya kasuistik seperti jual 
beli cacing jual beli barang yang najis seperti pupuk kandang 
dan lain-lain. 

Dalam satu setengah dasawarsa terakhir ini upaya 
untuk membangun fikih yang populis mulai intens 
dilakukan. Setidaknya, usaha tersebut diawali dengan adanya 


pemikiran konservaif yang 
berasal dari pernikiranel- 
Asyary. Lebih jelasnya, lihat 
makalah MansourFakih Fikih 
Keadilan yang disampaikan 
dalam seminaryang diadakan 
SMF Syarfah IAIN Walisongo 
pedatanggal 26 Mei 1999. 
Tulisan fercebut juga dapat 
dibaca dalam Jumal Ulumul 
Ouran Edisi EVW/9T dengan 
judul Islam, Globalisasidan 
Nasib Kaum Marginal him. 4- 
15 


2lslah radisijusiru dambil 
dari bahasa Inggris tradiion. | 
Selengkapnya baca Greg 
Barton dan Greg Fealy dalam 
Nahdlatul Ulama, Traditonal 
Islam and Modertyin 
Indonesia ter. Mohammad 
Suaedy dkk., LKIS, 
Yogyakarta, 1997, him. 199. 


3 Menurut Laode Ida, cir-ciri 


pemikiran dalam tubuh NU 
yangtorus mengalami 
perkembangan, apalagi selelah 
munculnya figur-tigur muda NU 
ditahun 1984, Selengkapnya, 
baca dalam Laode Ida, 
Pergulatan Gerakan Dan 
Identies NU, Ulumul Our'an, 
Edisi No. 5, Vol. VI. Tahun 
1966, hlm. 15-22. 


Mob. Arkoun, Pemikiran 
“Arab, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 1996, hlm. 21 


5 Mansour Fakth, Ibid. 


6 Menurut DR. Iskandar al 
Barsanipemyataan bahwa 
toologi Al Asy'ary adalah 
sumberlataisme dan 
konservatisme dalam NU 
kurangtepat tebabdalam 
persoalan teologi NUtidak 
hanya berpegang pada AI 
Asyarytetapijuga pada 
Maturidy yang lebih memberi 
Tuang bag kreatifitas akal 
manusia. Dr. Said Agil 
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Syiracz, Kiai Menggugat, 
Pustaka Ciganjur Jakarta, hal 
145. 


7 Dawam Raharjo, 

Transformasi Sosial Ekonomi 

siam, LSAF, Jakarta, 1997, 
him363 


8 Tanwiril Afkar, Fikih Rakyat, 
Pertautan Fikih dengan 
Kekuasaan, hal. xovi 


9 bid hal. wow. 7 


10Merurut Stepen 
Sanderson, misi sosial agama 
danorganisasiadalah menjadi 
releransi atau sandaran etika 
bagi peeluknya dalam 
menjalankan akiftas sosial. 
Stepen K. Sanderson, 
Sosiologi Makro, Sebuah 
pendekatan terhadap realitas 
sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 
Cetakan pertama 1993, him. 
2 


11 AbuHapsin, dalam 
makalahnya, Otonomi daerah 
alam perspekti kih yang 
disampaikan dalamsaminar 
“Menyongsong Otonomi 
DDaerah"yang diselenggarakan 
alam rangka Dies Natalis 
IAIN Walisongo Semarang 
pada tanggal 26 Februari 2000. 


12Tentangperdebatan antara 
Mascar Farid Mas'udidan 
kelompok isi 'sepuh' baca 
SRAKAL, Edisi muktamar 29 
Novembar1999.- 


13 Secaragaris best 
rekomendasi ANU Jateng 
meliput persoalan ingkungan 
hidup, pemberdayaandan 
advokasi pada petani dan 
buruh-buruh dan masyarakat 
Urban Poor masyarakat 
miskin kota). 


seminar yang diadakan di Pesantren Watu Congol 
(Magelang, 1988), Krapyak (Yogyakarta, 1989), Denanyar 
(Jombang, 1999). 

Usaha tersebut berlanjut pada Muktamar XXX. 
Meskipun, dalam berbagai masalah yang dibahas dalam 
.bahtsul masaii wagi iyah masih terkesan sangat tergantung 
pada rujukan yang dibuat para ulama madzhab masa lalu, 
tetapi dalam Bahtsu/ masai/ maudhu iyah hampir semua 
masalah (seperti masalah KKN, sistem pembangunan 
ekonomi yang korporatis, dan demokrasi ekonomi dan 
politik) disikapi dengan tidak hanya menggunakan 
pendekatan rujukan ulama masa lalu tetapi juga dengan 
pertimbangan sosio-kultural. 

Hal itu menunjukan 
bahwa di kalangan NU 
sudah mulai tumbuh 
kesadaran untuk mem- 


Muktamar NUhtidakomengengkart 


dengan para kiai 'sepuh' seputar status uang negara." 

Di luar arena muktamar juga terjadi gesekan 
intelektual yang cukup dinamis. Ketika para peserta 
muktamar melakukan muktamar, para generasi muda NU 
yang berasal dari berbagai kelompok seperti LKIS (Lembaga 
Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta), ELSAD (Lembaga 
Study Agama dan Demokrasi, Surabaya), ANU (Anak- 
anak Nahdhatul Ulama Jateng) dan lain-lain melakukan 
muktamar tondingan yang diberi nama “muktamar kaum 
muda NU jalur kulturaPSeltin aktif dalam forum 
muktamar 'tandingan', ANU, jugi menyodorkan 
rekomendasi yang didasari pengamatan mereka terhadap 

kondisi bisa (muat daritmdsalah perburuhan sampai 
Pada persoalan NU ditengah globalisasi 
“dari telikungan kapitalisme global) 
untuk dipertimbangkan 
dalam arena muktamar. " 


Dan Na bahwa Orde bari pernah Kondisi kebangsaan 
dengan — mengadakan menorehkan prestasi. dalam : , Mikysar XXX 
rekonsiliasi antara kebu- pembangunan ekonomi yang imanbamr ip 


tuhan peradaban modern 
dengan ajaran Islam dans 
tradisi nabi tradisional. 
Adanya rumusan fikih yang, 
transformatif, tidak bero- 
rientasi kermasa'lalu dan 
menjat'ab kebutuhan 
umat sangat dibutuhkan 
sebagai referensi bagi 
semua clemen masyarakat 
dalam melakukan aktifitas 
sosial termasuk pembangunan 
ekonomi! . Sebab bagi sebagian besar umat 
fikih lebihvpenting daripada komponen Islam lainnya 


“Seperti tafsir al Our'an dan theologi meminjam istilahnya 


Abu Hafsin, cara berfikir secara hah telah menjadi trade- 
markumat Islam." 


Kondisi Internal 


Saat dilaksanakannya muktamar XXX, di NU tengah 
terjadi perbedaan pemahaman keberagamaan yang cukup 
mencolok antara generasi muda dan generasi tua. Baik 
didalam dan diluar arena muktamar terjadi 'gesckan” 
pemahaman antara kedua kelompok tersebut. Di dalam 
muktamar, tokoh muda NU seperti Masdar Farid Mas'udi, 
yang juga Ketua PIM, banyak melakukan perdebatan engit 


ditandai dengatwimeningkatnya 
GNP (eross national product) yang 

sempat mentapai 74p per. tahun, 

menurunnya angka kemiskinan 
yang Cukup berarti (meskipun angka 

tersebut banyak yang meragukan 

raliditasnya) dan maraknya 

aktifitas pembangunan di berbagai 
wilayah. 


November 1999 M (13-18 
Sya'ban 1420 H) diliputi 
oleh keprihatinan karena 
kondisi bangsa yang masi: 
dilanda krisis multidimensi. 
Di bidang ekonomi bangsa 
Indonesia mengalami krisis 
yang sangat kronis, Utang luar 
negeri yang besar, ambruknya' 
bank-bank nasional dani 
peruszhaan-perusahaan 
nasional yang menyebabkan PHK 
besar-besaran. Akibatnya, pengangguran semakin 
membengkak, banyak anak putus sekolah dan menurunnya 
standar hidup bangsa Indonesia. 

Di luar itu semua, tingkat korupsi beige 
angka yang begitu besar (lihat tabel: 2). Nepotisme dan 
“kroniisme' menjadi budaya bangsa. Hampir semua aset 
bangsa dimiliki sebagian kecil anggota masyarakat 
Pemerintahan Soeharto sempat membentuk kabinet 
reformasi dan mulai memperkuat visi kerakyatan dengan 
menggulirkan jaring pengaman sosial (JPS) yang kemudian 
banyak menimbulkan dugaan korupsi, perbaikan ekonomi 
dan nasib rakyat masih jauh dari harapan. 

Kondisi ekonomi yang 'morat marit' itu kemudian 
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mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintahan 
Soeharto. Akibatnya, muncul aksi massa yang besar yang 
mengalami puncaknya pada bulan Mei 1998 dengan 
memaksa Socharto untuk menyerahkan jabatan presiden- 
nya kepada BJ. Habibie, sekedar untuk mengawal proses 
transisi menuju pemilu dan pembentukan baru yang 
legitimet. 

Muktamar NU tidak mengingkari bahwa Orde baru 
pernah menorehkan prestasi dalam pembangunan ekonomi 
yang ditandai dengan meningkatnya GNP (gross nationa/ 
'produc/yang sempat mencapai 7 pertahun, menurunnya 
angka kemiskinan yang cukup berarti (meskipun angka 
tersebut banyak yang meragukan validitasnya) dan 
maraknya aktifitas pembangunan di berbagai wilayah." 

Meskipun demikan, Muktamar mencatat beberapa 
kelemahan yang kemudian dianggap sebagai akar persoalan 
timbulnya krisis mulidimensi yang dialami bangsa Indo- 
nesia sekarang ini. Salah satu 
kesalahan mendasar pem- 
bangunan ekonomi yang 
dilakukan Orde baru adalah 


orientasi pembangunan | 99971994 


Tabel t: 
Angka Korupsi dan Penyelesaiannya 


358 kasus 


buruh dan laindain."” 


Di sisi lain, pertanggungjawaban publik (publicac- 
countability/ dari pejabat negara sangat lemah, sehingga 
korupsi, kolusi dan nepotisme meningkat secara drastis. 
Political and Economic Risk Consultancy (PERC), pada 
tahun 1995 menyimpulkan bahwa Indonesia menduduki 
peringkat ketiga “negara paling korup” di dunia setelah 
Vietnam dan China, Trangparency Internationa/(TI) pada 
tahun yang sama juga mencatat bahwa Indonesiaadalah 
negara paling korup nomor tujuh dari 52 negara yang 
diteliti. Pada tahun yang sama Worid Economic Forum, 
(WEF) mengumumkan bahwa Indonesiaadalah negara pal 
ing korup di dunia." Karena angka korupsi yang sangat 
tinggi itu J. Kristiadi mengatakan bahwa korupsi sudah 
menjadi kultur bangsa Indonesia," 


Rekomendasi pengembangan ekonomi 
kerakyatan 


Krisissekonomi terjadi 
karena sisteny pemerintahan 
(nidhamufbukn) nasional 
yang sentralistik, mono- 


195 kasus | polistik din korup, sehingga 


lebih mengutamakan aspek | 1994/1995 | 325 kasus |” 270vkasus 
materidaripadaaspekspir- | 1995/1906 | 409 kasus'|og2e4'kasus | mekanisme pasar tidak 
1 1996/1997 | 274kasus |” 120 kasus o-berjalan secara sehat. Karena 
tual dan moralitas bangsa | sg971998 | 234 kasus | 8a.katus, 4 harusdirintaka : 
Indonesia, Dengan kata lain, Coal “itu harus diciptakan pemerin- 
tidak tahan yang bersih (clean and: 
tidakadahubungansiners Sumber: OerasimdlDaper Kebocoran Uehara (6 2 
antara pembangunan Ngeri Indonesia) INFID'2000. good governance). Dari 


ekonomi dengan pemba- 

ngunan rohani. Padahal dalam Pembukaan UUD 1945 
secar tegas dijelaskan pembangunan yang dilakukan bahsa 
Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya baik 
materi maupun rohani." 

Kesalahan mendasar tersebut kemudian melahirkan 
kebijakan ekonomi .konglomerasi yang hanya 
menguntungkan sebagian kecil pelaku ekonomu, Distribusi 
kepemilikan aset,ekonomi tidak bisa dimikmati oleh 
kelompok ekonomi'lemah. Halitwdiscbabkan karena clit 
Orde baru melakukan restrukturiszsi hubungan antara 
masyarakat sipil dan negara dengan cara korporatisme 
negara, dalam arti negaralah' yang mengambil peranan 
utama dalam menentukan tujuan pembangunan dengan 
mengebiri komponen demokrasi." 

Berbagai bentuk ketidakadilan mewabah. Sebagai 
contoh banyaknya penggusuran tanpa disertai 
pertimbangan dan visi kerakyatan (seperti kasus Kedung 
'Ombo), lahirnya UU tentang tenaga kerja yang merugikan 


pemerintahan yang bersih 
tersebut'dihdrapkan sistem ckonomi konglomerasi yang 
bersandar pada kelompok tertentu dapat dihindari, Selain 
itu, pemerintahan yang bersih diharapkan akan 
menghasilkan produk undangundang yang menjamin 
mekanisme pasar dan munculnya persaingan secara sehat 
(bir competition? 

Padahal pembangunan seharusnya dilakukan dengan 
lebih mengutamakan upaya pemerataan daripada sekedar 
mengejar pertumbuhan perkapita yang cenderung 
menciptakan kesenjangan ekonomi dan ketimpangan 
sosial. Oleh karenanya, konsep ekonomi kerakyatan yang 
melibatkan peran kelompok ekonomi menengah dan 
ekonomi kecil, terbukti lebih kuat bertahan terhadap 
guncangan ekonomi global 

Sehingga langkah kongkret yang harus dilakukan 
pemerintah ialah, memberikan hak guna usaha (HGU) 
kepada petani gurem yang luas areal garapannya kurang 
dari 0,5 Hektar. Sebab selama ini HGU lebih banyak 


14 Hasil Muktamar XXX NU, 
PBNU, 2000, hlm. 85-66. 


15ibd 
16 Ibid, him. 66. 
17 Ibid hlm. 67. 


18 Majalah Jumal Jusisia, 
Edisi 18 Th. VII, 2000, him. 11. 


19 bid 
20 Ibid 


21 Masal Diniyah al- 

WWagiyah dan Masa Diniyah 

Maudhu'iyah, hasil muktamar 
XXX Nahdhatul Ulama, 
PBNU, 2000, him. 61. 
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22 Hasil bahtsulmasalil 
wagiyah dan maudhuiyah, 
muktamar NU XXX, PBNU 

12000, him. 64. 


230.5. Al-lmron ayat 104, 
Al-Ourandan Terjamahnya, 
Departernen Agana Republik 
Indonesia dan Tanjung Mas 
Semarang hlm.98 


dimanfaatkan oleh kelompok yang mapan secara ekonomi, 
yang mampu secara administratif serta kedekatan dengan 
penguasa. Maka dengan demikian, harus dilakukan 
reformasi agraria, yang diharapkan akan menjamin hak 
petani dalam memanfaatkan lahan pertanian agar 
mencapai skala ekonomis, 

Untuk itu harus dikembangkan demokrasi ekonomi 
yang mendorong tumbuhnya mekanisme pasar dan 
persaingan ekonomi yang sehat harus seiring dengan 
dikembangkannya demokrasi politik untuk menjaga agar 
kebijakan yang diambil penguasa agar tetap berorientasi 
pada kepentingan masyarakat luas dan demi terciptanya 
transparansi dan mekanisme kontrol. 


Membangun visi fikih kerakyatan 

Sepintas rumusan Bahtsul Masal Muktamar XXX 
Nahdhatul Ulama" tentang krisis ekonomi dan 
(pengembangan ekonomi kerakyatan akan tampak ahistoris 
dan tidak mempertemukan tradisi di satu sisi dan sosio- 
kultural yang dihadapi masyarakat disisi lain, Tetapi jika 
kita mencoba memahami lebih lanjut, kita akam'melihat 
relevansi antara hasil ijtihad dengan wadisi ilmiah yang 
dikembangkan NU yang difumuskan dalam kaidah fikih 


A. Penerimaan Terhadap Konsep Asing 
Diterimanya konsep demokrasi (politik danekonomi) 
sebagai sistem yang paling rasional untuk-bangsa Indone. 
sia, didasari oleh"beberapa pertimbangan. Pertama 
dempktasi secara nilai tidaklah bertentangan dengan nili- 
nilai dasar (fundamental values) Yang ada dalam ajaran 
Islam, Prinsiprprinsip dasar demokrasi seperti persamaan 
(egality), keadilan (justice), kebebasan (freedom), dan 
musyawarah bukan hanya tidak bertentangan tetapi juga 
bersesuaian dengan'ajaran dasar agama seperti Adalah, 
musawahy burriyah dan yura yang sama-sama bermuara 


4 untuk mendahulukan kemaslahatan umum (pohticof the 


Common good) dan terciptanya keadilan. 

Kedua, penerimaan demokrasi juga tidak 
bertentangan dengan tradisi Sunni yang dijaga oleh NU 
dengan anggapan bahwa penerimaan budaya baru 
dibolehkan sepanjang membawa kemaslahatan dan tidak 
membongkar lima prinsip dasar yaitu pemeliharaan agama 
(hithz addin) jiwa (hithz amnak) akal (hithz alagi) 
keturunan (/hifhz an-nas/| dan harta (hulhzalma/) Kaidah 
Ushul Fikih menegaskan akmuhatadzah @lalgadim as 
shalih wal-akhdeu bil-jadidal- aslah. 

Sebagaimana rumusan Babesu/ masa"! Lirboyo 


tentang “24/v sunnah wal jamaah dan perkembangan 
budayz”, kebudayaan dan peradaban modern yang berasal 
dari barat tersebut diterima karena pada dasarnya 24/ 
sunnah wal jamaah memandang kebudayaan tersebut 
sebagai hasil inovasi manusia atas dasar rasionalisme dalam 
merespons persoalan sosial masyarakat yang kompleks 
seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman? Oleh 
karenanya, semua nilai dalam peradaban modern yang 
bisa mendorongnilai positif sperti etos kerja, kedisiplinan, 
orientasi ke depan, dorongan.pendayagunaan rasio dan 
pendayagunaan potensi umat secara luas akan diterima. 

Ketiga, demokrasi memtingkinkan terjadinya 
mekanismeikontrol (Kontrof meehanism) baik secara 
struktural —dengan'adanya pembagian kekuasaan antara 
eksekutif legislatif maupun yudikatif- maupun no1- 
struktural melalui media massa dan gerakan langsung dari 
rakyat (parlemen jalanan). Hal itu sangat penting untuk 
menjaga munculnya kebijakan yang menguntungkan 
kelompok atas dan merugikan kelompok baweh seperi 
'buruhtani dan kaum miskin lainnya. Dalam masyarakat 
yanganjemuk demokrasi juga lebih memungkinkan bagi 
setiap kelompok untuk memperjuangkan dan mengontrol 
epentingannyalevat mekanisme yang tersedia diantaranya 
lembaga perwakilan dan kebebasan media massa. 

Adanya sebuah sistem dan mekanisme kontrol 
tentunya sangat penting. Pengalaman sejarah Orde Lama 
dan Orde Baru membuktikan bahwa sistem kekuasan yang 
sentralistik, korporatis, tidak jelasnya akuntabilitas dan 
mekanisme pertanggungjawaban publik telah melahirkan 
kekuasaan yang tidak memihak pada rakyat lemah dan 
melahirkan perilaku yang korup dan nepotis. 

Keempat jika dikembalikan pada ajaran dasar, 
mekanisme kontrol tersebut tentunya juga implementasi 
sistematis dari ayat al Our'an yang memerintahkan 
pentingnya amar ma 'ruf nahi munkar seperti yang 
diperintahkan dalam Surat al-Bagarah ayat 104 yang 
artinya: “Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh padh yang 
ma tuf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah 
orangorang yang beruntung” 

Di sisi lain, Islam sendiri tidak mempunyai 
konstruksi politik dan ekonomi yang baku. A-Our'an dan 
Sunnah hanya mengajarkan nilai-nilai dasar agama yang 
bisa digunakan sebagai landasan etika. 

Muktamar NU tampaknya tidak mencoba 
membangun konstruksi baru baik di bidang politik 
imaupun ekonomi yang islami sebagaimana kecenderungan 
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kelompok fundamentalis'dalam mensikapi fenomena glo- 
bal Peradaban barat yang begitu dominan dan ekspansif 
di negara-negara berkembang mendorong kebudayaan lokal 
untuk menonjolkan identitasnya. Sikap untuk tidak 
membangun konstruksi ekonomi dan politik tersebut 
tentunya lebih realistis, Sebab, menurut @omaruddin 
Hidayat pilihan untuk membangun konstruksi ckonomi 
baru jika tidak didukung dengan basietcori, institusi dan 
SDM yang kuat hanya akan menjadi gagasan yang utopis?" 

Penerimaan terhadap konsep demokrasi juga 
menggambarkan bahwa NU mencoba mempertemukan 
beberapa realitas sosial yang dihadapinya, pertama wawasan 
kultural dan kebutuhan masa depan. Kedlza, menemukan 
jalur tradisi dan perkembangannya. Ket7ga, kebudayaan 
barat, westernisasi dan masalah-masalahnya. Keempat, 
manajemen kebudayaan di tengah masyarakat yang 
majemuk (plural). Kelima, konflik kultural antara generasi 
muda dan generasi tua. Keenam, pengaruh agama dalam 
manajemen kebudayaan dan sebaliknya. 


B. Visi kerakyatan 

Menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia 
sama juga artinya dengan menyelesaikan masalah yang 
kompleks, sebab memang banyak persoalan yang 
melatarbelakangi munculnya kemiskinan. Pertama faktor 
kultural, yaitu faktor yang berasal dari budaya masyarakat 
sendiri seperti perilaku boros, tidak disiplin dan rendahnya 
ctos kerja. Kedua, 


dipinggitkan dalam pembangunan. 

Selama ini banyak kebijakan pemerintah yang kurang 
memperhatikan kelompok bawah. Salah satu kebijakan 
pemerintah yang sangat merugikan kelompok miskin di 
Indonesia adalah tidak berjalannya reformasi agraria. Luas 
tanah negara yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh 
kelompok miskin terutama petani gurem untuk 
meningkatkan taraf hidup mereka. Kenyataanya tidak 
banyak kelompok ekonomi lemah” yangfdapat 
memanfaatkan harta negara tersebut. Sebaliknya 
kelompok ekonomi mapan lebih banyak mendapatkan" 
kesempatan untuk memanfaatkan tanah negara dengan 
menggunakan Hak Guna Usaha (HGU). 

Pemerintah sebenarnya pernah' mengeluatkah 
kebijakan tentang pembaharuan'agraria melalui UU No 5 
tahun 1960 tentang pokokpokok agrarla (UUPA) Undang: 
undang ini pada intinya membatasi pemilikan tanahdan 
mengatur batas/minimal yang)seharusnya. menjadi 
pemiliknya yang sah. Pada UU ini juga mempunyai potensi 
mencegah lahirnya'tuan tanah dan mengandung prinsip 
“tanah untuk penggarap” 

Meski demikian dalam realisasinya pelaksanaan 
UUPA tadivterkcsan lamban, Mz. Sadjarwo, Menteri 
“Agraria pada tahun'1960 pernah mengakui hambatan besar 
yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan /and/refarm 
adalah, tidak tertib ditvtidak sempurnanya administrasi 
tanah, masih banyaknya orang yang tidak mengerti/ tidak 


24 Gomaruddin Hidayat, 
Peran Sosial Agama, Kompas, 
Edisi Rabu 28 Juni 2000. 


25 Keeram masalah tersebut 
adalah penilaian Johan Efendi 
terhadap pemikiran Ahmad 
Wahib dalam mencermai 
perkembangan sosial, poltik 
dan budaya dalam konteks ke- 
Indonesigan yang serba plural 
Selengkapnya, baca Pengantar 
Johan Eifendi dalam Ahmad 
Wahib, 'Pergolakan Pemikiran 
Islam, catatan harian Ahmad 
Wahib, Pustaka LP3S, Jakarta, 
Cot. V, 1995, lm. 7. 


26 Bahasan lebih lanjut baca 
Revrsond Baswir dalam 
Agenda EkonomiKerakyalan" 
Pustaka Pelajar Yogyakarta, 
Cet. 1, 1997 him 18-20. 


27 Menurut Dawam Raharjo 
alam bukunya Transtomasi 
Sosial Ekononri Islam terbitan 

tahun 1987 jumlah manusia 
Indonesia yang masuk dalam 

kelompok ekonomilemah yang 
ie sebut dengan istilah Wong. 
clie (lepepitpeople)adalah 
kelompok mayoritas, Karena tu 


faktor natural yang Tabel 2: . : jka pemerintah konsisten 
disebabkan dari kon.” Struktur Penguasaan Tanah di Indonesia (1993) sngat mn dane 
disi alamiah seseorang, 1 Maa Pama mi 
seperti cacat fisik dan iorentasikan untuk 
memberdayekan mereka. 
mental, Kota faktor FM ayama 4 Dawam Raharjo, Transformasi 
struktural yaitufaktors, (Petani « OytO Ha) 11, 089. 605 sosial konomi Islam, LSAF 
yang disebabkan adas 5 'o,10 Ha — 0,49Ha 7. 645. 428 13 Jakata dan Pustaka Pelajar, 
nya kebijakan pemess- | 0/60Ha — 0,99 Ha 4. 180, 221 18 Nonyakart, 1897. tim 
. 28 Dadang Julartara dalam 
Na yu yg SH 4. 421. 746 69 ketan ne 
. , - dari : etika dan poltik bagi jalan 
ketentuagartidaktisa Sumber: BPS, 1993: dari berbagai sumber. Kan er aa 
mengoptimalkan potensi merekatintuk menggunakan hak pa ba Suatu 
ekonomi mereka sebagai warga negara." man mengerti pentingnya and refarm dan adanya tekanan | aa Noerakaa Cat 
Faktor yang terakhir inilah yang perlu dikritisi oleh dari kelompok penguasa tanah. ketiga, Juli 2000, hlm.76, 
setiap lembaga sosial, kemasyarakatan maupun keagamaan Terlepas dari perubahan sosial, yang jelas sampai saat 28 bid, him-70. 
termasuk NU, Adanya fikih yang menjadi kontrol etika ini masih banyak petani yang belum bisa mempunyai 
bagi penguasa sangat penting dilakukan karena NU lahan mencapai target minimal yang diamanatkan oleh 
mempunyai anggota jutaan manusia yang sebagian besar” UUPA. Hal itu dapat dilihat dari begitu besarnya 
adalah petani di pedesaan dan selama ini sering kesenjangan kepemilikan tanah seperti tercermin dalam 
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sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 
Cetakan pertama 1999, hm. 
2. 


310.5, Al-Oufan dan 
Terjamahnya, Departemen 
Agama Repubik Indonesia dan 
Tanjung Mas Semarang hlm. 
9. 


32 KH. Sahal Mahtudz, 
Nuansa Fikih Sosial, hal, 39 


data statistik yang dikeluarkan BPS. 

Dengan kondisi sepert itu, rumusan bahtul masi 
NU dalam muktamar XXX mencoba untuk melakukan 
kontrol bagi penguasa dan memberikan advokasi bagi 
masyarakat. Upaya kontrol yang dimaksud tentunya dengan 
menggunakan fatwa keagamaan sebagai referensi moral, 
sebab sebagaimana yang dikatakan Max Weber, fungsi sosial 
agama dan organisasi adalah menjadi referensi atau 
sandaran etika bagi pemeluknya dalam menjalankan 
aktifitas sosial. 

.AkOur'an secara tegas menentang akumulasi, 
dominasi dan konsentrasi seperti yang ditegaskan dalam 
Surat aktlasyr, Har itu jangan sampai beredar diantara 
orangorang kaya diantara kamu. (Os, alHayu: 7) 

Kontrol bagi penguasa agar tetap memperhatikan 
persoalan kemaslahatan umat tadi juga sesuai dengan 
kaidah fikih bahwa setiap kebijakan pemerintahvharus 
didasari pertimbangan umat (tasharefxalimam “la rajah 
imanuthun br ahmaslahah). 


C. Relevansi Rumusan Bahtsul Masail NU 
Muktamar XXX 
dengan Tradisi 
Pemikiran NU 


DalimmiktamarXXX ..Darr pertmusan hukum sepului 
persoalan yang dibahas dalam | 
bahtsul masail wagi'iyah tadi 
semuanya menggunakan kitab- 
kitab klasik karya ulama 
hakim dalam pemikahan, pendahulu seperti fatkhul barri, 
Mughnil Muhtaj, figh ala 
madzahrb al arba'ah, al Bajuri dan 
fatkhul garib dan lain-lain. 


NU tersebut, terlihat sebtiah 

pola ijtihad baru yang meliputi 
persoalan penetapanawaldan 
akhirsbulan dengan rukyat 
internasional, doa bersama 
antar umat beragama, wali 


perempuan di, masa iddah 
mk hai, puasa yatima arafah, 
budidaya dan jual beli 
jangkrik atau cacing, lomba 
dengan pungutan uang, hak atas 

tanah, anggota legislatif non muslim dan pernikahan, 
dalam pembahasannya masih memperlihatkan pola lama 
sepert yang dikatakan oleh Kiai Sahal Mahfudz, bahwa 
NU mempunyai lima kecenderungan dalam berfikih dan 
bermadzhab. 

Pertama istilah bermadzhab berarti taglid dan tidak 
mengenal ijtihad secara mutlak. Kedua, kalau kemudian 
digunakan dalam berijtihad digunakan kaidah fikih itu 
sebenarnya sekedar untuk menguatkan pendapat yang telah 
ada. Kei ifihad gi dan ali dipahami esai dengan 


ketentuan yang ada dalam pengertian Syafi'iyah. Keliz: 
Referensi kitab-kitab ulama yang digunakan sebag: 
referensi sebagian besar adalah kitab-kitab Syaf'iyah.”" 

Dari perumusan hukum sepuluh persoalan ya 
dibahas dalam bahrsu/ masar! wagr'iyah tadi semuanya 
menggunakan kitab-kitab klasik karya ulama pendahula 
seperti fatkhul barri, Mughnil Muhtaj, figh ala madzai 
allarba'ah, al Bajuri dan fatkhul garibdan lain-ain. Selai 
itu dalampembahasan masalah yang sifatnya kasuisti 
tersebut selalu dalamkoridor fikih empat imam yaits 
Syafi'i, HanafiyMaliki dan Hambali, 

Sedangkan dalam «ahtsu/ masail diniyai 
mevdhuliyyah, yang mengkaji tanggapan Islam terhad: 
demokrasi, NUdan pemberdayaan masyarakatsipil, 
Sunnah Wal jamaah dan perkembangan budaya, Islam di 
kesetaraan gender, pemulihan ekonomi nasion 
berorientasi pada kepentingan rakyat, dan status 
negara pola pemahaman fighiyahnya lain dengan katego 
yang pertama. Semua pembahasan tersebut dikaji secara 
lebih bebas, dalam arti tidak harus merujuk pada kita 
Kuning karya ulama yang sudah populer sebelumny 
karena persoalan kontemporer seperti it 
memang tidak pernah dikaji olet 
kitab klasik di masa yang lah 

Hal itu disebabkan pem: 
haman baru bahwa aswaj 
dalam konteks sosial bud: 
mulai dipahami sebaga: 
sebuah manhaj fikr yang 
didasarkan pada nilai-nil: 
tewasuth, tasamuh dan tawa 
zun dengan tujuan akhit 
menjaga lima hak asasi yaitu 
dhilah addin, hiteh annatsl 
hifeh alagl, hikz anna: 
thifzh amal. 
Ada beberapa hal yang pat 
dicatat dari masai/ diniyah maudhu iyah: pertama 
Pembahasan mengenai pemulihan ekonomi nasion 
berorientasi pada kepentingan rakyat dalam bahtsu/ masa 
maudhu'iyah terlihat lebih dilandasi kondisi riil yan 
dihadapi masyarakat dan pendekatan filosofis daripada 
landasan normatif. Dalam persoalan kepemimpinan di 
status uang negara misalnya, muktamar XXX menganga 
'bahwa pemimpin yang tidak komitmen dengan nasib kaun 
miskin berarti kehilangan legitimasinya. Pemahamz 
seperti itu tentunya sebuah fenomena baru. Pemahamas 
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seperti itu tentunya sebuah perubahan pemikiran yang 
cukup drastis, sebab selama ini produk peikiran“ilama- 
ulama Sunni, termasuk ulama-ulama NU terkenal sarigat 
konservatif, moderat dan dekat dengan kekuasaan. 

Kedua, meski ada perubahan yang cukup radikal dan 
mulai digunakannya pertimbangan sosiologis dan filosofis, 
ciri khas dari tradisi berfikir-ala NU masih terlihat kental 
dengan digunakannya kaidah fighiyah yang merupakan 
Tumusan para ulama masa lalu dan yang selama ini dijaga 
dalam NU. Kaidah fighiyah yang selama ini hanya 
digunakan sekedar untuk memper- 
kuat peridapat ulama terda- 4 
hulu mulai digunakan secara 
langsung dalam menilai 
kondisi sosial keagamaan. 

Artinya, secara hierarki, 
perumusan bahtsu/ masail 
maudhu iyah tentang pemu- 
lihan ekonomi nasional yang 
berorientasi pada kepentingan rakyat 
memperlihatkan masih kuatnya hierarki perumusan 
hukum yang selama ini dijaga NU seperti catatan Amin 
Nurudin dan Hairus Salim HS, bahwa sebagai pernegang 
tradisi Sunni NU mempunyai hierarki yudisial dalam sistem, 
bermadzhab yang mapan.” Dalam tingkatan pertama Al- 
@uran dan Al Hadits adalah landasan normatif yang pal- 
ing tinggi untuk menilai persoalan-persoalan sosial- Setelah 
itu baru perangkat pemahaman berupa wshu/ figh dan 
gaidah (kulliyah) hah 

Pemahaman seperti itu memperlihatkan 
kecenderungan baru dalam pola itihud NU, pertamin 
adanya pergeseran dari pola dan makna bermadzhab, dari 
bermadzhab secara tekstual /mazhab.gouly) menjadi 
bermadzhab secara mimhaj (metodologi). Di masa 

| sebelumnya pendapat pars ulama terdahulusdianggap 

sebagai teks mati (transerideag sehingga tidak bisaditafsirkan 
atau disesuaikanydengan realitas sosial yang tentunya 
mempunyai konteks yang berbeda, 

Kedua, upayaduntuk melakukan: verifikasi mana 
ajaran yang sifatnya pokokfushw/)dan mana ajaran yang 


Harus diakui bahwa bahasan 
bahtsul masail tentang ekonomi 
kerakyatan tersebut masih belum 
memberikan tawaran konsep 
ekonomi yang lengkap 


ekonomi kerakyatan tersebut masih belum memberikan 
tawaran konsep ekonomi yang lengkap. Dalam persoalan 
tersebutapa yang dilakukan oleh kelompoktain yang lebih 
fundamentalis pun sebenarnya belum menghasilkan sebuah 
konstruk ekonomi Islam yang sebenarnya dan lengkap 
(komprchensip). 

Ali Asghar Engineer juga membenarkan penilaian 
para ahli ekonomi Pakistan yang menyatakan bahwa apa 
yang telah dihasilkan para perintis dan perancang ekonomi, 
Islam saat ini sebenarnya tidak lebih dari gagasan asing 
yang tidak jelas dengan menambahkan? 
dengan konsep zakat dan anti riba. 
Ali Asghar Engineer juga 
mengatakan, "tidak adasistem 
"9 ckonomi yang lengkap dalam 
J Islam, yang dapat dijelaskan 
hanya denganssati atav dia 

kebijakannyang bersifat Tnstru- 

mental. Kalaupun ini bisadilakukan, 

maka dua gagesan uatiik,melakukan 

reformasi Islam tadi, Ai dan riba, harus benar-benar 
dipahami”. 

- Penilaian Engineer tersebit didasari kenyataan bahwa 
pelarangan riba ternyata masil'tidak memberi pengaruh 
Yang signifikan untuk menumbuhkan sistem ekonomi yang 
menekankan kebersamaan, persamaan, ukhuwah yang 
universal, keadilin sosial dan mengikis segala bentuk 


eksploitasi dan penindasan f-Gur'an menyebutnya dengan 


'Zulin), Sevtentara realitas menunjukan bahwa bank-bank 
yang didirikan di banyak tempat dan banyak negara 
mempunyai orientasi untuk mencari keuntungan (prof 
oriented) lebih kuat dibandingkan orientasinya- untuk 
menciptakan sistem ekonomi yang dilandasi nilai-nilai 
kebersamaan. 

Dengan demikian, sikap NU yang tidak mencoba 
membuat konsep ekonomi Islam tetapi memilih untuk 
menerima konsep ekonomi dari manapun dengan berbagai 
catatan layak dihargai. Paham Sunni yang moderat 
membuat para ulama NU berfikir lebih-realistis untuk 
menerima konsep asing dan meniupkan 'roh' spiritualitas 


33 KH. Sahal Mahfudz, Figih 
Sosial, hal.VI dan VII 


34 Ushul Figh adalah kaidah- 
kaidah hukum yang dipetik dari 
bahasa Arab, sepertilaladz dari 

sogi makna yang sengaia 
diciptakan, ada yang mutlak, 
mugayyad, umum, khusus, 
peturjuk amr(perntah) adalah 
wajib dafvnahy adalah haram. 
Sedangkan kaidah fghiyah 
adalah kaidah-kaidah umum 
yangmelpuiseluruhcabang 
masalah-masalah fikih yang 
menjadi padoman untuk 
menetapkan hukumseliap 
perisiwa fighiyah. Lebih 
jelasnya, ihat karangan Prof. 
DR. Mukhtar Yahya dan Prof 
Drs. Fatkhurrahman, Dasar- 
dasar Pembinaan Hukum 
Islam, A-Maaril, Bandung, 
Cet. 3, 1903, him. 485) 


35 Ibid, hal. Viii 


36 Para ahli ekonomi Musim 
modem meski setuju bahwa. 
bunga adalah riba lelapi 
menganggap bahwa membuat 
bank tanpa bunga dalem sistem 
ekonomi yang kapitalisik akan 
mengarah pada eksploitasi 
penabungkeci dan akan 
memberikan keurtungan 
kepada orang-orang kaya yang 
meminjam uang tanpa bunga. 
Ketidakberpinakan bank Islam 
yangada saal ini dengan nlsi 
kebersamaan juga tunjukkan 
dengan besamya dana sosial 
yang hanya berasal cari 
penghimpunan zakatiniakdan 
shadagah seporiyang pemah 
dikatakan Raja Faisal Koika 
meresmkan Islamic bankot 
Kibrs. Selengkapnya baca 
Asghar Ali Engineer, Islam and 


LiberationTheology, Essayon 
cabang (furu/. Ketiga, memposisikan fikih sebagai etika” dalam konsep tersebut. Liberalive Elementin Islam, 
sosial bukan sebagai hukum positif. Keempag mulai Ter. AgungPPihanoro Pusaka 
tumbuhnya keberanian di'kalangan ulamasulama NU D: Signifikansi Rumusan Bahtsul Masail NU || Pedzr ir et 
untuk merumuskan masalah sosial keagamaan dengan dalam Muktamar XXX Bagi : 
menggunakan metodologi pemikiran yang filosofis Pengembangan Visi Kerakyatan Fikih 
terutama dalam persoalan sosial budaya. Beberapa perubahan pemahaman NU tentunya bisa 
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37 Fikih Rakyat, Hal. xxii 


bagi upaya membangun bangunan fikih yang lebih 
merakyat dan peka dengan kondisi sosio-kultural yang ada 
dalam masyarakat. Di masa lalu, setiap perumusan fikih 
yang dilakukan oleh ulama-ulama NU cenderung pasif, 
tidak terlalu mempertimbangkan kondisi riel yang dihadapi 
umat manusia dan selalu berhenti jika tidak mendapatkan 
jawaban secara gouli dari kitab kuning sedangkan saat ini 
mulai ada pemetaan masalah yang akan didekati dengan 
pendekatan yang berbeda.” 

Pola pemahaman baru tersebut akan menghapus 
eitisme fikih selama ini yang dicirikan dengan keber- 
pihakan kepada 'kepentingan' Tuhan daripada kepentingan, 
manusia, keberpihakan kepada penguasa dan anggapan 
bahwa fikih hanya bisa didekati dengan pendekatan tekstual 
yang normatif dan tidak bisa didasari pertimbangan kondisi 
Tel umat manusia. Kebenaran fikih dalam persoalan sosial 
budaya tidak lagi hanya diukur berdasarkan tramsendensi 
doktrin tetapi juga pertimbangan sejauhumana keputusan 
tersebut memberi kemaslahatan bagi umat. 

Upaya seperti itu juga,bisa dikttegorikan sebagai 
sebuah gerakan trensformatoris (transformatorist move: 
ment) karena memiliki dua'dimensi. Dua dimensi. yang 
disyaratkan Laode Idayaitu “pembaharuan budaya" dan 
penyadaran hakehak rakyat dalam kehidupan bernegara 
yang dilakukan secara sadar lewat proses tanSfotmasi dan 
dislektika'sosial. Dengan,menyitir pendapat Billah yang 
dikutip dati, Hope dan Hiramel, Lzode Ide menyatakan 
bahwa sebuah gerakan transformasi tidak bisa dilakukan 
'dengan menggunakan kekerasantetapi lebih ditekankan 
padatransformasi nilai-nilai SOsial, 

Ada beberapa catatan yang bisa diambil dari 
pembahasan bahtsu/ masa'i/ NU. Diantaranya adalah 
pengertian tradisional yang sering dilekatkan dengan NU. 
Jika dikaitkan dengan rumusan bahtsu/ masa'/ tentang 
krisisekonomi dan pengembangan ekonomi kerakyatan 
dalam muktamar XXX, pengertian tradisional dalam arti 
fatalistik dan konservatif sebagaimana pernyataan Mansour 
Fakih terasa kurang tepat. 

Dalam muktamar tersebut terlihat bagaimana upaya 
yang cukup 'radikal' yang dilakukan para ulama NU untuk 
mempertemukan antara formalitas doktrin, tradisi 
perumusan hukum dan kondisi riel yang dihadapi 
masyarakat. Dalam rumusan yang dihasilkan bahtsul 
masail, ada beberapa yang terlihat lebih "berani" dari 
kelompok modernis, Penerimaan terhadap konsep 
demokrasi misalnya, bagi kelompok modernis masih 
disikapi secara negatif karena dianggap lebih memung- 


kinkan untuk membangun dan membumikan konstruksi 
politik maupun ekonomi Islam. 

Sedangkan demokrasi oleh para ulama NU diterima 
sematamata karena dianggap bersesuaian dengan nila 
nilai dasar yang ada dalam ajaran al Gur'an, Sunnah Rasul 
dan intisari kedua sumber hukum Islam tersebut yang 
sudah dirumuskan dalam kaidah fikih. 

Begitu juga dalam bahasan bahtsul masail 
maudhttiyah,Iainnya seperti, NU dan pemberdayaan! 
masyarakat sipil) Ahlus Sunnah wal Jamaah dan 
perkembangad budaya, Islamidan kesetaraan gender, 
pemulihan ekonomi ,nasidnal berorientasi pada 
kepentingan rakyat,emaupun pemberian status uang| 
negara. Semiua pembahasan tentang persoalan tadi sangat: 
mengedepankampersoalan sosiologis dan filosofis tentunya) 
dengn eapbepegang pada nilai yangada dalam at 
(ur an, Sunnah dan kaidah fighiyah yang merupakan 
metodologi perumusan fikih hasil rumusan para ulama 
terdahulu. 

Fenomena baru tersebut sekaligus memperlihatkan 
adanya pemahaman baru tentang konsep aswaja yang 
merupakan faham keagamaan yang diagungagungkan NU, 
Di masa yang lalu aswaja dipahami secara sempit dengan 
hanya mengikuti para ulama masa lalu, yakni dua imaro 
theologi, dua imam tasawuf dan empat imam fikih. 

Saat ini aswaja mulai diposisikan sebagai pisau analisa 
(inanbaj fk) Rumusan aswaja hasil muktamar NU XXX 
juga menganggap bahwa peradaban, kebudayaan dan tradisi 
selalu mengalami perubahan berupa kemajuan dan! 
kemunduran yang semua itu ditentukan atas dasar! 
celevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan. 
Pertemuan antara berbagai peradaban, kebudayaan dan 
tradisi merupakan kenyataan dan dialektika sejarah yang 
mengakibatkan terjadinya saling mempengaruhi atau 
perbenturan, 

Penggunaan rasio yang dulu sangat ditabukan' mulai 
mendapat porsi proporsional. Kaitannya dengan 
penggunaan rsio, ah sunnah wal /amaahdianggap sebagai 
pemahaman kesgamaan (1manhajaMfikr)yang memadukan 
antara wahyu dan akal yang mencakup seluruh aspek 
kehidupan dengan didasari prinsip moderasi (tawassuth/, 
menjaga keseimbangan (tawazun/dan toleransi (tasamut) 
demi tegaknya hak-hak asasi manusia yang lima (2lzzabu 
alkhamsah: hileh ad'din, hileh anna, hiteh alagh, hi 
amnasi, huh almal)demi terwujudnya kemaslahatan di: 
muka bumi”. 

Perkembangan konsep aswaja dalam NU tadi 
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menunjukan bahwa konsep tersebut tidak lgi dianggap 
sebagai sebuah doktrin yang trancenden sakral dan anti 
perubahan. Aswaja telah dianggap sebagai sebuah hasil 
pemikiran yang lahir karena konteks sosial tertentu dan 
harus mengalami penyesuaian dengan konteks kekinian, 
tentunya dengan tetap menjaga nila-nilai dasar dari konsep 
aswaja yaitu prinsip moderasi (tawassuth) keseimbangan 
(ms dan toleransi (basemoh) dan tujuan ntuk 
menjaga lima hak dasar manusia. 


Kata Akhir 


Rumusan bahtsul masail maudhuiyah, termasuk 
pembahasan tentang persoalan ekonomi yang dialami 
bangsa Indonesia adalah sebuah perubahan pola pikir 
keberagamaan yang cukup drastis. Karena itu diharapkan 
akan mampu memberikan sumbangan yang signifikan 
bukan hanya bagi pengembangan wacana fikih 
“kerakyatan', tetapi juga bagi upaya membangun moralitas 
bangsa yang saat ini jatuh dalam titik nadir. 

Harapan seperti itu tentunya sangat wajar, mengingat 
selama ini pola keberagamaan yang fikih oriented masih 
menjadi trend' di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. 

Sayangnya ada kesan bahwa rumusan Bahtsu/ masai/ 
maudhu iyah seputar sosial budaya dan rumusan bahcsu/ 
.masai! wagi'iyah tampaknya tidak mendapat tempat yang 
sama di mata masyarakat awam. Ada kesan landasan 
bahtsul masail maudhu iyah seputar persoalan ekonomi 
bangsa meskipun diakui sebagai rumusan etika dan moral 
tetapi bagi warga nahdliyin di lapisan bawah pola keberaga- 
maan seperti itu akan sulit diterima karena mereka 
terlanjur mempunyai pemahaman yang kental bahwafikih 
yang merupakan perunjuk praktis dalam kehidupan sehari 
hari harus identik dengan halal atay/haram. Karena itu 


seharusnya pemahamanvkeagarugat di Kalangan ulama- 
ulama NU jug: lebih dipribumisasikan. o 


Jukari Ahmadel-Faty, 
"Mantan Pernionpin Reduksi Justsia 
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Simbol-simbol Budaya 


dan Ideologi Legitimasi 


1 Lihat Franz Magnis Suseno, 
Kuasa dan Moral (Jakarta: 
Gramedia, 1986) hal. 1 


2Yangdisebut suku-bangsa 
Sunda, secara antropolog- 
budaya yaitu orang-orang yang 
secaraturuntemumn 
menggunakan bahasa Sunda 
sebagaibahasa ibunyadan 
lnggal didaerah Pasundan atau 
talar Sunda. Lin, Harsojo, 
“Kebudayaan Sunda" dalam: 
Koentjproringrat Marusia dan 
Kebudayaan indonesia 
(Jakarta: Djanbatan, 1999). hal 
307. Penyebutan orang Sunda. 
dan tatar Sundaini sebenarnya. 
mesih dipersoalkan. Bagi 
orang-orangyanglinoga di 
Priangan(Bandung dan 
sekitarnya) yang disebutorang 
Sundaitu mencakupjuga sub: 
Suku yang adadi daerah. 
pesisirCirebon dan Banten 
(yang menggunakan bahasa 
Jawa Sundadandawa) dalam 
propinsi Jawa Barat dan 
Banten, Sementaraoring 
pesisiryang idak mau disebut 
orang Sunda itu, menyebut 
orang Sunda dengan sebutan 
(urang gunung, wong gunung 
dan iyang gunung, attnya 
orang gunung (daerah 
Priangan). Lih .£di S. Ekajat, 


(Studi terhadap Kisah Sunan Gunung Jati) 


Ferly David 


entuk legitimasi kekuasaan yang paling kuno adalah legitimasi 

religius. Kekuasaan dihayati dan diterima sebagai sesuatu dari alam 

gaib dan raja dipandang sebagai pengejawantahan yang Ilahi." 
Demikian halnya'bentuk legitimasi kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat 
Sunda,? sebagaimana terekam dan terdokumentasi pada historiografi 
tradisional.” Misalnya-naskah Amanat dari Galunggung," menyatakan bahwa 
seseorang dapat menjadi penguasa di suatu daerah apabila menguasai 
kabuyutan (mandala) yaitu tempat keramat atau tempat suci yang mempunyai 
fungsi sebagai pekuburan leluhur atau tempat pemujaan. Bila seorang raja 
berhasil menguasai kabuyutan, ia akan memperoleh kesaktian dengan cara 
bertapa. Dalam Carita Parahiyangan,' Batara Dangijang sebagai penguasa 
Galunggung menyatakan: “Dja beunang ku ai (ng) kawisesa, turut tjarekeng! 
Dja ai (ng)-wenang nuduh tan katuduh. Dja ai (ng) anak dewata" (artinya: “Tetapi 


bila dapat aku kuasai, turutlah perintahku, karena aku berhak memerintah, 


tidak diperintah. Aku ini anak dewata”). 
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Idah Tradisi... 
Tour ala ASA 
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Kantor 
Syari'ah. 
PUSKA- 
POLHAM 


PUSKAPOLHAM Berdiri... 


Kapan? 


USKAPOLHAM-—Pusat,, Kajian Politik dan 
Pes nama yang” tidak 'esing lagi. 

Berkali-kali ia'muncul sebagai salahusatwatribut beberapa 
penulis artikel lepas Fakultas'yari'ah di media massa. Orang luar 
pun sontak beranggapan PUSKAPOLHAM adalah lembaga kajian 
yang cukupibonafide milik Syariah. Realitasnya? ternyata jauh 
panggang dar api, 

Bagaimana tidak! PUSKAPOLHAM secara resmi belum 
didirikan. Hal ini diakui oleh Dr. Mujiono, MA, Kajur Siyasah 
Jinayah yang. diberi mandat menggarap blue printnya. “Ada 
beberapa kendala dalam proses peresmiannya,” kilahnya. Beberapa 
kendala disebutoleh Mujiono, yakni persoalan dana. Kemudian 
perbedaati yang Cukup tajam antardosen mengenai visi 
kelembagaan, akankah ia berada di bawah jurusan ataukah berada 
di bawah kendali fakutas Selanjutnya, persolan pembicara yang 
tak kunjung “ditemukan”. 

Mengenai persoalan pertama, agaknya sedikit banyak cukup 
teratasi. Terpilihnya Drs. Johan Masruhan sebagai direktur menjadi 
poin tersendiri. “Saya siap memberikan apa pun sebagai bentuk 
pengabdian kepada IAIN,” tegas dosen yang nyambi sebagai 


pengusaha ini, sewaktu melengkapi susunan kepengurusan. 

Pun demikian halnya dengan persoalan kedua. Berkali-kali 
Dr. Ahmad Rofig, MA, Dekan Fakultas Syari'ah menegaskan 
bahwa PUSKAPOLHAM mesti berdiri di bawah naungan fakultas 
layaknya LPKBHI yang berdiri lebih dulu, “PUSKAPOLI 
adalah milik Syari'ah yang bisa dimanfoatkan oleh mahasisw 
Syari'ah khususnya mahasiswa SJ,” tandas Dr. Ahmad Rofig dalam 
sambutannya ketika acara melengkapi susunan pengurus beberapa 
waktu lalu. Pendapat diamini sebagian besar dosen Syari'ah 
Dan perdebatan ini pun usai. : 

Tinggal sekarang persoalan yang ketiga, yakni peresmian dani 
Pelantikan pengurus. Syahdan, acara peresmian dani pelantikan ini 
rencananya digelar pada bulan April atau Mei 2001 dengan tajuk 
“orasi politik oleh pakar politik." Semula Andi Malarangeng yang 
diharapkan memberikan orasi politiknya, Karena berbagai hal, 
“Andi tidak jadi dihadirkan. Jack recordAndi yang kerapkali cukuj 
pedas mengkritik Gus Dur menjadi pertimbangan tersendiri, 
“Apalagi dalam situasi cskalesi konflik politik yang semakin tinggi, 
“kita tahu kondisi JAIN Walisongo tidak sesuai untuk Pak Andi, 
keluh Mujiono. 
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“Andi batal, dalam salah satu rapat koordinasi muncullah ide 
menghadirkan Gus Mus, Kyai sekaligus budayawan dari Rembang, 
Namun, hal ini juga menemui jalan buntu. Ibadah haji yang 
dilaksanakan Gus Mus merupakan kendala tersendiri dalam 
menghubunginya. Lagi-lagi Gus Mus pun batal dihadirkan. 
Akhirnya, acare peresmian dan pelantikan pun menguap entah 
kemana. Dan tanpa kejelasan sampai saat ini. 

Kondisi ini banyak disesalkan oleh civitas akademika, baik 
staf PUSKAPOLHAM maupun mahasiswa umum. M. Aziz 
Hakim, salah satu staf menyebut mestinya peresmian dan 
pelantikan tidak harus dengan orasi pakar politik ternama. Pakar 
politik lokal pun tidak jdi masalah, yang penting adalah berdirinya 
PUSKAPOLHAM secar resmi. Ia mengamini pendapat salah satu 
dosen yang juga staf” PUSKAPOLHAM yang enggan disebut 
namanya. 

Lain halnya pendapat salah seorang mahasiswa, —sebut saja 
IM-yang sedikit banyak mengetahui tentang PUSKAPOLHAM, 
Ia dengan nada ketus berkomentar, “mestinya dosen mampu 
menghadirkan pengama politik sekelas Arbi Sanit, worggmahasiswa 
saja bisa. Ini kok terkatungrkatung nggah karuan jluntrungnya,” 
'uumpatnya, mengeluhkan semangat dosen, 

Terlepas dari kontroversi seputar ketidakjelasan peresmiam 
dan pelantikan, PUSKAPOLHAM, kehadirannya diyakini 
mempunyai peran cukup vital, “Karena bagaimanapun politik dani 
HAM adalah problem yang terus aktual,” tegas Mujiono. 

Senada dengan Mujiono, Taufig CH menyebut 


PUSKAPOLHAM merupakan reaksi atas berbagai tantangan 
kebutuhan yang berkaitan dengan politik dan hak asasi manusia. 
Kebutuhan ii cukup ri dilingkungan kampus, 


Sebapi realisasi prakssnya sudah direncanakan berbagai pro- 


gam. Mujiono memaparkan beberapa program, diantaranya adalah 
mengkaji dan meneliti persoalan yang berkaitan dengan politik 
maupun hak asasi manusia. Sehingga diharapkan muncul pendlit- 
peniti yang handal dan kapabel. Program ain, mengadakan 
pelatihan aksi dan advokasi tentang politik dan HAM. 


Lebih jauh Mujiono menegaskan bahwa,bentuk dari - 


PUSKAPOLHAM adalah semi LSM dan. setengahnya lagi 
akademisi. Dengan bentuk ini atau tidak mau minat dan kreatifitas 
menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Gabungan kednafiya 
bisa memunculkan ideide segar yang membawa angit'kemajuan. 

Di samping berbagai visi dan, misi serta berbagai program 
yang cukup jelas, PUSKAPOLHAM juga merupakan wahana bagi 
mahasiswa yang mempunyai minat serta kemampuan dalam bidang 
politik mupun HAMA Di sinilah” mereka-igodok dan ditempa 
menjadi mahasiswa yang berkualitas, Interaksi aktif mahasiswa 
dengan'dosen cukup memberi kontribusi bagi tujuan ini. 

Segudang program denganwisi dan misi yang jelas tersebut 
plis arah danvgasaran yang pasti tidaklah cukup tanpa ada 
implementasi konkrit Bak pungguk merindukan bulan tentunya. 
Dan inilah yang dilakukan oleh PUSKAPOLHAM saat ini. Dus 
kita hanya bisa bilang, sayang PUSKAPOLHAM tidak (jadi) berdiri... 
(Yasu?/2-J) 


PKMD 


Sebuah Ritus Formal 


Ritus.formal itu kembali muncul. Dengan konsep sama ia mencoba berubah 


usai disdakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Syari'eh 10 120Juni 2001Pelatihan yang dibuka secara 
langsung oleh Dekan Fakultas Syari'ah pada pukul 15.30 WIB ita 
diikuti tidak kurang dari 54 mahasiswa dari masing-masing delegasi 
UKM, HM di lingkungan Fakultas Syari'ah, serta mahasiswa 
umum. 

PKMD, sebuah ritus formal Badan Eksckutif Mahasiswa 
Fakultas Syari'ah (dulu-Senat Mahasiswa Fakultas) yang diharapkan 
akan melahirkan para embrio pemimpin ideal bangsa di masa 


Pp: Kepemimpinan Mahasisua Tingkat Dasar (PKMD) 


bukan sekadar ritualitas belaka. 


depan. Dan tanggung jawab besar di pundak Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Syari'ah harapan ini digantungkan. “Paling tidak, 
pasca pelatihan para peserta bisa memimpin, minimal memimpin 
diri sendiri”, tutur Munir-panggilan akrab Misbakhul Munir, 
Sekretaris Jenderal BEMF Syari'ah IAIN Walisongo. 

Lebih lanjut Munir mengatakan bahwa manfaat diadakannya 
PKMD agar mahasiswa memperoleh pengetahuan bagaimana cara 
memanage suatu organisasi serta bagaimana bekerjasama dengan 
pihak lain. 

“Dalam kegiatan PKMD ini para peserta-yang semuanya 
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mahasiswa Syati'ah, sangat antusias dalam mengikuti pelatihan 
ini, sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar" kata Imron 
Rogyidi, koordinator Steering Comumittee PKMD. 

“Pelatihan ini sangat bagusan berjalansesuai dengan target 
yang diharapkan, katenn PKMD dilaksanakam sebagai sarana 
pelatihan pada mahasiswa ang sifatnya mendasar dam harusdimiliki 
mahasiswa dalam mengarungibmasa depaniaye”, imbuh Imron 
dengan penuh optimis, 

Berbeda halnya ungkap Syamsul Hidayat salah seorang panitia 
KMD, bahwa dalam kenyatzannya pelatihan eisebut kurang 
memmenulhi target karena PKMD dilaksanakan pada saat hari tenang 
serta sedang terjadi reformasi mendadak di tubuh HMJ, akibatnya 
pelatihan ini agak terlambat dan dalam momentum yang kurang 
pas, 

Namun hal itu dibantah oleh Imron Rosyidi, koordinator 
SO,PKMD, “Tidak betul itu, metode yang disampaikan pada 
pelatihan tersebut sudah cukup bagus dan sesuai dengan tingkat 
pemahaman peserta, metode ceramah dan dialog menimbulkan 
timbal balik yang positif dari peserta sehingga mereka dapat 
mengembangkan daya kritisnya, serta dapat memunculkan gagasan 
serta ide yang baru dan berguna bagi kemajuan bangsa yang sedang 
dalam masa transisi ini”, 

Ahmad Bisri, panitia pengareh yang juga Menteri Luar Negeri 


BEM, mengamini apa yang dikatakan Imron seraya menambahka 
bahwa metode yang disampaikan dalam PKMD) sudah sesuai denga 
karakter dari pelatihan itu sendiri karena dengan metode dis 
aktif, partisipatori aktif para peserta dapat leluasa mencurahkan 
idenya. 

“Materinya sudah cukup baik, relevan dan dapat dipaham 
peserta serta sesuai dengan kondisi dan realitas yang sedang terjadi”) 
dukung Subbal Waton, salah satu peserta PKMD. 
Bahkan tengara Subbal bahwa sebagian besar care 
penyampaian materi sudah sesuai dengan kondisi peserta, walaupun 
ada dosen yang dalam penyampaiannya agak melenceng dari segi 
agama namun sesuai dengan kondisi iilnya. 
'Ahmad Bisri mengharapkan agar para peserta dapat, 
mengamalkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan dan bisa 
mengoptimalkan perannya seliku agentofsoctalconera/ats situasi 
dan kondisi kepemimpinan dalam lingkup regional maupun 
nasional, serta mampu menyumbangkan gagasan segar terhadap 
Situasi kepemimpinan bangsa, serta dapat menjadi figur pemimpin 
ideal yang dapat mengayomi rakyatnya. 

“Kami harap PKMD yang akan datang lebih baik dai tahun 

ini”, ucap Zaimatul Khasanah, salah scorang peserta PKMD) Jadi 
pemimpin, mengapa tidak... 


“(Sholekan/1J) 
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Peserta Tes Masuk IAIN. Bersiap menjadi plagiator dan pemalsutandatangan? 


Njinlak dan Waisu Tanda Tangan, 


Sudah Tradisi... 


osen kencing berdiri, mahasiswa kencing sambil lari. 
Ds ini agaknya masih cukup berlaku di'kalangan 

civitas akademika IAIN Walisongo Semarang. Buktinya, 
baru-baru ini Fakultas Syari'ah digegerkamoleh kasus pemalsuan 
tanda tangan dan plagiatyang'dilakukan olehdosen, Noda yang 
mencoreng institusi perguruan tinggi. 

Berbicara mengenai pemalsuanvtanda tangan dan plagiat 
agaknya kita cukup dibuat prihatin, kata Burhanuddin, Presiden 
BEM Fakultas Syart'ah, “Budaya pemalsuan tanda tangan dan plagiat 
sudah cukup membudaya'dan jadi tradisi di IAIN Walisongo, Baik 
dosen maupun mahasiswa sudah sedemikian akrab dengan budaya 
ini”, tandas Burhan. 

Kasus pemalsuan tanda tangan dan plagiat yang mencuat 
beberapa waktu lalu ibarat gunung es yang hanya terlihat 
permukaannya. “Mereka hanya ketiban sial saja,” tandas seorang 
dosen yang enggan disebut namanya. Artinya di tingkatan dosen 
pun praktik kotor ini kerapkali terjadi. 


Bagaimana di tingkatan mahasiswa?, “sama saja”, komentar 
M. Kholidul Adib, Ketua Umur FORSI (Forum Sajian Ilmiah). 
Pemalsuan tanda tangan misalnya, lebih jauh Adib menjelaskan, 
biasanya praktik ini dilakukan ketika proses pervalian. Pun dengan 
berbagai alasan tentunya. Ada yang menyebut karena tidak bisa 
bertemu dosen walinya yang sedang bertugas di Jakarta. Ada pula 
yang berapologi dosen walinya sedang sakit. "Macam-macamlah 
alasan mereka” sebut Kholidul Adib. 

Dan praktik ini cukup marak dilakukan. Di samping 
sanksinya tidak berat bahkan ada yang bisa lenggang kangkung 
tiada sanksi—barangkeli khalayak sudah menganggap sebagai suatu 
yang biasa Juga sebaga jalan praktis untuk kemudian mendaftarkan 
mata kuliah. “gg4p2in perwalian, mereka (para dosen-ed) paling 
cuma tanda tangan,” keluh seorang mahasiswa yang minta 
dirshasiakan namanya. Cukup tragis memang. 

Pemandangan yang sama juga bisa ditemui ketika 
mempersoalkan budaya nyipl# atau plagiat. Tukar menukar 
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makalah dan jual bli skripsi, misalnya cukup akrab menyambangi 
mahasiswa. 

Praktik tukar menukar makalah atau bahkan menjiplaknya 
acapkali terjadi ketika satu mata kuliah diampu oleh beberapa 
dosen. “Sehingga makalah yang ditugaskan dosen yang satu tidak 
akan terendus oleh dosen yang lain,” komentar M. Khoirul Umam, 
PU LPM Justisia, Banyaknya tugas makalah seringkali menjadi 
kambing hitam praktik in. “Bagaimana tidak? Tugas minggu ini 
cukup banyak, akhirnya aku ambil jalan pintas ini,” ungkap seorang 
mahasiswa yang kepergok menjiplak makalah temannya. 

Dan lebih memprihatinkan lagi adalah budaya jual beli 
skripsi. Kombinasi antara tetjualnya idealisme dan kebutuhan 
singkat menjadi penyebab munculnya budaya ini, Ucapan yang $ 
kerapkali terdengar buat skripsi itu mudah, tinggal kasih uang 
beres urusan”. Sebatas isu memang, akan tetapi indikasi adanya 
praktik ini cukup kuat. “Kabarnya ada mahasiswa yang bersedia 
dibayar delapan ratus ribu rupiah untuk membuat atu stripi”, 
tegas M. Azha, aktivis kajian ilmiah. Anehnya, praktik ini sampai 
sekarang belum pernah mencuat, hanya sebatas berita dari mulut 
ke mulut saja, tutur tinular. Entah karena keterbatasan penguji 
atau memang-maaf-wawasan penguji yang kurang luas sehingga 
berkali-kali kripsi model ini bisa lolos. "Kedepan ujian unagasyah 
hharus dilakukan secara terbuka untuk meminimalisir praktikin!” 
imbuh Azha. Kasus Ipong S. Azhar di UGM cukup menjadi contoh: 
bagi akademisi, seperti kita. 

Semua tahu, ajiplakatau plagiat adalah tindak pidana yang 
bisa dituntut melalui jalur hukum, UU'norrer 7 tahun 1987 tentang, 
hak cipta menyebut bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan adalah 
maksimal penjara tujuh damilima tahun plisdenda piaksiinal 
seratus ribu rupiah dan lima paluliribu rupiah. 

Jika dalam hal yang kecil pun'sudah mula menerapkan 
praktik kotor ini, bisa jadi sangat potensialuntuk merambah pada 
hal yang besar. Barangkali sat ini “hanya” sekader jilat makalah, 
singaVimemungkiakan padasaat lain ia 1)/p/efskripsi, Lebih parah 
lagi, janganjangan kasus dicabutnya gelar MAg salah satu 
mahasitwa "terbzik? Pascasarjana LAIN Walisongo akibat tesisnya 
yangbeibat plagiat akan kembil terjadi, baik di tingkat S2 maupun 
Sls 
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Wathasl, dua praktik dittas cukup menjadi kaca benggala 
bagi kitaVsemuasBaik dosen maupun mahasiswa mestinya 
membuka mata bahwa kedua praktik sudah sedemikian 
membudaya. “Belajar dari pengalaman itu lebih baik, ini yang 
membuat sebuah institusi bisa maju,” tegas Burhanuddin, Dan 
siapapun percaya bahwa maraknya dua praktik tersebut merupakan 
penghambat kemajuan almamater kita. Harapan kita untuk ke 
depan, tentunys tiada lagi terdengar adagium “guru kencing berdiri 
murid kencing berlari”. (Wusut/2)) 


Rencana Ba 
Mini Bank 


etelah LPKBHI sukses /eadingsactor, kemudian diikuti 
Sima" PUSKAPOLHAM walawtak kunjung 

diresmikan, Fakultas Syari'ah mencoba membuat 
gebrakan baru, yakni'dengan menicobamendirikan mini bank 
laboratory. Kini jurusan Muamalah yang Metrban pulunguntuk 
merealisasikan'proyek prestisius tersebut. 

Berawal ari akreditasi Ayang disabet Jurusan Muamalah 
dan gagasan untuk menyalurkan ilmu yang diperoleh dalam 
sebuahiwadah maka meluncurlah proyek pembuatan mini bank 
ini, Disamping berbagi potensi yang dimliki oleh Jurusan 
Muamalah. “Salah,setu kebanggaan fakultas Syari'ah adalah 
adanya jutusan Muamalah yang mampu menampung 
mahasiswa'dalam mempelajari ilmu-ilmu ekonomi baik secara 
islami'araupun secara ilmu umum”, komentar Dr. Ahmad 
Rig, MA, Dekan Fakultas Syari'ah sia diwawancarai Justiia. 

Kombinasi antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu 
ekonomi umum ini dipandang sebagai modal yang cukup 
potensial. Disamping dukungan sumber daya manusia yang 
memadai, “Beberapa mata kuliah yang diampu beberapa dosen 
alumni fakultas ekonomi yang diakui kapabilitaenya 
merupakan faktor yang cukup menunjang” lanjut Rofig. 

Lebih lanjut Rofig memaparkan bahwa mini bank ini 
dianggap cukup prospektif sebab Syar'ah merupakan lahan 
yang potensial untuk pengembangan usaha tersebut, selain 
untuk membekali mahasiswa khususnya jurusan muamalah 
tentang bagaimana caranya menghadapi pasar. 

Dan mini bank adalah sebuah kebutuhan dalam 
menghadapi dunia global. Anggapan in datang ari Dis Wahab 
Zaenuri, MM, salah seorang ekonom Fakultas Syari'ah yang 
juga konseptor pembuatan #/ze print Mini Bank. Saat ini jika 
mahasiswa hanya mengetahui knowledge atau sekadar 
menguas teori tanpa diimbangi skil ketika berada dilapangan 
mesti kedodoran menghadapi pangsa pasa. Apalagi iklim 
sekarang ini sangat kompetitif sekali. “Oleh sebab itu bagaimana 
agar mahasiswa setelah menguasai teori juga mengapli- 
kasikannya di mini bank sebagai awal langkah menghadapi 
dunia nyat”, tandasnya, 


Wahab menilai bahwa dengan adanya pendekatan 
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profesional dan profit, setelah lulus nanti mahasiswa benar-benar 
siap pakai. Dia mengakui, pengetahuan dan kemampuan mahasiwa 
tentang dunia perbankan sangat minim. Maka komposisi 
perkuliahan diharapkan praktikum lebihidiperbanyakdDia 
menambahkan ketika sertus bisnis,/pihaknya akan melakukan 
seleksi dari pihak luar untuk menduduki sebagian posisi manager 
atau Direktur. “Lha anak buatinya dari tnahasiswa' tambahnya 
dengan percaya diri 


Ide Lama 

Lebih jauh Kajur Muamalah, Dra. Mujibatun 
mengungkapkan bahwa rencana ini bukanlah rencana baru 
melainkan sudah cukup lama. Dulu pemikirannya cukup 
sederhana, satu meja, satu kursi dan satu tenaga sudah cukup. Ide 
inipun lantas berkembang daripada setengah setengahlebih baik 
membuat yang maksimal, Ungkapan senada meluncur dari Pak 
Rofig, “gagasan itu sudah muncul sejak dulu, hanya persoalan 
SDM sja yang belum siap waktu itu” tandasnya. Dan saatinilah 


detik-detik berdirinya mini bank yang sudah direncanakan cukup 
lama. “Saat ini tinggal kerjanya saja,” tegas bu Mujib. 

Mengenai proses rekruitmen pengelola, Wahab memaparkan 
bahwa rencananya mini bank akan merekrut 8 sampai 10 orang 
dari alumni atau yang masih kuliah tapi tinggal skripsi. Karena 
mereka punya banyak waktu yang luang. Kemudian mereka akan 
dilatih di lembaga yang sudah siap untuk itu, “Paling butuh waktu 
sekitar satu bulan,” tegas Wahab, Diharapkan dengan pelatihan 
tersebut mahasiswa yang terlibat sudah mempunyai bekal dalam 
menjalankan mini bank, 

Ketika ditanya mengenai proses operasional mini bank, 
Wahab menyebut operasinalisasinya mirip dengan sistem operasi 
bank konvensional. Dan mau tidak mau modal merupakan faktor 
yang cukup penting, 

Langkah awal pun telah dirintis dengan memberi kesempatan 
para dosen untuk menanamkan investasinya. Sehingga saham mini 
bank adalah saham gabungan para dosen Syari'ah. Ini merupakan 
modal awal mini bank, “Terserah tiap dosen mau ttp berapa? jelas 
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Mujibatin sambil tertawa, Bahkan Mujiono MA, Kajur SJ kabarnya 
sanggup menanamkan modal awal 30 juta rapiah, “ika dikelola 
dengan serius mengapa tidak?” tukas Mujiono menantang. 

Menanggapi hal ini Johan Masruhan, bisnisman fakultas 
Syariah ini tidak mau gambling Menurutnya sekarang ini dalam 
menanamkan modal tidak boleh asahasalan, hanya untuk sekadar 
cari nama. “Saya tidak mau gambling dengan tergesa-gesa 
menanamkan modal”, ungkapnya. 


Prospek Cerah 

Drs. Wahab menyebut beberapa persyaratan dalam 
melakukan bisnis, yakni prite, product, promotion and plkce 
“Jika kta bisa memanage keempat faktor tersebut dengan baik 
maka saya yakin mini bank tersebut mampu melahirkan output 
yang baik" jelasnya mantap. 

Mengenai akses ke luar menurut Wahab, lembaga keuangan 
sekarang tidak bisa sekedar menunggu bola datang, tetapi harus 
menjemput bola. Oleh sebab itu pembangunan pendekatan secara, 
... 


Tour ala ASA”.- 


(Pentas Tour 5 kota tanggal 01-05 Juni'2001) 


sayup terdengar swaraipercakapan, orang tertaaNerbahak- 
ahak dan menangis sesenggukan diriingi tematam lampu 
warnavarni yang bergantian bersinasRupanya ade “hajatan” dan 
gawe besar yang harus dipentaskan oleh teater ASA Pakutas Syarah 
LAIN Walisongobetupa tour lima kota bertajuk “Keok” Il-yang 
menghabiskan dana 2,5juta rupiah, melibatkan 35 orang pemain 
dan ofisial, meliputi kota Wonosobo, Purwokerto, Salatiga, Jogya 
dan Semnatang pada tanggal/OI-15 Juni 2001. 

“Kegiatan inivsudah terprogram setiap tahun untuk 
mengadakan pentasidivluar kota. Sebenarnya kegiatan ini akan 
diadakan untuk konsumsi se-Jawa, tapi karena minimnnya dana 
yang tersedia,maka kegiatan ini hanya difokuskan pada lima kota 
saja", kata Lurah teater ASA Pakulrs Syari'ah TAIN Walisongo, 
Ahmad “Aci” Masdugi, 

Walaupun demikian, kita patut acungi jempol terhadap 
pentas tour lima kota teater ASA yang cukup fantastis dan 
mengagumkan ditengah “mandulnya” geliat UKM-UKM Fakultas 
Syari'ah. 2 

Buktinya, tambah Lurah ASA ketika pentas diadakan di 


I ampu redup menyinari Auditortuml LAIN Wilisongd Sijup- 


“ dikenal dengan sistem yarikahatau musyarokah Dan inilah yang 


ceococococosconsanan00s0onosanuosasanaanna9ao 


religius lebih dikedepankan. 

Masyarakat sekarang menurutnya, sudah sadar dengan 
kebituhan sebuah lembaga keuangan yang berdasar Syari'ah, 
diantaranya dengan adanya bagi hasil. Yang secara syari'ah Islam 


sekarang dikembangkan oleh perbankan syari'ah saat ini, 

Meskipun begitu, jaringan secara bisnis misalnya dengan 
lembaga keuangan juga tidak ditinggalkan, Terbukti dengan telah 
dibukanya hubungan dengan SEMI Jakarta, ini merupakan bentuk 
link ke luar yang sudah dibangun. 

Ketika disinggung akan terjadi tumpang tindih ztau persaingan 
dengan BMTMinna milik KOPMA, Wahab berkomentar bahwa 
di dunia bisnis, kompetisi adalah'suatu yang wajar, asal dilakukan 
secaraSehat. Dengan adanyadembaga bari ini diharapkan bahwa 
lembaga yangsiidahvada akan merasa t€ftantang untuk memajukan 
tisahanya. “Bukankah fitrah manusia jika ada pesaing maka akan 
tertantang?” tanya Wshab'Zaerturi serius. Bersaing... siapa takut? 
(Karto-Rizal/2-)) 


Wonosobo, respons dari para pirsawan melebihi jatah target tiket 
yang dijatahkan karena mereka menganggap teater dan segala 
pernik perniknya adalah wacana baru yang perlu mendapat tempat 
dan porsi utama. Di samping itu, penonton merespons dengan 
baik sebab antusias ketika mengikuti dialog dan sarasehan budaya 
usai pementasan. 
“Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini”, kata pepatah 
bijak seraya mengamini kritik yang datang dari Pembantu Dekan 
III Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Dr. Abdul Hadi, MA pasalnya 
pentas tour lima yang diadakan teater ASA tidak membawa visi 
dan misi tri etika kampus IAIN Walisongo— yang bersifat religius. 
Terlepas dari kritikan PD III yang cukup “pedas” dan py/ekit 
tersebut, ada hal cukup membanggakan karena menurut bocoran 
yang diterima reporter /ustzsiadari Lurah teater ASA bahwa teater 
'ASA akan merekam hasil karyanya dalam bentuk kaset musik 
Islami . . 
Walau hanya sebatas tencana, kami berdoa bahwa reka 
tersebut laris manis dan mengangkat citra Fakultas Syari'ah di 
dunia luar, disamping populernya citra teater ASA sebagai teater 
terbaik yang produktif dan kreatif. Amien. (Masyhudi/1J) 
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Menguatnya pengaruh 
Islam di Tatar Sunda pada 
abad ke-16, telah menggeser 
sumber kekuasaan, Tempat 
keramat dikaitkan dengan 
tempat-tempat suci keaga- 
maan. Dan tokoh Dewa 
diganti oleh tokoh-tokoh 
manusia yang historis- 
legendaris atau tokoh besar 
yang dihormati masyarakat 
seperti Nabi. Hal ini terlihat 
dalam Carita Purwaka 
Caruban Nagari, sebuah 
kronika Istana yang disusun 
oleh Arya Cirebon pada 
tahun 17208 Dalam nas- 
kah diceritakan bagaimana 
Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (selanjutnya 
disebut SGJ) dilegitimasikan sebagai penguasa Cirebon 
sekaligus sebagai penyebar agama Islam di Jawa bagian 
Barat" Bukan hanya SGJ yang digambarkan dengan 
berbagai kejadian yang bersifat mirakel,silsilahnya pun 
dibuat demikian: dari pihak ayah, SGJ keturunan ke22 
Nabi Muhammad, dan dari pihak Ibu, ia cucu Prabu 
Siliwangi." 

Mengenai sosok keberadaan SGJ sendiri terdapat 
berbagai versi. Dalam historiografi tradisional Sunda, kisah 
SGJ menjadi kisah “Suci” yang tidak seluruhnya dapat 
dipertanggungjawabkan menurut pandangan sejarah yang: 
kritis-ilmiah.' Genealogi SGJ berbeda-beda dan sulit 
dibuktikan kebenarannya."" Banyak nama-nama dalam 
silsilah SGJ yang sulit diverifikasi, apalagi tampa disertai 
pencantuman masa hidupnya Kisah hidupnya pumpenuh 
tanda tanya. Bahkan sampaf'sekaang masih ada perdebatan 
sejatawan yang menyangkut identitas datikiprah SGJ" 

Berkenaan dengansitu, pentulis mempunyai 
pendekatan tertentufuntuk memperlakukam versi 
historiografi tradisional inlTentu dengan kesadaran bahwa 
bahan ini bukan sebagai buku sejarahyyang memberikan 
data empirik yang akurat. Meski demikian, versi sejarah 
ini bukan sekedar dongeng semata-mata, melainkan 
memiliki kesaksian kultural. Dengan mendalami selubung 
simbol kultural yang mengelilingi tokoh SGJ itu, kita dapat 
lebih memahami masyarakat yang melahirkannya"8 Dari 
historiografi tradisional ini, kita akan dapat melihat 
bagaimana proses harmonisasi pembauran budaya di 


Cirebon yang dipengaruhi kebudayaan hindu, jawa dan 
Islam. “ 

Budaya metupakan ketrampilan suatti kelompok 
untuk mengenali, menginterpretasi dan" memproduksi 
simbol-simbol yang bermakna. Kebudayaan adalah konsep 
semiotis" Oleh karena itu menarik untuk mensiasati 
bagaimana sesungguhnya bentuk simbol-simbol budaya 
yang terekam dalam historiografi tradisional dan bagaimana 
simbol-simbol budaya itu berfungsi di dalam tatanan 
kehidupan/masyarakat. Dalam melihat fungsi simbol- 
simbolitu, kita bertemu dengan ideologi yakni keterkaitan 
sejumlah asumsi yang memungkinkan penggunaan simbol. 
Jadi kajian yang tepat untuk menjelaskan hal ini tentu 
Jajan semiotik yang difokuskan pada semiotik budaya 
dan ideologi. 


Transformasi Keagamaan Masyarakat 
Pada Masa Sunan Gunung Jati 

Peran Sunan Gunung Jati yang menonjol dalam 
kepemimpinan agama dan politik tidak bisa dilepaskan 
dari era politik dan keagamaan yang lebih luas Munculnya 
Sunan Gunung Jati dalam tampuk kekuasaan di Cirebon 
dan aktifitasnya dalam hal keagamaan yang tengah 
berlangsung. Di pulau Jawa tengah terjadi proses 
transformasi besar-besaran di tengah masyarakatnya. 
Perubahan yang menyangkut skala dan intensitasnya 
dimulai dari terbentuknya pusat-pusat perdagangan di 
pesisir Utara, kejatan-kegiatan para wali dan keberhasilan 
kerajaan Demak menyerang ibukota Majapahit!" 


SEJARAH 


Kebudayaan Sunda suatu 
pendekatan sejarah, (Jakarta: 
Pustaka Jaya, 1995), hal. 9. 

Dalam tulisan ini, digunakan 
nama daerahnya, yatu Cirebon 
danmasyarekal Banten. 


3 Tradisi penulisan sejarah di 
kalangen masyarakat Sunda 
tuangkan dalam bentuk cara, 
wawacan dan sejarah. Carita 
berasal dari masa sebelum 
Islam, dan beranjutmasa 
sesudahnya. Wawazan 
mMerupekan carita dalam bentuk 
tembang Sedangkan babad 
(an sejarah, sebagai isilah 
“digunakan lebih kemudian. Lih. 
Ayatrohaedi "Sumber 
Tradisional Masyarakat Sunda: 
Sebuah Perkenalan Singkat" 
“alam Ahmad Tohari dkk, 
Sastra dan budaya Islam 
Nusaniara (Yogyakarta: IAIN 
Sunan Kalijaga, 1098) hal. 45- 
47, Dalam tulisan ini, yang 
banyak dibahas yaitu naskah 
carita puwaka caruban naga, 
yang merupakan naskah 


4 Lih. Nina H. Lubis, 
Kohidupan Kaum Monak 
Priangan 180-142 Bandung: 
Pusat Inlormasi Kebudayaan 
Sunda, 1908) hal.57 


Sih. Ala, Tjanta 
Parahjangan Titlar Karuhun 
Urang Sunda Abad Ka-16 
Masehi (Bandung: Jajasan 
Kebudajaan Nusalarang, 1968) 
hal. 2247 


BLin. PS. Sulendraningrat 
(penyalin), Purwaka Tiaruban 
"Nagari (Jakarta: Bharatara, 
1972) hal. 37. Pangoran 
Cirebonseorangpengawas 
(oversesi) bupat-bupati 
Priangan yang diangkat oleh 
VOC pada tahun 1706, 
berdasarkan Resolusi 9 
Februari 1706. Ketikaia 
meninggal pada tahun 1729, 
“anaknya, Martawijaya 
mencoba mengajukan diri untuk 
mengisi jabatan ayahnya tetapi 
itoak karena bagi VOC 
jabatanwedana bupelibukanlah 
untuk diwariskan Lih. Nina H 
Lubis (1998), op. Cit hal. 32. 
'Agakeya halini yang meniadi 
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re raw “555. 


alasan Sulendreningral dalam 
kala pengantarnya yang 
mengatakan bahwa naskah ini 
beredar pada awalahun 1800 
yeilu ketika meletus 
pemberontakan Keraton 
Cirebon. Walaupun demikian, 
DeGrai!dan Pgeaud 
meragukan apakah neskah ini 
benar-benar ciptaan dari 
patempat pertama ahadika-18. 
Lih. H. J. De Grati & Th. G 
Tn. Pigesud, Kerajaan kerajaan 
Islam diJJawa Peralihan Dari 
Majpahit Ko Mataram 
(Wakarta: Graf Pers, 1985) 
Calatan kaki no. 128, hal. 138- 
139 


T Daerahyang dimaksud, 
sekarang in melpuli Propinsi 
Banten, DKI Jakarta, Propinsi 

Jawa Barat dan sebagian 

Propinsi Jawa Tengah 


8 Mengenai Tokoh Prabu 
Siliwangi terekam dalam 
beberepa naskah: dalam Babad 
Pajajaran iamerupekan raja 
Pajajaran dalam urutan ke-9. 
Ayahnya, sama dengan versi 
Carita Purwaka Caruban 
(Nagari yaitu raja Anggalarang. 
Tetapi putranya Gurugantangan. 
Dalam Babad Galuh, ia 
merupakan reja lerakr dalam 
Urutan raja-raja Sunda. 
Sedangkan dalam Gara 
Parahyangan, jadikenal 
dengan nama Prabu Niskala 
Wastukercana, memerintah 
aritahun 1963-1457, dantidak 
memilki keturunan. Lih. Kosch. 
S, Sejarah Daerah Jawa Barat 
(Jakarta: Dopdicbud 199) hal, 
56-59, NaskahiNagara 
KretabhumiParval 
menceritakan Prabu Siliwangi 
sebagai Sri Baduga Maberaja. 
seorang raja yang mempunyai 
tabiat menolak keduniawian dan 
bersikap lapang dadalerhadap 
pemeluk agama Isiam. Lih. Alja 
dan/Ayatrohaedi (pengalih 
aksaradan bahasa), Nagara 
Krethabumi Parwa | (Bandung: 
Proyek Penelitian dan 
Pengkajan Kebudayaan 
Sunda, 1986) hal. 13:14. 
Sedangkan Eci S Ekadjati 
mencatat Prabu Silwangi 
sebagai seorang raja yang 
mampu memerintah sangat 


Orang-orang muslim datang ke pesisir Utara Jawa 
dari mulai bagian timur selama abad ke 14 M, 15 M, 
secara terus menerus. Mereka terdiri dari berbagai etnis: 
Arab, Persia, India, dan dari berbagai daerah seperti 
Samudera Pasai, Malaka." Hubungan antara Timur Tengah 


kerajaan-kerajaan perdagangan di pesisir sekitar laut jawa, 
“kebudayaan keraton” tetap bertahan, hanya saja telah 
berbaur dengan simbol-simbol dan gagasan-gagasan Is- 
lam." 


Legitimasi kekuasaan dalam kisah 


dan Nusantara mulai dari abad 


ke-13 sampai akhir abad ke- ta # Sunan Gunung Jati: 


6 # 1 Ke.a Tinjauan semiotik 

15 tetigali inetcaypak Face an 

yngamatluas Pada fstini oo Konsekuensinya, terjadi 

berhngsung intensifikasi “proses amputasi wilayah: 1 

penyebaran Islam di berbagai 1 

wilayah Nusantara, dn kekuasaan dampengaruh 

hubungen-hubungan ka- pada kerajaan Sundayang 

samaan dan kultural train” hesifat hindu..Seiring 

lebih erat? Kedatangan 4. 

Ae bala dengan itu, Sultan 

Trenggana rajaDemak, 

mantan patrompolitikmasa 


Naskah historiografi 
tradisional yang menceri- 
tekan'tentang kehidupan 
SunanGunung Jati sangat 

beragim. Mengingat ada 
ptrbiedaan mencolok antara 
siimber-sumber yang berasal dari 
Cirebon dengan sumber-sumber 
lainnya (misalnya yang berasal 
dari Banten), maka yang 
diteliti di dalam tulisan ini 


besar bagaikan arus gelom- 
bang yang sulit dibendung 


Ketika mereka tiba di Jawa 5 
Barat, fenomena ini 4w4lSunan Gurtung Jati, hanyasmberyangberasldai 
mengimbas dan menga meninggal dunia. Ini Sai ba. 
4 ta Caruban Nagari, 
kibatkan dampak besrbar” “ elonggarkan kendali Sha Tatanan. 
kelanggengan supremasi raja naskai Irebon, dan 
Sunda yang berorkRinden Demgk atas daerah-daerah beberapa buku sejarah yang 
yang berusaha MeMppita: yang dikuasainya. ditulis dalam perspektif masya- 


hanikan kekuasaannya 

Terlebih ketika pelabuhan-pelabuhamuutama seperti 
Banten dan Sunda Kelapa diduduki. pasukan Islam dari 
Demaltdan Cirebon pada tahun 1526 dan 1527, praktis 
Urat nadi perdagangan ke luar ferptitus dan akibatnya pusat 
kerajaan Sunda terisolir dariedunia luar. Kesulitan itu 
ditambah dengan problema internal yang dipicu oleh 
kepribadian raja Sunda yang kurang menaruh perhatian 
padaikesejahteraan rikyatnya."" 

Konsekuensinya, terjadi proses amputasi wilayah, 
kekuasaan dan pengaruh pada kerajaan Sunda yang besifat 
hundu, Seiring dengan itu, Sultan Trenggana raja Demak, 
mantan patron politik masa awal Sunan Gunung Jati, 
meninggal dunia. Ini melonggarkan kendali Demak atas 
daerah-daerah yang dikuasainya!" Hal ini menciptakan 
tuang gerak lebih leluasa dan memberi iklim yang 
mendukung bagi Cirebon untuk mengangkat bendera 
kemerdekaannya di bawah Sunan Gunung Jati. 

Munculnya kerajaan Islam Cirebon, memperlemah 
tradisi politis kerajaan Hindu Sunda yang menempatkan 
raja dan keraton sebagai “pusat teladan”? Walaupun 
demikian, sebagaimana diungkapkan Geertz, dalam 


zakat Cirebon, 

Penulis mencoba mengklasfikasikan 
simbol-simbol budaya yang berkaitan dengan ideologi yaitu 
ideologi persuasif, represif dan idealis. 


Legitimesi kekuasaan melalui simbol budaya 
dan ideologi persuasif 


Hampir seluruh naskah historiografi tradisional yang, 
berasal dari Cirebon menempatkan Sunan Gunung Jati 
sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad 
walaupun versinya yang berbeda-beda. Pengkaitan Sunan 
Gunung Jati dengan tokoh utama agama Islam ini 
menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati mempunyai kadar 
keislaman yang murni dan sejati, dan karena itulah ia 
berkuasa dan menyiarkan agama Islam. Kekuasaan dan 
keislaman Sunan Gunung Jati ini dijadikan simbol oleh: 
aperaja dan penguasa di Cirebon, dan untuk mengukuhkan 
keyakinan masyarakat Cirebon bahwa pemimpin mereka 
adalah keturunan pemeluk Islam yang sejati dan memiliki 
“wibawa yang sangat besar. Dengan menggunakan simbol 
budaya ini, ideologi yang hendak dicapai oleh penulis atau 
penafsir sejarah Sunan Gunung Jati yaitu bahwa masyarakat 
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Cirebon adalah masyarakat Islam dan berdaulat. 
Penggunaan simbol ini terjadi penting dalam membangun 
ideologi yang mengarahkan perlawanan masyarakat 
Cirebon di daerah pesisir terhadap hegemoni kerajaan 
Hindu Sunda serta penguatan hubungan perdagangan 
dengan dunia internasional pada waktu itu yang sebagian 
besar sudah dikuasai Islam.? Hal ini diperjelas dengan 
tuturan Carita Purwaka Caruban Nagari yang menguraikan 
tindakan Sunan Gunung Jati untuk menghentikan 
pemberian upcti ke pusat kerajaan Hindu Pajajaran.” 

Kekuasaan itu sendiri digambarkan bukan sebagai 
prioritas utama Sunan Gunung Jati untuk dimiliki. Di 
tanah leluhurnya (Mesir) Sunan Gunung Jati dianggap 
berpeluang besar untuk meneruskan suksesi kekuasaan. 
Berikut kutipannya: 


“Beliau berkata kepada Syarif Hidayat (SGJ): Putraku, 
terimalah kedudukan ayahmu sebagai Sultan Mesir dan 
uruglah rakyat sebaik-baiknya” Dibalas oleh Syarif 
Hidayat: Betul Paman, akan tetapi maafkanlah saya, 
seyogyanya adik saya Nurullah yang menjadi Sultan 
Mesir, kesukzanku adalah mengabdi kepada ilahi.Ku, 
saya berkehendak menyiarkan Agama Islam di Jawa 
Dwipa" 

Penolakan Sunan Gunung Jati ini menunjukkan sifat 
rendah hati yang memandang jabatan kekuasean semata: 
mata untuk mengabdi. Secara ideologi, penolakan itu 
menjadi simbol budaya yang memfokuskanusilai bahwa 
majeraja atau penguasa Cirebon menyediakan/dirinya 
untuk kebahagiaan rakyat. 
Menjadi raja bukan untuk 
“memperbudak” rakyat 
tetapi untuk mengabdi. 
Simbol penolakan iniseajas 


dengan budaya Sunda yang 
menabukan penonjoladiri? 
Dalam budaya Sttada ketika 
diminta untuk memimpin, 


Secara ideologi, penolak 
itu menjadi simbol budaya ' 
yang memfokuskan nilai “ 
bahwa raja-raja atau 
penguasa Cirebon 


dikenal secara baik oleh masyarakat, Pengetahuan akan 
simbol budaya tersebut yang dipergunakan oleh penguasa 
untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa. 
Disamping menempatkan Sunan Gunung Jati sebagai 
keturunan langsung Nabi Muhammad, historiografi 
tradisional juga menempatkan Sunan Gunung Jati sebagai 
cucu tokoh Sunda yang amat dihormati: Prabu Siliwangi. 
Dalam hal ini dipakai garis keturunan dari ibu.“ 
Penempatan ini jelas hendak menunjukkan bahwa Sunat 
Gunung Jati bukan saja termasuk warga pribumi tetapi 
sekaligus masuk dalam kalangan menak (priyayi Sunda) 
yang dianggap paling berhak untuk memimpinySimbol 
Prabu Siliwangi dipergunakan untuksmengukuhkan 
kekuasaan, sifat lapang dada, adil dan bijaksana dalam diri 
raja-raja Cirebon bukan orang asing yang menduduki burn: 
Pasundan. Penggunaan simbol'Sunda (Prabu Siliwangi) ini 
penting mengingat masih kuatnya pengaruh Hindu dalam 
kehidupan masyarakat seperti yang telah'dikatakan Geertz, 
Islam tidaklah/memasuki daerah perawan,(inelainkan 
datrah yang tlah memilikiperadaban yang Ielah mapan,” 
Dalam, kaitan dengan itW' dapat'dipahami makna 
pemberian gelatsbagi SGJ. Gelardlengkapnya yaitu: 
IngkangSinuhun Kanjeng Susuhutan jati Purba Panetep 
Penata Agama Avliya Alloh Katubid Zaman Kholipatur 
Rosululloh SAW” Gelarini mengukuhkan SGJ sebagai 
penguasa politik CirdboSdaligus pemimpin agama. Gelar 
susuhunan, atau disingkat Sunan berarti “yang dijunjung 
ting” merupakan gelar tipikal para wali sebagai perintis 


dan penyebinagama Ilamdi Jawa? Walaupun demikian 


dalam perspektif budaya Sunda saat itu, 
sebagaimana dikatakan oleh Uka 
Tjandrasasmita, pemberian 
gclar bagi raja menandakan 
keyakinan bahwa raja 
merupakan tokoh yang 
dapat menghubungkan 
masyarakat dengan alam 
gaib." Pendapat Uka itu 


harus seblu ada basabasin menyediakan dirinya untuk diperkuat oleh dengan peng 


Ulah waka abdi, apan aya nu 

sanes (jangan dulu saya, kan 
masih ada orang lain). Memang legitimasi kekuasaan tanpa 
mempergunakan simbol-simbol budaya akan sulit 
menciptakan ideologi yang bisa diterima oleh masyarakat 
banyak. Simbolsimbol budaya yang dipergunakan oleh 
penguasa, haruslah simbolsimbol yang telah akrab dan 


kebahagiaan rakyat. 


gambaran Babad Cirebon 
naskah Klayan yang menceritakan 
pengalaman supranatural SGJ ketika mengunjungi tempat: 
tempat yang dianggap sakral, ia bertemu dengan Nabi 
Muhammad yang tengah tafakur. Simbol pemberian gelar 
dalam arti seperti yang diungkap Uka merupakan lambang 
kebudayaan yang mengarah pada ideologi tentang 


lama, 104tahun (1371-1475) 
dandkenalsebagai penganut 
agama Hindu yang isat. Lin 
Edi $ Ekadjati, “Sejarah 
Sunda" dalam: Edi Ekadjai 
(edi, Masyarakat Sunda Dan 
Kebudayaannya (Jakata: 
Giimulti Pasaka 1984) hal. 84 
Jelas ada banyak versi 
mengenai PrebuSilwangi 
yengkesemuanya hendak 
menggambarkan Prabu 
Siiwangi sebagai tokoh yang 
dicintai rakyatnya dan berhasil 
selama masa 
pemerihtahannya. 


9 “Suof' dari Sudut pandang 
sosiologis merupakan kategori 
yang didasarkan alas 
(keneenndorungan kultural Jadi 
torang “suci berarti orang yang 
dianggapsucideh sualukutur 
masyorakattortentu.Lih. Tarik 
Abdullah (ed), Sejarah Lokal Di 
Indonesia Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1996) 
hel.234 


10 Lih. Hoesein Djajadiningral, 
Tinjauan Kritis Tentang Sejarah 
Banten (Jekarta: Penerbit 
Djambatan, 1983) hal. 117-118, 
Djaieiningyat mendaftarkan 6 
versi gengalogi SGJ yang 
berbeda, semuanya dikatakan 
hanya isapan jempol 
11 Sedikitnya ada dua 
pendapat yang betertangan. 
Yang pertama, mengikuli 
pendapat Djajadiningrat yang 
menyamakan SGJ dengan 
Fatehillah atau Faletehan. Yang 
kedua, mengikuti pendapat Adja 
dan ci SEkaditi, yang 

ap dua tokoh tu 
berbeda. Lih. EdiS Ekadiet, 
“Falahilah Tokoh Histois: 
Sama/Atau Bedakah Dengan 
Sunan Gunung Jati dalam: 
Histore: Jumal Pendidikan 
Sejarah (Bandung: UPI) No. I, 
Vol Tahun 2000, hal. 37-42. 
Perdebatan ini berakar pada 
penalsiran dan peekaian 
sumber-sumbersejarah yang 
ada. Djajadiningratdan 
pengikutnya yang menaisirkan 
sumber tradisi Banten dan 
membandingkannya dengan 
sumber Portugis berkesimpulan 
bahwa SGJorang Pasei 
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keturunan Arab, pendiri 
kesultanan Banten dan baru 
kemudian hari pindah ke 
Cirebon. Lih. Hoesein 
Djajediringrat (1983), op.cit, 
92-120. Sedangkan Adadan 
EdiS Ekedjati menggunakan 
sumbertradisi Cirebon, 
khususnya Carika Purwaka 
(Caruban Nagari,menympulkan 
bahwa SGJ keturunan Nabi 
Muhammaddan cucu Prabu 
Sliwangi pendinkeraiaan 
“Cirebon, Adapun pendiri 
kerajaan Banten merurut 
merekaadalah Hasanuddin, 
menantu dari SGJ. 


12 TeufigAbduleh (1908) Op. 
Cit.hal. 204 


18 Pengaruh Hindu sudah ada 
sejakabadko-5. Berdasarkan 
kepustakaan di Cina, pada 
tahun 430 telah ada utusan 
kerajaan Aruteun (sebelah 
Ulara Bogor) yang menganut 
agama Hindu ke Cina. Lih. 
Selamet Muljana, Dari Holotan 
Ke-Jayakaria (Jakarta 
Yayasan Idayu, 1980) hal.12- 
18. Pengasuhkebudayaan 
Jawa yang menciptakan 
undak-usukbasa aleulingkatan 


bahasa Sundadan Feodalisme | 


tergdibersemaandangan 

kedalangan Mataram. Lih.Ajb 

Rosyidi, Cir-cri Manusia dan 

Kebudayaan Sunda dalam: Edi 

$ Ekadjati (1984), cp. cit hal, 
181-139 


14 Clifford Geerta, Politik 
Kebudayaan (Yogyakarta 
Kanisius, 1994) hal. 69 


15Hasan Muarf Ambary, 
Catatan SingkatTentang 
Perkembangan Islam di, 
Indonesia, daleme. Garang 
(ed), Memasuki Masa Depan, 
BersamaiTugas dan Tanggung 
Jana Bersama Agama-agama, 
diIndonesia (Jakarta: PGI, 
1989) hal. 152 


16 Uka Tiandrasasmita, Op. 
Ci hal. 21 


17 kayumardi Azra, Jaringan 
Ulama Timur Tengah dan 
Kepulauan Nusantara Abad 
XVII dan XVII (Bandurg, 
Mizan, 1944) hal.57 


diperlukannya seorang pemimpin yang» 
kharismatik Kemampuan supranagural 
pemimpin misalnya mempunyai visijauh 
kedepan. 

Sejalan dengan hal di atas, dalam 
Carika Purwaka Caruban Nagari 
diceritakan juga perjalanan SGJ untuk 
memperdalam ilmu tasawuf. Tujuannya 
tentu untuk menunjukkan Islam yang 
dihayati SGJ bersifat akomodatif dan 
menunda melakukan perubahan radikal 
dengan ideide yang dibawanya. Dengan 
demikian, Islam yang diajarkan tidak 
dipertentangkan dengan keyakinan dan 
praktik keagamaan lokal Penggambaran | 
SGJ seperti ini, dalam historiografi 
tradisional bsa juga berarti pembelaan 
bentuk Islam di Cirebon yang bersifat 
sufistik," terhadap sanggahan yang 
mungkin dilancarkan penyiar Islam yang 
berbeda, 


Legitimasi Kekuasaan melalui 
simbol budaya dan ideologi 
represif 

Legitimasi kekuasian SGJ 
pengukuhannyaftidak hanya melalu 
peiggunaan simbolsimbol budaya yang | 
bersifat persuasif, sepertilyang telah 
dijelaskan (di, atas, tetapi juga 
menggunakan simbol-simbol budaya 
yepresif. Pemanfaatan simbol represif 
1ersebutada dalanvgambaran bahwaSG) | 
memiliki keris sakti K7 Kantanagayang |) 
mampu menikam Syeh Lemah Abang. | 
yang memiliki ilmu sedemikian 
tangguh.” Keris merupakan simbol 
budaya kekerasan. Dengan demikian ia 
dipergunakan untuk menekan, sehingga 
orang tidak berfikir atau berkeinginan untuk menjatuhkan 3 tak terkalahkan oleh lawan-lawannya. Perasaan 
raja mereka. Dalam kisah lainnya, dilukiskan kemampuan takut individual dikondisikan jadi rasa takut komunal, 
SGJ menaklukkan senjata paling ampuh tombak, K7 Dengan begitu, rakyatterkondisi menjadi pada suatu care 
Cuntang Borangyang dibawa oleh Arya Slingsingan putra berpikir bahwa rakyat selamanya akan tetap rakyat Tidak: 
Prabu Pucukuman dalam suatu insiden di-batas kota. pernah bisa rakyat meajadi raja atau menggantikan 
Bahkan kemudian Arya Salingsingan dan pengikutnya — kedudukan raja. 
masuk Islam Gambaran ini menunjukkan “kesaktian” Legitimasi kekuasaan SGJ dengan: simbol budaya 
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represif juga terdapat dalami Girito Purwaka Caruban 
Nagari melalui cerita penaklukan SGJ atas Banten dan 
Sunda Kelapa. Bahkan pasukan SGJ mampu membuat 
pasukan Portugis lari tunggangJanggang menuju kapal 
layarnya." Cerita-cerita ini dengan gamblang 
memamerkan besarnya dukungan pasukan yang setia 
terhadap SGJ. 


legitimasi kekuasaan melalui 
simbol budaya dan ideologi 
idealis 

Geneologi SGJ yang dimuat dalam 
historiografi tradisional yang berasal dari 
Cirebon, merupakan penggabungan garis 
gencologis dari dua sumber yang berbeda 
bahkan bertentangan: Islam versus 
Hindu, Arab versus Sunda, Asing versus 
| Pribumi. Penggabungan itu sendiri 
bertujuan membentuk suatu harmo- 

nisasi, yang mendamaikamyunsur-unsur 

| yang bertentangan tersebut'Sehingga 
kategori-kategoviyang berbeda tidalelagi 
menjadi kategori yang eksklusif dan asing 
satu sama|in. Dengan demikian, sosok 
SGJ menjadi. simbol.integiasi sosial, 
klturakreligiusl Penggambaran citriSC) 
$tperti itu akan semakih memperkokoh 
konsep “kebudayaan keraton” warisan 
tradisi politis Hindu yang menempatkan 
raja sebagai “pubat teladan", Jadi 
penyusunanggeheologi SG) yang 
mencitrakaninya sebagai simbol integrasi, 
merupakan upaya legitimasi kekuasaan 
Yang bersifat idealis 

Selain genealogi, Cerita Purwaka 
Caruban Nagari juga menyebut perka- 
winan SGJ dengan Ong Tien (putri China) 
sebagai istri kelimanya. Perkawinan ini, 
bukan sekadar gambaran hubungan 
politis antara Kerajaan Cirebon dengan 
China, tetapi bisa difahami sebagai 
simbol harmonisasi. 


Penutup 

Upaya pelegitimasian kekuasaan 
dengan memanfaatkan simbol-simbol 
budaya dan ideologi juga masih terjadi 
pada zaman modern. Sebab bagaimana- 
pun, manusia modern mempunyai mitos walaupun dalam 
bentuk berbeda. 

Penggunaan simbol-simbol budaya persuasif terjadi 
ketika pemimpin-pemimpin dihubung-hubungkan atau 
mencari hubungan dengan dunia supranatural. Misalnya 
cerita tentang Bung Karno yang kabarnya sudah diramalkan 
sejak lahir untuk menjadi pemnimpin besar, karena sewaktu 


18 Edi S Ekadjati, Sejarah 
Sundadalam: Edi S Ekadiali 
(ed), Masyarakat Sunda Dan 

Kebudayaannya (Jakerta: 
Girimukti Pusaka, 1984) hal 

8687 


19 Lih. De Graif dan Pigeaud, 
Op. Cit, hal. 142 


20 Geortz menjelaskan bahwa 
salah satu tradisi dar keraaan- 
kerajaan Hindu Jawa 
Tnemahami keraton danibukola 
dengan rajapada porosnya 
sebagai yang mermbentukcitra 
dari tertib.alamgaib dan suatu 
paretigr dariterib sosial 
dengan menyamakan seluruh 
bentuk kohidupanistana dengan 
duria para dewa, Dari sana 
tersebar peradabandan 
pancaran rohani ko dunia 
sekitarnya. Lih.Cliford Geertz, 
Islam yang Saya Amati 
Perkembangan di Maroko dan 
Indonesia Jakarta: Yayasan 
Ilmu-ilmu Sosial, 1982) hal. 44- 
# 


21 ClitordGeertz (1994), Op. 
Cit, hal. 37 


22Lin Sartono Kanodirdo, 
Pengantar Sejarah Indonesia 
Baru: 1500-1900Dani 
Emporum Sampailmperium 
Jild! (Jekarta: Gramedia 
1999) hal.20-22 


23 Lih. P.S. Sulendraningrat 
(1972), op. cit. hal. 20 


24 Ibid, hal. 17 


25 A Suhandi Suhamiharda, 
Op. cit, hal. 214 


26 Sistem kekerabatan 
masyerakat Sunda bersilat 
paronial, yang mementingkan 
baik garis keturunan bapak 
maupan ibu. Lih. A. Suhardi 
Suhamiharda, “Organisasi dan 
Struktur Masyarakat Sunda" 
dalam Edi $ Ekadjat (1984) 
Op, Cit, hal. 215 


21 Ciford Geerz (1962), 
Opi, hal 16 


28 Lih PS. Sulendraningrat 
(1972), op. cit hal. 21 


29 Lih, Sartono Kartodidjo 
1998), op. cit, hal. 2924 


30 Uka Tjandrasasmia, 
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Pertumbuhan dan 
Perkembangan Kota-kota 
Musim di Indonesia dari abad 
XII sampai XVII, (Kudus: 
Menara Kudus, 2000), hal 55 


31 Bandingkan pendapat Geerz 
yang menyatakan bahwa 
pendekatan Islam di Indonesia 
bersifat menyesuaikan dir, 
menyerap, bersikap pragmatis 
dan menempuh cara yang 
borangsur-angsur, mengadakan 
komproi-kompromi parsial, 
perenjan-perjanjan yang 
setengah-setengah dan 
mmengelaktan persoalan sama 
sokai Li. Cifford Geertz 
(1982) Op. Cit, hal. 22. Secara 
umum, praktik keagamaan 
masyarakat Islam Sunda 
sampai sekarang masih 
diwarnai dengan adanya bentuk- 
bentuk keyakinan dan pemujaan 
kepada roh keruhun (luhur) 
Lin. A. Suhanci Suhamharda, 
“Agama, Kepercayaan dan 
Sistem Pengetahuan" dalam: 
Edi S Ekadjati (1984) Op. Cit, 
hd 282-298 
32 Lih, RH, Unang Sunardjo, 
Meninjau Sepintas Panggung 
Sejarah Pemerintahan Kerajaan 
Crrekon 1479-1309 (Bandung 
Tersito, 1983) nali75-76, 
Sunardio mengangkat ceri 
dai catatan yang ada diKraton 
Kasepuhan' Cirebon 


38lbid, hal. 86-87 


34 Lin PS. Sllendraningrat, 
(1972), op.cit, halv23-21 


ia lahir Gunung Agung meletus. Suharto digambarkan 8 


sebagai seorang fejawen yang baik ilmunya. BJ Habibie 
dan Gus Dur diberitakan sering mengunjungi makam- 
makam orang terkenal dan “orang-orang pintar” untuk 
menambah kemampuan spiritual. Juga lihat Head line 
Surat kabar Wawasan di Semarang tanggal 28 Mei 2001 
yang menulis: “Mega hampir 1 jam tafakur di makam 
Bung Karno”. Ada lagi cara lain, yaitu penggunaan gelar- 
gelar yang disandang: Sukarno “Pemimpin Besar 
Revolusi”, Suharto “Bapak Pembangunan”, Habibie 
“Profesor Teknologi”, Gus Dur “Pemimpin Spiritual”, 
Amien Rais “Pemimpin Reformasi”, Mega? Bukankah 
semua itu merupakan simbol budaya dan ideologi? 

Demikian juga dalam kondisi negara Indonesia 
saat ini, masing-masing kelompok elit politik 
memanfaatkan simbol budaya represif, bahkan,sering 
disertai dengan tindakan-tindakan represif. Mulai 
pengerahan massa dengan memamerkan kekuatan 
supranatural dan senjata, pembakaran gedung dan 
bendera partai dan segudang ucapan elit politik yang 
bercabang. Semuanya menunjukkan bahwa kelompok 
elit politik di negeri ini asih bertarung mencari posisi 
kekuasaan. Masyarakat yang “dikondisikan” untuk tidak 
memahami, akan terjebak dalam “permainan”simbol- 
simbol budaya kekerasan atausrepresif ini, Lantas, 
merekalahyang menjadi kotban. Dalam kondisi seperti 
ini, hanya orangyang mampumembaca dan menjelaskan 
tanda-tanda itu yang,tidak mudah. terseret dalam 
Spermainan” elit politik dan penguasa. 

Akhirnya perlu jugadisebut pemahaman simbol- 
simbol budaya'dan ideologi ideal. Cara ini jauh lebih 
baik, karena tidak membawa memunculkan korban pada 
ttakyat. Simboksimbol ucapan dan tindakan yang 


- 
“menyelukkan? dari pemimpin justru amat diperlukan 


sekarang Walaupun bukan tanpa resiko. Sebab jika 
pemimpin berperilaku bertentangn dengan yang 
disimbolkan, dengan sendirinya ia kehilangan 
legitimasinya. Pemimpin yang korup dan diskriminatif, 
bagaimanapun disimbolkan dengan ketaatan 
menjalankan agama, tetap akan jatuh. (1) 


Ferly David, 
Pendeta dan Rohaniwan, 
tinggal di Bandung 


Sumanto Al-@urthu 


gama Kristen (Nasrani) —kata Huston Smith 
At The Religions of Man-adalah “agama 
ejarah”. Landasan utama berdirinya agama ini 
“bukanlah terletak pada asas-asas yang bersifat umum, 
bukan petuah petuah sang Nabi bukan pula rangkaian 
dogona-dogma yang susah dinalar. Tetapi didasarkan pada 
kejadian-kejadian nyata: peristiwa-peristiwa faktual yang 
terjadi dalam sejarah. Peristiwa terpenting dari rangkaian 
peristiwa itu adalah kisah kehidupan seorang anak tukang 
kayu Yahudi yang kurang dikenal, lahir di sebuah kandang 
hewan, meninggal dalam usia 33 tahun dengan tuduhan 
sebagai seorang penjahat dan bukannya seorang pahlawan, 
tidak memiliki harta apapun, tidak pernah mengikuti 
pendidikan, tidak pernah mempunyai pasukan dan 
jangankan menulis buku, satu-satunya tulisan yang 
digoreskan hanyalah tulisan di atas pasir, Meski demikian, 
seperti dijelaskan oleh George Buttrick, tanggal lahirnya 
diingat oleh seluruh dunia dan saat kematiaannya 
diperingati dengan palangsalib di seluruh pelosok Dialah 
Isa, Yesus, Kristus, Almasih. & 

Namun begitu —dan ini yang unik—biografi Yesus 
tidak pernah tertulis dengan jelas apalagi terperinci, 
Kita hanya tahu bahwa ia lahir di Palestina selama 
pemerintahan Herodes Agung dan dibesarkan di 
Nazareth, Ia dibaptis oleh Yohannes, seorang Nabi yang 
penuh dengan pengabdian yang telah mengguncangkan 
daerah itu karena pernyataannya bahwa pengadilan Tuhan 
akan segera datang. Di masa kecil hingga usia 11-12 
tahun, Yesus diceritakan telah menampakkan mukjizat 


yang luar biasa. Ia bisa berpetuah yang sarat dengan pesan 
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moral pada manusia di sekelilingnya: Sesuatu yang tidak 
mungkin dimiliksoleh manusia lumrah: Kemudian pada 
usia 30-an tahun'beliau melakukan, kegiatan mengajar 
sambil menyembuhkan'orang sakit terutama di daerah 
Gelilea, dl saat itu juga telah timbul permusuhan dari elite 
Yahudi dan kecurigaan pihak Romawi yang menyebabkan 
ia disalib di pinggiran kota Yerusalem. Hanya itu. Titik. 
Riwayat hidup Yesus seperti Shakespeare, sastrawan kondang 
yang lahir di zaman Elizabeth L Keduanya sama-sama 
“agung” tapi biografinya misterius. Bagi seorang yang kritis 
tentu bertanya: ke mana atau di mana Yesus selama 18 


tahun sejak usia 12 sampai 30 tahun itu? 

Teka-teki itu dijawab Anand Krishna lewat bukunya, 
Isa: Hidup & ajaran Sang Masiha (1999). Mistikus Annad 
Krishna — pria keturunan India yang lahir di Solo- mencoba 
menafsirkan atau menelusuri misteri “the /ost pears”atau 
“he missing years” dari Yesus selama 18 tahun itu. 
Penulisan buku ini, kata Anand diilhami oleh tulisan 
sastrawan Rusia Nicolas Notovitch yang bertajuk 7he 
Unknown Lite ofJesust Christ sebuah buku langka yang 
terbit tahun 1916 oleh Indo-American Book Company, 
AS, Notovitch sendiri menulis buku itu setelah ia 


TEOLOGIA @ 


| ...kita hanya 


tahu bahwaia 
lahir di Palestina 
selama 
pemerintahan 
Herodes Agung 


| dan dibesarkan 


di Nazareth... 
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.-la 
mengkritik 
para Brah- 

min yang 
dianggapnya 
sebagai “calo 
Tuhan” yang 
telah 
memanipulasi 
ajaran-ajaran 
agama mereka... 


menemukan sebuah manuskrip kuno tentang Yesus yang 
“dia temukan di Biara Himis, Leh (Laddakh) di pegunungan 
Himalaya pada tahun 1878. Naskah kuno itu lalu 
diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Dan pada 1895 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Violet Crispe. 
Konon manuskrip itu ditulis sekitar 6 bulan setelah Yesus 
disalibkan, Dengan demikian bisa jadi naskah ini 
merupakan injil tertua. 

Dalam menulis buku ini, Anand melengkapi dengan 
tiga manuskrip kuno lain yaitu: 1) Surat yang ditulis seorang 
.anggota kelompok Essena (konon penulisnya adalah 
sahabat Yesus) di Yerussalem kepada anggota kelompok 
yang sama di Alexandria, Mesir. Surat itu ditulis 7 tahun 
setelah Yesus disalibkan dan pertama kali diterbitkan dalam 
bentuk buku pada 1873 dengan Bahasa Latins/Anand 
mengutipnya dari buku The Grucificatian byan Eperat- 
.ness yang diterbitkan oleh Chicago-Indo American Co, 
pada tahun 1907. ?) Kitab Bhavishya Purans-salah satu 
kitab suci Agama Hindu yang ditulis 200-n tahun setelah 
Masehi. 3 Injil Thomas—talah satu lontar yang ditemukan 
dekat kota Nag Hammadi'di Mesir padas1945. Dengan 
begitu bisa jadi seperti dikatakan Anand sendiri, bukt'ini 
merupakan “the Best avarlablessource sumber paling 
bagus. Dan paling otentik tentunya. 


Tiarah Intelektual Yesus 

Dikisahkan dalam buku ini (atzu tepatnya dalam 
manuskrip kuno itu) bahwa,siat Yesus berusia 12 tahun 
banyak orang berdatangarvunttik melamar Yesus. Mereka 
kagum, simpatik danstethipnotis terhadap sabda-sabda 
Yesus. Dalam benak mereka meyakini bahwa kata-kata 
yang meluncur dari Isa adalah “Kesadaran Ilahi,” Tetapi 
Yesus ternyata tidak mau kawin (mungkin ia tidak mau 
terikat). Lantes ia pun pergi bersama para pedagang 
meninggalkan Yerussalem menuju Sind “untuk menggapai 
kesempurnaan dan untuk mendalami ajaran Budha” (75- 
76). Setelah dari Sind, Yesus melanjutkan perjalanan ke 
Negeri Lima Sungai atau Punjab (Punj - lima & Ab - 
aliran) kemudian Rajputana (sekarang disebut Rajasthan 
merupakan salah satu bagian Republik India). 

Menurut Anand, di Rajasthan khususnya di sekitar 
Mount Abu, banyak sekali peninggalan kuno dari masa 
kejayaan Jain. Konsep-konsep dasar ajaran Jain berasal 
dari tradisi India yang dikemas dan disajikan kembali oleh 
Mahavir, sekitar 500 tahun sebelum kedatangan Yesus. 
Mungkin karena ekstremitas ajaran Jain, Yesus tidak mau 
menerimanya. Ja lantas melanjutkan perjalanan ke 


Jagannath Puri di Orissa. Konon menurut catatan sejari 
di Jagannath Puri pernah menjadi pusat pendidikan yat 
penting sekali. Apabila orang ingin mempekari ajaran 
Krishna ia harus datang ke kota ini (bahkan konon “jasa 
atau “abu” Nyasa-Khrisna yakni Abiyasa disemayamki 
di Jagannath Puri. Abiyasa adalah penulis Mahanharat 
dan penyusun ajaranajaran kuno India yang diseb 
“Vedz”). Dari para Brahmin di Jagannath, Yesus belaj 
Kitab Veda, cara penyembuhan dengan do'a dan ca 
mengajar serta menyampaikan ajaran-ajaran luhur kepar 
khalayaksramai. Setelah 'tamat menuntut ilmu | 
Jagannath Pari, Yesus melanjitkan perjalanan ke Rajagrih 
Rajagriha dikenal sebagai pusat pendidikan agama Budah 
(h.33). dari Rajagriha, Yesus ke Benares- kota tertua 
India (usianya sekitar 5000 tahun). 

Di kotaini, Yesus mulai “berdakwah”. Ia menentat 
segala bentuk diskriminasi. Ia mengkritik para Brahrai 
yang dianggapnya sebagai “calo Tuhan" yang tela 
memanipulasi ajaran-ajaran agama mereka. Yesus mencli 
penafkiran Veda dan Purana yang memisahkan manus 
dari manusia: Yesus menolak pemahaman agama yang id: 
benar, Yesus menolak definisi agama yang membenari 
penindasan terhadap sesama makhluk hidup. Sebagaimat 
diketahui dalam tradisi Hindu kaum pedagang (vaists: 
lebih-lebih rakyat kecil, para pekerja kasar (sudra) tidi 
diperkenankan mendengar apalagi mempelajari —ajara 
ajaran suci mereka, 

Para Vaishya hanya diperkenankan mendengarta 
ayatayat suci pada hari-hari tertentu. Sedang bagi kawi 
Sudra sama sekali tidak dibolehkan. Itulah sebabnya Yesi 
melakukan gerakan revolusioner terhadap mereka. Ba 
Yesus apa yang dilakukan para Brahmin itu bertentang: 
dengan semangat Krishna, semangat Budha dan pendi 
agamsagama India Kepada Brahmin, Yesus berseru, “Ka 
menjunjung inggi mereka yang malas, yang tidak beker 
dam sepanjang hari duduk di atas singgasana. Dan kz 
menghina, merendahkan mereka yang bekerja keras, yat 
membanting tulang sepanjang hari,” Yesus melanjutka 
sabda-sabdanya, “Yang menyusahkan orang lain tidak aka 
pernah bahagia. Yang sekarang merendahkan orang laii 
kelak akan direndahkan.” (hal.100-1). Disini Yesu 
menempatkan dirinya sebagai seorang Nabi, seorang Rast 
seorang avatar, seorang mesias yang. secessibie. Ta tida 
menempatkan dirinya di ats panggung, diatas ltr yat 
tinggi—sebagaimana para Brahmin. Is tidak bicara da 
kejauhan, dari ketinggian Is dekat sekali dan menginja 
bumi yang sama, 
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Apa yang diwartakan Yesus itu membuat -para 
penguasa dan Brahmin murka. Mereka kemudian 
merencanakan membunuh Yesus Hanya kaum Yaishya 
dan Sudra saja yang simpati terhadapnya. Sebelum itu, 
menurut sumber lain, Yesus sudah “diwisuda” dan diberi 
gelar “Kristo” orang menguasai ajaran Krishna. Yesus lalu 
diungsikan ke daerah kelahiran Sidharta Gautama (sekarang 
tempat ini menjadi bagian dari kerajaan Nepal-satusatunya 
kerajaan Hindu di dunia). Untuk mendalami ajaran Bud- 
dha, Yesus mempelajari Bahasa Pali. 

Selama enam tahun Yesus belajar agama'Budha: Dari 
Nepal, Yesus menuju Najputana lagi dan kemudian 
melakukan perjalanan ke arah Yerussalaem. Jauh sebelum 
Yesus berkhotbah - di atas bukit, Yesus sudah memulai 
kariernya di Bharat, India. Dan rakyat. jelata India 
menerimanya. Bagi mereka yang penting Yesus pro terhadap 
takyat kecil. Berkali-kali Yesus mengajak masyarakat untuk 
mengembalikan ruh dan semangat agama sebagaimana 
yang dilakukan para pendiri agama mereka. Yesus sama 
sekali tidak membawa doktrin baru, dogma baru. 

Ajaran Yesus sesungguhnya sangat tidak dogmatis, 
Yang membuat dogmatis adalah leribaga-lembaga agama. 
Yesus lalu bersabda, “Kembalikan kemumian, kesucian 
dirimu. Kau akan terbebaskan dari segala macam godaan, 
dan kembali pada kemuliaan-Nya,” Inilah yang menurut 
Anand merupakan intisari dari ajaran Yesus. Bukan 
kematiannya di ata salib, bukan “janji” lembaga'lembaga 
keagamaan bahwa ia mati untuk menebus dose-dosa anda” 
Yesus selalu mengingatkan kepada setiap orang yang ia 
jumpai bahwa “Tuhan tidak dapat dijadikan patang” Nesus 
memang sosok “pemberontak” terhadap segala 
“pemberhalaan” —apapun. 

Lewat mulut Yesus, Allih berfirman, “Angkatlah 
mereka yang jatuh, berikamumakanan kepadamereka yang 
lapar, rawatlah mereka yanggsakit: Lakukan semuaitu untuk 
menjernihkan jiwamu senditt sehingga layak kuterima pada 
saatnya nanti.” (h181)/ karuan saja petuahpetuah Yesus 
itu membuat sang penguasa gerah. Para pendeta dan tokoh- 
tokoh agama juga turut gusar. Pasalnya, mereka selama 
ini telah menikmati hasil “perdagangan agama” mereka. 
“Akhirnya konspirasi tingkat tinggi dijalankan: Para pendeta 
diminta membuat “fatwa” bahwa sabda-sabda Yesus 
bertentangan dengan ajaran agama nenek moyang Maka 
demikianlah, sudah menjadi suratan takdir barangkali, 
Yesus kemudian diseret, tubuhnya kemudian dipancang di 
bawah terik matahari dan panasnya hawa padang pasir 
sebelum akhirnya dipaku, disalib: 


Tantangan:Iman Kristiani 
Barangkali hal di atas hanyalah cuplikan sebagian 


kecil dari “misteri biografi Yesus" yang terdapat dalam |- 


buku Anand Krishna ini. Yang ingin ditampilkan dalam 
buku ini adalah bahwa Yesus merupakan cosok yang 
manusiawi. Ia sama dengan para Rasul, Nabi, avatar, 
budhissattva atau mereka yang membawakan pesan Tuhan 
untuk disampaikan kepada umat manusia, Pesan.moral 
Nesus sebetulnya hanya satu: mengembalikan manusia pada 


. “khitthahnya', Karena itu seorang Yesus dan Mesias lin 
1 sangat membenci terhadap segala hal yang berbau 


manipulasi—lebihdebih manipulasi iru'dibungkus dengan 
baju agama. 

Bagaimanapun, manuskrip kuno-yang tertuang 
dalam buku Anand Krishna ini bisa membuat gparrjantung 
khususnya umat Kristidniyang selama ini memaklunii 
Yesus sebagai “Tuhan”, sebagai Putra Allih, Buku ini 
memang dapat dikatakan sebagai “dekonstruks!'terhadap 
wacana yang/Selana ini beredar khususnya di'kalangan 
Kritianibahwa Yesusita merupakan sosdikyang sempurna, 
pribadiyang lengkap. Karenafkesempurnaan itu maka tidak 
petnah menuntut ilmu, tidak pernah berguru. Yesus sudah 
pandaiddari.sononya. Namun begitu, buku ini sama sekali 
tidak mengurangi keagungan Yesus, Justru melalui buku 
inivtampalpribadi istimewa Yesus yang merakyat, jujur, 
pemberani, konsisteardan saleh, Pikiran mistis mencari- 
cari mukjizat dari Yesus adalah pikiran “anak kecil”. Seolah- 
Olah kebesaratYesus tereduksi jika tidak menampakkan 
kemukjizatannya. Tanpa itupun Yesus akan tetap besar. 
Dan'unttik orang yang “tidak kekanak-kanakan,” injil 
Thomas justru akan menerangi pemahamannya. Buku ini 
'memang merupakan tantangan iman Kristiani, 

Mungkin saja —seperti dikatakan novelis Rusia, 
Dostoyevsky-seandainya Yesus turun lagi har ini, ia tentu 
akan “mendobrak” seluruh agama-tak terkecuali agama 
Kristen sendiri. Karena melihat para pastor, pendeta, 
ulama, bhikku dan tokoh-tokoh agama lain telah “meng: 
usahakan” agama untuk kepentingan pribadi) @) 


Sumanto Al-Ourthuby, 

Mantan Pemred Justisia dan 

Staf Lajnah Kajian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Jateng 


... 


Ajaran Yesus 
sesungguhnya 
sangat tidak 
dogmatis. Yang 
membuat 
dogmatis adalah 
lembaga- 
lembagaagama. 
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Pemikiran Ibn Khaldun 
Tentang Ekonomi Pasar Bebas 


1M. Abdullah Enan, Ibn 
Khaldun: His Life and Work, 
New Delhi: Kitab Bhavan, 
1979., him. 8 


2 ibid, hlm. 2 
3 ibid, hlm. 3 


4 Ion Khaldun sudah hafalal- 
Guran kotika ia berusia 
sembilan tahun. Gaston 

Bouthoul, Ibn Khadoun sa 
Philosophie Sooiale. Teri. 
Yudian W. Asmin Teor-teori 
Filsalat Sosial Ion Khaldun", 
hlm. 30 


5 Ali Abdulwahid Wali, op. dit, 
him.t2 


6 ibid, hlm, 19-20 
TM, Abdulah Enan, Opveit, 
hum, 


8 Ibn Khaicun, al.Mugaddimah, 
Beirut: Daral/Kutub allimiyah, 
Beinu, 1992, him-460:709 


Agus Fakhr 


Sejarah Kehidupan Ibn Khaldun 


nisia pada abad ke-14 M merupakan pusat ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan Islam di Afrika Utara, 
selain Kairo. Tempat itu menjadi pusat 
berkumpulnya para guru besar dan sastrawan di negara- 
negara Maghrib, serta menjadi tempat hijrah guru-guru 
besar dari Andalusia, yang terusir dari negerinyasakibat 
kekacauan politik yang terjadi di sana," Ibn Khaldun 
dilahirkan di negeri itu pada tanggal 2 Mei 1332 M/L 
Ramadhan 732 Hxlla dilahirkan dari sebuah kelvarga 
ilmuwan dan aristokrat Atab-SpanyoldsNama'dan Silsilah 
lengkapnya adalah Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn 
Muhammad tbmiMuhammad ibn Hasambn Jabir ibn 
Muhammad ibn Ibrahim ibn Abd'al-Rahman ibn 
Khaldun? 

Ibn Khaldun, sebagaimana anak keturunan orang 
Islam waktu tu, inengenyam pendidikan yang bersifat 
tradisional. Sewaktu kecil, ia menghafal a-Our'an' dan 
mempelajari tajwidnya. Bahkan ia fasih dalam gir'sr 
s2b'hGuru pertamanya adalah ayahnya sendiri, 

Diantara para guru yang mengajarnya, terdapat dua 
orang guru yang memberikan pengaruh besar dalam ilmu- 
ilmu syari'at, ilmu bahasa dan filsafat. Pertama, 
Muhammad ibn Abd al-Muhaimin ibn Abd a-Muhaimin 
al-Hadltami, seorang imam muhaddits dan ahli nahwu di 
Maghrib. Kedua, Abu Abdillih Muhammad ibn 
Muhammad af-Abilli, seorang guru besar dalam ilmu-ilmu 
rasional yang membicarakan logika, metafisika, ilmu 
matematika, fisika, ilmu falak dan musik. Begitu besar 
kekagumannya terhadap kedua guru besar tersebut, ia 
menulis autobiografinya di dalam kitabnya 2/75 rifSecara 
terperinci 

Memasuki usia 18 tahun, Ibn Khaldun terpaksa 


berhenti. menuntut ilmu karena terjadi dua peristiwa 
menganggu ketenanginnya dalam menuntut ilmu 
Pertama, berkecamiuknya wabah kolera di banyak bagian 
dunia padastahun 749 H, yang telah meminta banyak: 
Ikoiban jiwardi antaranya ayah dan ibunya sendiri dam 
sebagianvbesar gurugurunya yang pernah dan tengats 
mengajarnya. Kadin, setelah terjadi malapetaka itu, banyak: 
ilmuwan dan budayawan yang selamat dari wabah itu, pads 
tahun 750H berbondong-bondong meninggalkan Tuniss 
pindah ke Afrika Barat Laut. Kemudian dia terpaksa 
berhenti belajar dan mengalihkan perhatiannya pada upzya: 
mendapatkan tempat dalam pemerintahan dan 
dalam percaturan politik di wilayah itu. 

Meskipun begitu, Ibn Khaldun cukup menguasas 
beberapa disiplin ilmu. Otaknya yang tidak puas dengan 
satu dua disiplin ilmu telah membuat pengetahuanny 
begitu luas dan bervariasi ibarat sebuah ensiklopedi. Bah! 
semua gurunya mengakui akan kemampuan di 
kepandaiannya, schingga mereka memberinya jjazak" 
Pengetahuannya yang luas dalam berbagai disiplin il: 
juga terlihat dari ulasannya yang panjang tentang) 
disiplin ilmu pengetahuan yang ia tempatkan dalam sa 
bab tersendiri di dalam Mugaddimaknya yang berjud 
“Iu Pengetahuan dan Cara Memperolehnya " Nami 
dalam catatan sejarah, ia tidak dikenal sebagai seor: 
yang sangat menguasai satu bidang disiplin ilmu. 


Karya-Karya Ibn Khaldun 

Sepanjang karier intelektualnya, Ibn Khaldu 
menghasilkan tiga buah karya, yaitu: 2175 hif bi 
Kebaldan Mur allitu Hadza al Kitab wa Rihlatuhu Gh: 
wa Yargan, Kitab ahlbar wa Diwan alMubtada” ma & 
Kabar & Aryam al/Arab wa akAjam wa alBarbar 
Man “Asharahum mi Dzawi akSulhan akAkbar (“Kitab 
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Contoh-contoh dan Rekaman tentang Asal-usul dan 
Peristiwa Hari-hari Arab, Persi, Barbar, dan Orang-orang 
yang Sezaman dengan Mereka yang Memiliki Kekuasaan 
Besar”), dan a-Mugaddimah. 

A/-IG nifadalah sebuah kitab hasil karya Ibn Khaldun 
yang berisi tentang autobiografi Ibn Khaldun termasuk 
keterlibatannya dalam intrik-intrik politik yang terjadi di. 
Afrika Utara dan Andalusia, keluarganya mulai dari ketika 
mereka masuk Andalusia dan tinggal di Seville sampai 
akhirnya pindah ke Afrika Utara, para guru yang pernah 
mengajarnya dan kitab-kitab serta ilmu-ilmu yang pernah 
dipelajarinya. Dari kitab a/172'rif inilah kita dapat 
mengetahui sisi-sisi sejarah kehidupan Ibn Khaldun.” 

Karyanya yang kedua adalah 2£/har. Kitab ini 
merupakan karya sejarah universalnya yang luar biasa. 
Kitab ini menggambarkan sejarah bangsa Arab, Persi dan 
Barbar, Ia terdiri dari tujuh jilid yang terbagi ke dalam 
beberapa bagian. 

Karya Ibn Khaldun selanjutnya adalah 2/- 
Mugaddimah. Kitab ini sebenarnya adalah bagian dari 
karya sejarah universalnya 2//bar. Sebagai bagian dari karya 
sejarah universal tersebut yang terletak pada jilid pertama, 
maka ia merupakan sebuah pengantar untuk karya 
sejarahnya itu. Dalam kapasitasnya sebagai pengantar, 
Mugaddimah berisi tentang ilmu sejarah, mulai dari 
pengertian, kegunaan, metode dan tujuan sampai pada 
kritik Ibn Khaldun terhadap karya-karya sejarah 
sebelumnya 


Pemikiran Keislaman Ibn Khaldun 

Dalam membahas pemikiran Ibn Khaldun dalam 
sebuah konstruksi pemikiran, langkah yang ditempuh 
adalah dengan membahas metodemetode ilmiah yang, 
dipegangi oleh IbiVKhaldun, Selanjutnya mengadakan 
konfigurasi aspek-aspek pemikiran Ibn Khaldunvuntuk 
mencermati aspekaspck tersebut damtuntuk menemukan 
aspek-aspek manakah yang lebih, dominan, dalam 
pengertian yang menjadi “central ideas” pemikiran Ibn 
Khaldun. “Central ideas? ini selanjutnya dikembangkan 
dalam sebuah analisis perspektif pemikiran Ibn Khaldun. 


1. Metode-metode Ilmiah 

Di dalam menulis-karya-karyanya Ibn Khaldun 
menggunakan dua metode ilmiah: pasitrvist method, dan 
historico critical method. 

Pasitivist method (metode positivis/empirik) adalah 
sebuah pendekatan empirik yang mencurahkan 


perhatiannya kepada peristiwa-peristiwa di dunia nyata, 
dan bukan di dunia hipotesis yang berada di luar jangkauan 
pengamatan indera manusia. Metode ini diterapkan untuk 
menemukan hukum-hukum baik yang berkaitan dengan 
gejala alam inaupun gejala sosial, dengan berdasarkan pada 
datadata empirik di lapangan." 

Metode ain yang digunakan oleh Ibn Khaldun adalah 
hhistorico critical method, Yaitu sebuah pendekatan 
kesejarahan yang pada prinsipnya bertujuan untuk 
menemukan fakta-fakta obyektif secara utuh dan untuk 
mencari nilaknili tertentu yang terkandung di dalamnya." 
Metode ini menekankan pada pengungkapan nilai-nilai 
yang terkandung dalam sejumlah datadata sejarahydan 
bukan peristiwa sejarah itu sendiri: Dalam hal ini, Ibr 
Khaldun berusah: menemukan hukumhukum yang 
berkaitan dengan gejala sosial yang terjadi di masa lalu 
(hukum-hukum sejarah). 

Ibn Khaldun menggunakan kedua metode itu secara 
simultan untuk menemukan hukumhukum, Sehingga 
tepat kita katakan apabila Ibn Khaldun,dalam kajian 
sosialnya menggunakan pendekatan empiris-historis, suatu 
pendekatan Yang sering digunakan oleh pata sosiolog mod- 
omi 
Dalam hal ini Ibn Khaldus'melakukan dua tahap 
kajian. Pertama, iasmelakukan/pengujian dan observasi 
historismpengamatanindera dan pengamatan sejarah, 
terhadap gejala-gejala, sosial. Materi-materi pokoknya 
diambilkan dari hagi-hasil pengamatan dan dari fakta- 
fakta sejarah. Kedua, ia memusatkan pikirannya atas materi 
utama itupkemudian memaparkannya dalam bentuk 
tulisan, schingga sampailah tujuan ilmu yang ia maksud, 
Yaitu menemukan hukum-hukum sosial" 


2. Konfigurasi Bidang-bidang Pemikiran 

Pada garis besarnya bidang kajian Ibn Khaldun adalah 
bidang kajian empiris-historis. Dalam kajiannya ini, Ibn 
Khaldun berusaha menelusuri perjalanan panjang 
histortografi Islam untuk menemukan akar permasalahan 
yang dihadapai oleh para penulis sejarah. Selain itu ia juga 
berusaha menemukan hukum-hukum yang berkaitan 
dengan gejalagejala sosial dan watak masyarakat untuk 
dijadikan dasar analisis penulisan sejarah, 

Corak kajian empiris-historis ini sangat dominan di 
dalam karyanya 4/Mugaddimah. Agaknya Ibn Khaldun 
memandang bahwa para sejarawan Islam menghadapi 
permasalahan yang cukup serius dalam menulis karya 
sejarahnya, sehingga banyak melakukan kesalahan. 
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Menurutnya inti permasalahan yang dihadapi oleh mereka 
adalah terbatasnya pengetahuan mereka tentang soal-soal 
Kemasyarakatan dan kebudayaan. Ibn Khaldun sebagai 
seorang intelektual Islam dan intelektual muslim 
menyadari akan permasalahan yang dihadapi oleh para 
sejarawan Islam tersebutdan terpanggil untuk membangun 
dasardasar teori yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial 
masyarakat. Untuk itu, kajian terhadap gejala-gejala sosial 
masyarakat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi 
oleh para sejarawan Islam merupakan central ideas 
konstruksi pemikiran Ibn Khaldun. 


3. Ekonomi dalam Konstruksi Pemikiran 
Ibnu Khaldun 

Istilah ekonomi sering menimbulkan pengertian yang, 
rancu. Ia terkadang dipahami dengan,pengertian 
perekonomian, ilmu ekonomi, » 
atau sistem ekonomi P. situ | 

Secara bahasa, eko- 
nomi berarti pemanfaatan 
uang, tenaga, waktu dan 
sebagainya yang berhauga!" 
Orang sering menggutakan 
istilah ini kepdda suatu 
bentuk kegiatan, yang 
berkaitam dengan produksi, 
konsumsisdan distribusi, 
Perekonomiansberarti suatu 
kondisi atau keadaan ekonotti, 
suatuNdaerah, negaraysatau 
wilayah tertentu." Sedangkan ilmu 
ekonomi adalahlilmu yang mempelajart perilaku manusia 
dalam melakukan aktivitas produksi, konsumsi dan 
disuibusi. Hiontel Robbins mendefinisikan ilmu ekonomi 


sebagai berikut: 
“The science webich studies human behaviour 25 8 rela: 


lionship etmeen ends and scarce means which have aker 
| 
naliVe USES. t 


Berkembangnya ilmu ekonomi di Barat seiring 
berkembangnya metode positfis pada masa renaisance: 
Sehingga sasaran kajian ilmu ekonomi adalah perilaku 
empirik manusia di lapangan. Dengan kata lain ilmu 
ekonomi adalah ilmu sosial murni yang bebas nilai. 

Berbeda dari par sarjana Bar, sarjana muslim akhir- 
akhi ini, mengajukan sebuah ilmu ekonomi yang tidak 


bebas nilai. Yaitu ilmu ekonomi yang berorientasi pada 


Bangunan sistem ekono 
Islam, baik oleh para ahli | 
ekonomi Islam klasik 
maupun-modern, dibangun 
atas dasar penafsiran dan 
perumusan sistem ekonomi ran Iam terebut. 
Islam yang bersumber dari 
teks-teks ajaran Islam 
tersebut. 


ajaran Islam (ilmu ekonomi Islam), Apabila kajian ilmu 
ekonomi murni adalah berupa kajian positif, maka kaiias 
ilmu ekonomi Islam adalah kajian yang meliputi aspet: 
positif dan aspek normatif. 

Ilmu ini lebih menekankan pada sebuah penilaizn: 
terhadap perilaku ekonomi masyarakat apakah sudah 
sesuai dengan nili normatifajaran ekonomi Islam (yari' 
ataukah belum? Atau seberapa jauh umat Islam berpegang 
kepada syari'ah dalam perilaku ekonominya? Atas 
sejauhmana rumusan. teori,ckonomi Islam itu berjalan 
efektif di masyarakat dan memberikan kemaslahatan bags 
mereka? 

Apabila ilmu berkitan dengan aspek kajian imi 
maka sistem. menyangkut pengaturan. Yaitu pengaturas 
Kegiatan konomi dalam suatu cara atau metode tertenta/ 
Di dalam Islam pengaturan pengaturan kegiatan ekonoza 
itu didasarkan pada sistem nilai Islam 

bersumber dari al Our'an, Sunnat, 

lk, Hima” dan giyas.” Bangunzs 
sistem ekonomi Islam, bait 
oleh para ahli ekonomi It 
lam Klasik maupun mod 
dn, dibangun atas dasar) 
penafsiran dan perumus: 
sistem ekonomi Islam yang! 
bersumber dari teks-teks 


Berbeda dengan para ab 
ekonomi Islam baik klasiti 
maupun modem, Ibn Khakdud 
membangun ilmu dan sistem 
ekonominya berdasarkan pada perilaku empirik manusia 
di lapangan. Dari hasil-hasil temuannya inilah, 14 
mengajukan sebuah gagasan bagaimana sebaiknya budi 
kegiatan ekonomi itu berjalan. Namun meskipun 
pendekatan yang ia gunakan adalah pendekatan empiris 
historis ia juga merujuknya kepada sistem nila Islam yang 
berkaitan dengan ekonomi, Artinya, Ibn Khaldun di dalag 
mencari suatu sistem yang dapat memberikat 
kemaslahatan bagi manusia lebih menekankan pada sepd 
kajian empiris yang bersifat sosiorhistoris, Dengan begitu 
diharapkan kemaslahatan kan lebih dapa dirasakan ok 
manusia. g 


Konsep Ibn Khaldun tentang 


perdagangan 
Sebagai seorang empirisist dan posts Ibn Khakdl 
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memandang perdagangan sebagai sebuah fenomena 
alamiah yang berkembang di masyarakat. Ia bahkan 
menunjukkan beberapa faktor utama yang mempengaruhi 
muncul dan berkembangnya lembaga perdagangan di 
masyarakat. Menurutnya, munculnya lembaga 
perdagangan sangat dipengaruhi oleh atu hubungan tarik: 
menarik kepentingan antara watak dasar manusia yang 
satu dengan watak dasar manusia yang lain. Watak dasar 
yang dimaksud adalah bahwa manusia memiliki naluri 
yang mendorongnya untuk berusaha memperoleh dan 
memiliki sesuatu. Begitu kuatnya naluri ini sampai 
membuat manusia tidak mau melepaskan barang yang 
telah dimilikinya untuk dimiliki orang lain dengan tanpa 
adanya kompensasi." Padahal, di sisi lain, manusia secara 
alamiah adalah makhluk sosial, yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya sendiri kecuali dengan 
bantuan orang lain, Kodrat 
manusia inilah yang 
menuntutnya untuk dapat 
hidup bersama menjadi 
sebuah masyarakat." 
Dalam perkemba- 
ngan selanjutnya, perda- 
gangan kemudian menjadi 
salah satu sumber mata 
pencaharian manusia yang 
berkembang di masya- 


Dalam perkembangan 
selanjutnya, perdagangan 
kemudian menjadi salah 
satu sumber mata 
pencaharian manusiayang 
berkembangdi masyarakat, 


yang dilakukan oleh para ulama figh, namun di dalam 
Mugaddimah-nya, ia menunjukkan beberapa praktik 
dagang yang menyalahi ketentuan syari'at Islam, di 
antaranya menimbun, melakukan pemaksaan dalam 


transaksi dagang, pematokan harga dan penipuan." 

Masalah penting dalam pembahasan konsep Ibn 
Khaldun mengenai batas-batas syari'at adalah bagaimana 
batas-batas syari'ar yang dimaksud oleh Ibn Khaldun? 
Permasalahan ini menyangkut ketentuan umum mengenai, 
batas batas syari'at yang dimaksud, Di dalam Mugaddlimah- 
nya Ibn Khaldun memang memberikan beberapa contoh: 
praktik dagang yang dilarang oleh syari'at. 

Tampaklah kutipan di atas menunjukkan mengenai 
gambaran konsep umum yang dimaksud. Kalimat kunet 
yang perlu diperhatikan dalam kutipan di atas adalah 

“Namun tidak berarti mengesahkan pengambilan harta 
orang lain dengan carayang'tidak, sah” 
dan “Tujuan dari ketentuan Ini 
adalah untuk “mencegah 
tindakan dhaliny' semacam 
itu, yang mengarah pada 
Tusaknya peradaban melalui 
gangguan-gangguan atau 
pengirangan terhadap kesem- 
patan kerja", Kalimat pertama 
lebih bersifat khusus yang 
langsung mengarah kepada 


rakat, selain pertanian, selain pertanian, ketentuan moral sebagaimana 
petukanan,dnbekep pertukangan, dan bekerja di angdirmukanolh lOpran 
di penerintahan? tah dan Sunnah Nabi, Seperti, 

Berbeda dari ketiga peraggianang sebuah transaksi dagang harus 


bentak pekerjean yang lin, perdagangan menuntutadanys 
penggunaan kecerdikan pedagang 'unituk memperoleh 
keuntungan yang beserd' Biasanya, secara umum 
kecerdikan yang dilaktikamoleh pedagang meliputi dua 
cara. Pertama, dengan tata Menyimpan barang'dagangan 
untuk menunggu terjidinya Mloktuasi harga di pasar. Kedua, 
membawa barangdagangan ke tempat lainyang memiliki 
tingkat permintaan lebih tinggi terhadap barang tersebut 
dari pada tempat di mana'iamembeli barang itu. Kedua 
cara ini merupakan cara yang biasa dilakukan oleh para 
pedagang pada masa itu? Berkenaan dengan penggunaan 
kecerdikan ini Ibn Khaldun mengatakan bahwa hal tersebut 
dapat dibenarkan oleh syari'at, selama berada dalam batas- 
batas ketentuan syari'at" Meskipun Ibn Khaldun tidak 
memberikan penjelasan secara terperinci dan detail 
mengenai batas-batas syari'ah yang dimaksud sebagaimana 


kdilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur 
penipuan dan sebagainya. 

Sedangkan kalimat yang kedua menunjukkan bahwa 
penggunaan kecerdikan di dalam usaha dagang 
diperbolehkan selama tidak merugikan kepentingan 
umum (ahmashlshah al-ammah). Ini merupakan 
ketentuan umum yang lebih mengarah pada masalah sosial 
diluar esensi transaksi dagang, sepeni praktik monopoli, 
penimbunan dan sebagainya. Dari sini kita dapat 
menyimpulkan bahwa penggunaan kecerdikan itu 
diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syari'at 
sebagaimana yang diajarkan oleh al-Gur'an dan Sunnah 
Nabi Saw. serta, lebih jauh selama tidak merugikan 
kepentingan masyarakat pada umumnya, 

Meskipun Ibn Khaldun, di daiam Mugaddimahnya 
tidak pernah mengacu pada teksteks ajaran Islam ketika 
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20ibid, hlm. 409 


21 Karenapenggunaan 
'kecerdkan itu merupakan 
sesuatu yangharuscilakukan 
untuk memperdenkeuntungan 
yang didapat dari solsih harga 
antarahargajuel dengan harga 
beli,makapenggunaan 
kecerdikan tu iperboleh olah 
syari'alsaparjang idak 
mengambi harta orang lain 
secaratidak sah menurut 
syariat. ibid, 
22ibid,hlm 420 
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jelaskandengan menggunakan 
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25 Penulis berani mengambil 
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adalah karena beberapa alasan. 
Pertama, Ibn Khaldunadalan 
seorang ahlifigh yang juga 
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pemah mengabdi sebagai 
seorang guru besarfigh 
Madzhab Malikidi beberapa 
madrasah di Mesir, danjuga 
sebagaihakim agung (gadhial- 
gudat)di pengadilan Madzhab 
Maliki di Mesir. Sementaraitu, 
tulisan-tulisan Ibn Khaldun yang 
“ada di dalam Mugaddimah idak 
menyinggung masalah 
ktilatiyah dan halhal yang 
mendelailmenganaijual beli 
karenatulisannyalebih 
disurahkan untukmenguraikan 
hukum-hukum sosial kehidupan 
masyarakat yang melpuli 
borbagai aspok seperti pollik, 
ekonomi, budaya dan 
sebagainya. Dengan demikian 
(dapatdikatekan bahwsaluran 
normatif mengenai jual beli 
menurutlbn Khaldundapal 
dikatakan dudahtidak potu 
diperdebatkan lagiterutama 
mengenai masalah-masalah 
yang prinsipi seperti syarat 
danrukun jualbeli, sera aluran- 
aturan normetflain yang lelah 
dijelaskan oleh al-gurandan 
Sunnah Nabi saw, 
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menjelaskan batasan-batasan kebebasan tersebut, tetapi 
lebih mengarah pada wacana kehidupan sosial (analisis 
sosial ekonomi), namun dengan melihat uraian di atas, 
tampaknya tidak salah apabila kita berkesimpulan bahwa 
konsep Ibn Khaldun tentang perdagangan tidaklah 
bertentangan dengan konsep para ulama figh tentang jual 
beli. Karena Ibn Khaldun sendiri adalah seorang ahli figh 
yang tentunya juga menguasai tentang ketentuan syari'at 
mengenai jual beli 

Selain itu, di dalam Mugaddimahsnya, tidak 
ditemukan adanya beberapa pemikiran bn Khaldun 
tentang perdagangan yang berbeda jauh dan tampak 
bertentangan dengan pemikiran para ulama figh. Contoh. 
contoh praktik dagang yang melanggar ketentuaniSyar'at 
sebagaimana tersebut di atas, sama dengan apa yang dibahas 
oleh para ulama' figh. Para ulama” fighvjuga melarang 
lindakan menimbun, pemaksaan dilam beldagang, 
pematokan harga dan penipuan.” 

Bahkan Ibn Khaldun menjelaskan dampak buruk 
dari tindakar-tindakan tersebat secara panjang lebar dengan “ 
menggunakan analisissekortorni yang tajime” Sebagai 
gambaran, dapat kitaflihat kutipan berikut.ini: 


Dan tindakan yang Tebih dhalim dan lebihymerusak 
peradabat datidinasi (yang dilakukan Digi penguasa) 
adalah merampas harta orangiin dengetyjalan membeli 
milik mereka dengan harga setendih mungkin dan 
kemadiammenjualnya dengan-hargs setinggi mungkin 
dengan cara allbe' secara DakSa.. 


Situasi seperti ini mempengaruhi berbagai macam 
pedagang, baik meieka yang tinggal di dalam kota 
maupun mereks yang mengimpor barang dagangan dari 
tempat lain, pedagang keliling dan pedagang toko yang 
menjudlPmakanan dan buah-buahan, dan para tukang 
pembuat alat dan perkakas umum. Kerugian ini 
memberikan dampak buruk terhadap para profesional 
dan kalangan umum. Situasi ini berjalan dari waktu ke 
waktu. Ta menyebabkan kumpulan modal para (pedagang 
dan tukang) berkurang. Kemungkinan terbesar dampak 
dari situasi ini adalah keluarnya para pedagang dan 
tukang dari dunia bisn!8 karena modal mereka habis, 
sebab tidak dapat tertutupi oleh keuntungan yang mereka 
peroleh, Pedagang yang biasanya datang dari tempat lain 
untuk membeli dan menjual barang dagangannya 
menjadi enggan untuk datang, karena situasi yang seperti 
itu. Bisnis menurun, dan penduduk kehilangan mata 
pencahariannya, dan pendapatan pajak pemerintah 
menjadi menurun, karena pada waktu itu dan seterusnya, 
sebagian besar pendapatan pajak berasal dari penarikan 


pajak atas usaha perdagangan..." 


Dengan demikian, perbedaan yang mendasar antars 
pemikiran Ibn Khaldun dengan para ulama figh bukanlat 
terletak path isi konsep mengenai perdagangan, nam 
terletak pada pendekatan yang ia gunakan. Di satu sis 
Ton Khaldun menggunakan pendekatan empiris-histoi 
Sementara itu, di sisi yang lain, para ulama' figi 
menggunakan pendekatan normatiftekstualis Karena 
kedudukan konsep Ibn Khaldun mengenai perdagang 
dapat dikatakan tidak bertentangan dengani konsep yar 
dirumuskan Oleh para ulama figh, meskipun pendekat 
Yatigia gunakamtampaksekuler dan materialists, Kan 
masingimasing mersilik Konteks yang berbeda. 

Konsep jualblisebagaimana yang dirumuskan ok 
paralulama'figh dirumuskan dalam konteks memberik 
penjelasam mengenai batasan-batasan (aturan-atur: 
'ormatif Islam tentang jual beli. Sedangkan Ibn Khald: 
mefijglaskannya dalam konteks wacana kehidupan sosi 
masyarakat, Sebab ide pokok pemikiran Ibn Khald 
dicurahkan untuk menemukan hukum-hukum sosial 83! 
watak kehidupan masyarakat. 


Konsep Ibn Khaldun tentang Pasar 


Pasar bagi Tbn Khaldun merupakan pusat sirkul 
barang dan uang. Dengan kata lain ia merupakan ps 
kegiatan ckonomi dan tolok ukur perekonomian s52 
negara atau wilayah. Kehidupan ekonomi tidak bisa terles 
dari perdagangan dan pasar sebagai tempat dilakukanny 
transaksi dagang, Sejalan dengan konsepnya tenta 
perdagangan bahwa sebuah transaksi dagang harusdi 
atas dasar sule sama suka (tidak ada unsur paksaan), mak 
Ibn Khaldun lebih mempercayakan kegiatan ekon 
kepada mekanisme pasar. 

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa di dal: 
Mugeddimakaya, is tidak pernah menyinggung mas 
pentingnya intervensi pemerintah terhadap pasar. Bah 
di bagian lain, ia tampak begitu menentang int 
pemerintah. Inilah yang kemudian mendorong bebera 
pemikir ekonomi Islam kontemporer untuk menieing 
sebagai seorang pemikir ekonomi yang mengi 
madzhab Kapitalisme. Sebuah kesimpulan yang begi 
tergesargesa. 

Untuk memposisikan pemikiran Ton Khaldun, ki 
harus mencermati terlebih dahulu beberapa hal. Pertar 
kontinuitas pemikiran Ibn Khaldun terhad 
perkembangan pemikiran ekonomi Islam ya 
dikembangkan oleh para ulama' figh. Sebab tidak d 
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dipungkiri bahwa pemikiran seseorang pada suatu masa 
sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perkembangan 
pemikiran para tokoh sebelumnya. 

(Kedua, kta juga perlu mencermati latar belakang 
kehidupan dan latar belakang pemikirannya. Bagaimana 
pun juga latar belakang kehidupan seseorang sangat 

- mempengaruhi pola pikirnya. Manusia adalah produk 
kehidupan sosialnya dan bukan produk nenek moyangnya. 
Sedangkan latar belakang pemikiran memberikan pengaruh 
pada seseorang untuk mencurahkan ide pokok 
pemikirannya pada satu bidang pemikiran tertentu yang 
dominan. Sebagaimana disebutkan, Ibn Khaldun hidup di 
wilayah dan masa di mana imperium Islam sedang 
mengalami kekacauan politik yang tak berkesudahan. 

Realitas politik saat itu tidak memungkinkan bagi 
penguasa untuk melakukan beberapa kebijakan yang 
mengarah kepada perbaikan kesejahteraan dan peradaban 
rakyatnya. Perebutan kekuasaan dan intrik politik 
merupakan fenomena yang bisa terjadi, Bahkan Ibn 
Khaldun sendiri sering terlibat dalam intrik-intrik politik 
tersebut. Sehingga adalah wajar apabila Ibn Khaldun 
kemudian menolak intervensi pemerintah terhadap pasar, 
karena pada waktu itu pemerintah sering bertindak dhalim 
terhadap mekanisme pasar. 

Sedangkan latar belakang pemikirannya, yang 
dilatarbelakangi oleh perkembangan historiografi yang 
mengalami krisis amalisa, membuat dia untuks 
mencurahkan ideide pokok pemikirannya pada upaya 
menemukan hukum-hukum sosial. Sehingga dapat 
dikatakan, pemikiran Ibn Khaldun yang dominamadalah 
pemikiran di bidang ilmu sosial dan budaya (Ynr-afe 
“Uman) yang is temukan sendiri. 

Dengan kata lin pemikiran IbR Khaklun mengenai 
ekonomi merupakanbigankecl dai pemikitaa besarnya 
mengenal ilmu sosia tersebut Jaikita tidak bisamenilai 

an ekonombibn,Khaldon beraliran kapitalis. 

Sementara itu, kapitalis'Sendiri muncul tidak abad setelah 

pemikiran Ibn Khaldun. 

Perkembangan (pemikiran figh,,sementara itu, 
berkenaan dengan interventinpemerintah terhadap pasar 
dapat kita lihat dari pemikiran mercka mengenai 
pematokan harga barang di pasar. Pada umumnya, 
mengenai hal ini mereka mengatakan bahwa tindakan 
tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syari'at, 
kecuali pada situasi tertentu (emergency condition). Pada 
umumnya mereka mengajukan Hadits Nabi Saw. sebagai 
berikut ebagsi pokok argumentasinya: Dar ana ibn Malik 


berkata, “Orang-orang berkata, Wahai Rasulullah harga 
melonjak tinggi. Maka tentukanlah harga bagi kami”. 
Rasulullih menjawab, “Sesungguhnya Allah yang 
menetapkan barga, yang menahan dan melepaskannya, 
dan yang niengatur risk. Dan, aku mengharapkan agar 
saat berjumpa dengan Allih dalam keadaan tidak ada 
seorang pun di antara kalian yang menggugatku karena 
kedlaliman dalam jiwa dan harta”? 

Mayoritas ulama" figh pada umumnya, dengan, 
berdasarkan hadits ini, menolak tindak pematokan harga 
maksimum dalam situasi normal. Ibn Oudamahal:Magdisi 
dengan menggunakan analisis ekonomi mengatakan bahwa 
tindak pematokan harga akan membawa dampakobagi 
angkanya barang sehingga harga barang tersebut justru 
akan menjadi aik karena permintaamakan baringtersebut 
menjadi sangat tinggi. 

Hal ini disebabikan para pedagang asing disitu ssi 
enggan untuk masuk/ke pasar tersebut karena adanya 
pengaturan hargasfeng tidak menguntungkan, baginya, 
sementara ituyfiedagang, lokal, di sisi yapg asi akan 
melakukan Tindak penimbunan terhadap batang yang 
dimaksud arena harga yang Gidak menguntungkan. Naik 
harga'barang ini selanjutnya menyebabkan harga barang: 
barang yang lain juga naik, Inilah mengapa tindak 
permatokan harga itudilarang?? 

Sementara itu, Ibn Tsimiyah di dalam kitabnya 24 
Hisabh Wahlslum,/cnganalisis pendapat para ulama' 
mengenai pengatttah harga, mengatakan bahwa polemik 
mengenai penigatutan harga berkisar pada dua masalah. 
Pertama fiko-harga suatu barang naik, kemudian ada 
pedagangyying mencoba menjual barangnya dengan harga 
yang lebih tinggi. Aedua, pematokan harga maksimum 
pada situasi normal. 

Untuk masalah yang pertama, madzhab Syaf'i dan 
beberapa pengikut Ahmad fbn Hamba, seperti, Abu Hafah 
akAkhbari, Oadi Abu Ya'la, Syarif Abu Ja'far, Abu al- 
Khaththab, dan Tbn Agil, berpendapat jika memang ada 
pedagang yang melakukan hal tersebut, maka tindakan 
itu sedikitpun tidak boleh diintervensi. Dengan kata lain 
pedagang tersebut bebas melakukan apa saja yang 
dikchendakinya, menaikkan atau menurunkan harga. 
Sedangkan Madzhab Maliki, berpendapat bahwa tindakan 
tersebut harus dicegah. Namun jika menurunkan harga 
dari harga pasar maka di sana terdapat dua pendapat, ada 
yang mengatakan agar tindakan tersebut dicegah dan ada 
yang mengatakan tindakan tersebut dibiarkan saja.” 

Baik mereka yang berpendapat tidak boleh ada 


TOKOH JUSTISIA @| 


28 Abu Daud, Sunan Abi 
Daud, Juz 2 Beirut: Dar al- 
Kulubal-Ilmiyah, hlm.479 


20Ibn Oudamah al-Magis, 
op. cit, hlm. 44-45 


30 Ibn Taimiyah, op. cit, him 
2x 


Jusrisia Edisi 19 Th. IX 2001 


51 


TOKOH. JUSTISIA 


B1 id, im. 91 Ibn Oudamah 
a-Mamdsi Op. oi, him. 4d 


32 bid, hlm, 44, Ibn Taimiyah, 
loe. ci. 


38 ibid,vlm.94 
Makibibim. 8994 
35Secaratoparincilbn 

Taimiyah melukiskan potret kota 
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sebagaimana dikutip oleh M 
'Arskal GP,, sebegai berikut 


intervensi dan mereka yang berpendapat boleh ada 
intervensi, semuanya berpegang pada satu riwayat, namun 
dari sanad yang berbeda-beda. Untuk Madzhab Maliki, 
mereka berpegang pada riwayat yang berasal dari Sa'i ibn 
Musayyab yang melaporkan bahwa suatu szat khalifah 
“Umar ibn Khaththab bertemu dengan Hatib ibn Abu 
Balah yang menjual kismis di pasar. "Umar kemudian 
menanyakan harga barang dagangannya. Hatib kemudian 
menyebuikan harga barang dagangannya. Umar selanjutnya 
berkata, “Aku telah bercakap-cakap dengan serombongan 
kafilah dari Thaif yang juga membawa kismis. Mereka 
mengatakan bahws barang yang kamu jual ini di bawah 
harga, Karena itu, engkau harus menaikkan harganya, 
karena kalau tidak kau lakukan hal itu silakan keluardari 
pasar ini” 3 

Sementara itu Madzhab Syafi'i dan beberapa ular 
yang sependapat, berpegang pada riwayat yang berasal dari 
sim ibn Muhammad dengan redaksi fing sama, mamiun 
terdapat sedikit tambahan redaksi, di ujung riwayat 
tersebut, yang menceritakan bahwe setelahU mar menegar 
Hatib ibn Abu Bal'ah, dalam, perjalananspulang ia 
memikirkan kembali utapinnya kepada Hatib. Pada 
akhirnya, “Umar kembali menujuyrumah Hatib, dan 
menyampaikan kepidanya bahwa segala yang diucapikannya 
pada Hatib di pasar tadi hanyalah merupakan sebuah tekad 
untuk menujudkan keblikan untuk segetap' penduduk 
negeri dan bukanlah merupakan sebvfah keputusan yang 
mudak. Makadengan harga berapa'ptn barangitu dijual, 
merupakan hak Hatihsepenulinya?)——- 

Sedangkan untuk masalah kedua, mayoritas ulama 
figh pada umumnya berpendapat menolak tindakan 
tersebut. Adapun sebagai pokok argumen yang mereka 
ajukan adalah, hadits tersebut di atas dan ketentuan ak 
'Our'an yang mengatakan bahwa jual bli harus dilakukan 
atas dasar suka sama suka. Lebih lanjut mereka mengatakan 
bahwa'memaksa orangeorang untuk menjual barang yang 
tidak wajib menurut syari'at, atau melarang mereka 
iienjual barang yang diperbolehkan menuruteyaratadalah 
'Suitu kedzaliman, dan tindakan dhalim itu haram 
hukumnya 

Tetapi ada juga beberapa ulamz' seperti Sa'id ibn 
Musayyib, Rabi'ah ibn Abu Abd al-Rahmah dan Yahya ibn 
Sa'id, yang membolehkan tindakan tersebut. Namun 
tindakan itu harus sesuai atau deni kebaikan masyarakat. 
Sebagai contoh kasus jika par pedhgangdi pasar mematok 
sebuah harga kepada tukang jagal yang menjual daging 
hewan yang dipotongnya menurut harga yang dikehendaki 


para pedagang, maka menurut mereka hal itu boleh-bo! 
saja sepanjang pematokan harga tersebut masih sesuas 
dengan harga beli hewan potong yang dikeluarkan oles 
tukang jagal?" 
Sementara itu, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa pad 
dasarnya Islam percaya kepada mekanisme pasar dam 
melarang adanya intervensi dari pihak manapun terha 


mekanisme pasar, Namun meskipun demikian, tindak 
intervensiYang akan dilakukan oleh pemerintah berkenaan 
dengan harga barang tetap diperbolehkan, tapi dalam situas 
darurat, yaitu apabila terjadi ketiftipangan yang dilakuk: 
olehssegelintir orang, 

Untuk mendukung pendapatnya ini, Ibn Taimis 
menelusuri 28426 almurud dari hadits tersebut di ata 
(Dai asbalbal surudItu ia menemukan adanya celah y: 
membolehkanindik int 
keengganan, Nahi 
Saw, anelakukan 

nteryehsi adalah 
dkitena naiknya 
hatga barang di 
pasar saat itu dipicu 
oleh kondisi obyek- 
tif pasar (beker- 
Janya mekanisme 
pasar) dan bukan 
karena ulah sege- 
lintir orang yang | 
mengejar-ngejar 
keuntungan belaka. 
Dalam hal ini, pasar kota Madinah saat itu mengalam 
kekurangan suplai impor dan karena menurunnya produk 
Sehingga naiknya harga barang bukan karena ada pedagerg 
yang menimbun atau menyembunyikan barang dagang 
dari pasar, namun karena memang tingkat penawar 
barang lebih rendah dari pada tingkat permintaan ak: 
barang tersebut. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahu 
mayoritas ulama? pada dasarnya percaya kepadi 
mekanisme pasar. Artinya mereka menyerahka: 
b ya harga pada bekerjanya mekanisme pasar d 
bukannya pada pemerintah untuk melakukan pengaturas 
harga. Intervensi berkenaan dengan bergeraknya harga dapa 
dibenarkan namun apabila bergeraknya harga i: 
disebabkan permainan segelintir orang. 

Berbeda dengan para ulama' figh yang melihat pas 
dari sudut pandang normatif, Ibn Khaldun melihatnyi 
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dari sudut pandang empirik: Dari pendekatan empirik 
inilah, kemudian menemukan sebuah teori yang sekarang 
ini kita sebut dengan mekanisme pasar atau suppiy and! 
dernand law(bukum penawaran dan permintaan)” Sebuah 
teori yang mengatakan bahwa bergeraknya harga di pasar 
sangat dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya tingkat 
permintaan dan penwaran barang. Ketika tingkat 
permintzan akan suatu barang naik, maka harga barang 
tersebut akan naik. Namun, apabila tingkat permintaan 
Akan barang tersebut turun maka harganya pun akan turun. 
Sebaliknya, apabila tingkat penawaran akan barang tersebut 
naik, maka harga akan turun. Namun apabila tingkat 
penawaran akan barang tersebut turun maka harga akan 
naik.” 
Berkenaan dengan harga barang dagangan di pasar 
Ibn Khaldun menyerahkan sepenuhnya kepada 
gp mekanisme. Seba- 
gaimana disebut- 
kan di muka, Ibn 
Khaldun tidak 
pernah menying- 
gung masalah kebi- 
jakan pemerintah 
mengenai pema- 
tokan. Ia hanya 
menyinggung 
pematokan yang 
tidak adil yang 
dilakukan/yoleh 
pemerintah, dan 
hal itu menurutnya dilarang oleh syari'at?" Meskipun 
begitu, ia tampak dilematis ketika menghadapi 
permasalahan harga bahan makanan pokok yang selalu 
rendah, Disatu sisi rendahnya hargabahan makanan pokok 
sangat menguntungkan masyarakat (konsumen). Karena 
tidak dapat dipungkiri bahwa/baharimakanani pokok 
merupakan kebutuhan'Sehari-hari/'dan semu lapisan 
masyarakat baik kaya maupun miskin membutuhkannya. 
Untuk itu, rendahnya harga bahan aakaman pokok 
merupakan suatu keadaan yangspatut dipuji, Namun di 
sisi yang lain, ia merugikan petani, dan pemerintah secara 
tidak langsung. Rendahnya harga jual bahan makanan 
pokok sedikit demi sedikit akan mengurangi modal yang 
dimiliki oleh petani. Akibatnya produksi pertanian 
menurun, dan penghasilan pajak atas hasil pertanian pun 
menurun. Padahal penghasilan utama pemerintah berasal 
dari pajak pendapatan pedagang dan petani. Sampai disini 


mu 


Ibn Khaldun tidak menemukan jawaban yang cukup baik 
untuk mengatasi masalah tersebut.” 

Tidak sampainya Ibn Khaldun kepada jawaban atas 
permasalahan tersebut adalah karena Ibn Khaldun lebih 
menfokuskan diri pada upaya menemukan gejala-gejala 
sosial kehidupan masyarakat dari pada memberikan 
pemikiran mengenai sebuah konstruksi bangunan 
kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, 
sebagaimana disebutkan di atas, kekuasaan politik impe" 
rium Islam waktu itu berada dalam suasana kacau. 
Mungkin apabila Ibn Khaldun hidup di masadan tempat 
yang berbeda akan mengeluarkan pemikiran yang berbeda 

Terlepas dari kemungkinan yangstidak mungkin 
terjadi tersebut, pemikiran Ibn Khaldun mengenai pasar 
yang bersifat empirik tersebut merupakan sumbangan 
pemikiran yang cukup berharga bagi khazanah pemikiran. 
ekonomi Islam. Ia dengan senditinya telitimelengkapi 
wacana pemikiran ckonomi Islam yang berkembang szat 
itu. 

Konsep Ibn Khaldummengenai pasar, yang bercorak 
empirik sebagaimana tersebutdiates, secara teoritis belum 
pemnah'dikembangkan oleh para ulama”“figh. Yang ada 
barulahvkonsep'tentang pasar yang dilihat dari sudut 
pandang normatif tekstualis» Karena itu, kedudukan 
konsep,Ibn Khaldum mengcnaf' mekanisme pasar, mini- 
mal dapat'dikatakan tidak. bertentangan dengan konsep 
para ulama' figh mengenai pasar yang dikembangkan dari 
sudut pandang normatif-tekstualis, karena masing-masing 
memiliki konteks yang berbeda. Konsep pasar yang 
dikembangkan oleh para ulama' figh dirumuskan dalam 
konteks memberikan tatanan normatif Islam, dengan latar 
“belakang kemapanan situasi sosial masyarakat muslim saat 
itu, sedangkan konsep Ibn Khaldun mengenai pasar 
dirumuskan dalam konteks penemuan hukum-hukum 
gejala sosial yang berkembang di masyarakat, dengan latar 
belakang kekacauan politik. 

Apabila pemikiran para ulama' figh sebagaimana 
tersebut di atas mengenai pengaturan harga, kita 
kombinasikan dengan analisis ekonomi yang 
dikembangkan oleh Ibn Khaldun mengenai mekanisme 
pasar dan posisi dilematis terhadap harga bahan makanan 
pokok, maka akan menjadi sebuah kombinasi pemikiran 
ekonomi Islam yang bagus. 

Pemikiran Ibn Khaldun mengenai mekanismc pasar 
dan posisi dilematisnya terhadap harga bahan makanan 
pokok tersebut, di satu sisi, dapat dijadikan pertimbangan 
tambahan (sebagai dasar analisis ekonomi) bagi perlu 


“Makanan yang dijual di kota. 
Madinah biasanya berasal dari 
hasilimpor lelapilerkadangada 
juga makanan yang dijual 
berasal dari hasil pertanian. 
Hasil pertaniand Madinah 
adalah gandum. Baik para 
penjual maupun parapembali 
bukanlah orang-orang yang 
pasti (mu'ayyanin): Begitupun, 
belum ada seseorang yang 
sungguh-sungguh 
membutuhkan miik orang lain: 
sehinggalidak ada seorang pun 
yang merasa dipaksauntuk 
melakukan pekerjaan atau 
menjual sesuatu. Semua umat 
Islam di kota itu masih amat 
homogen. Mereka berjuang di 
jalan Allah dan pergikeluar 
untuk mempertaruhkan jwadan 
hartanyaatau denganapapun 
yang mereka punya baikyang 
berasal dari sadekah, fa, 
maupun dengan miik rekannya 
yang disediakan secara suka 
rela. Dalam realitas semacam 
tu, memaksa parapedagang 
agarmerokamenjualbarang 
dagangannya berdasarkan 
harga yang sudah dipatok 
merupakantindak pemaksaan 
yang tidak dapat dibenarkan. 
Kelau begitu halnya, tindakan 
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tidaknya pemerintah melakukan pematokan harga baik 
dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat, dan 
tindakan antsipatifapa yang harus dilakukan pemerintah 
ketika akan imengeluarkan kebijakan tersebut. 

Sedangkan pemikiran ulama' figh mengenai 
pengaturan harga dapat dijadikan legitimasi bagi boleh- 
tidaknya tindak pematokan harga oleh pemerintah, di sisi 
yang lain. Dengan demikian tercipta sebuah kombinasi 
pemikiran yang bagus antara pola pikir normatif dengan 
pola pikir empirik yang kesemuanya benar-benar 
bersumber dari para ilmuwan muslim. Sehingga 
sempurnalah ilmu ckonomi Islam itu, karena tidak hanya 
meliput teori yang bersifat normatif namun juga meliputi 
teori yang bersifat empirik. 

Otoritas Pemerintah terhadap Pasar 

Setelah kita menelusuri konsep Ibn Khaldun 
mengenai perdagangan dan pasar, yang kesemuanya 
mengarah pada kebebasan yang bertanggung jawab, maka 
pada bagian ini ita akan menelusuri apakah Tbn Khaldun 
juga memberikan kewenangan kepada pemerintah'untuk. 
melakukan intervensi terhadap pasar? Kalaw ada 
sejauhman2? Dan dalam bidang apa? Meskipun di muka: 
telah terlihat bahwa Ibn Khaldun tidak menunjukkan 
adanya kata menerima'terhadap. bentuk intervensi 
langsung terhadap pasar, sepertiipematokan hargi Untuk 
sampai ke sang kita'akan mengulas sedikit mengenai konsep 
Ibn Khaldun tentang pemerintahan. 

Dengan berpijak pada teori sosialaya, Tbn Khaldun 
juga memandang berdirinya sebuah pemerintahan sebagai 
sebuah fenomenayalamiah yang berkembang di 
masyarakat. Terbentuknya sebuah pemerintahan, 
menurutnya, dipengaruhi setidaknya oleh dua faktor, yaitu 
faktor kebutuhan mantsia akan perlindungan terhadap 
hartanya danfaktor kebutuhan manusia akan perlindungan 
terhadap jiwanya. Pada dasar di inilah peran pemerintahan 
itidibutuhkan oleh masyarakat, Dengan demikian tugas 
tama pemerintah adalah melindungi harta dan jiwa 
warganya ancaman baik yang datang dari luar maupun 
dari dalam." 

Sebagai seorang pengamat sosial Ibn Khaldun juga 
menemukan apa yang sekarang ini disebut dengan teori 
ekonomi politik, di mana teori mengatakan bahwa antara 
ekonomi dan politik terjadi hubungan timbal balik yang 
saling mempengaruhi satu sama lain" Untuk itu, stabilitas 
politik, keamanan dan penegakan hukum diperlukan agar 
perekonomian dapat berjalan dengan baik. 


Dari sini, untuk sementara, kita dapat menyimpulkan 
bahwa tugas utama pemerintah terhadap tata kehidupan 
masyarakat bagi Ibn Khaldun membentuk lembaga 
infrastruktural yang berguna dan dibutuhkan oleh 
masyarakat. Antara lain: mendirikan lembaga-lembaga 
seperti, kepolisian, kehakiman, pengadilan, departemen 
perpajakan dan kevangan, dan ainlhin. Hal ini terlihat 
dari beberapa uraian Ibn Khaldun mengenai lembaga 
inftastruktural tersebut dan beberapa tugas-tugasnya secara 
umum." 

Yang cukup menarik adalah pandangan Ibn Khaldun 
mengenaislembaga hisbah dan weweriangnya. Lembaga 
Iisbah adalahvsebuah posisi rdigius yang pada intinya 
bertugas menyeru kepada tindakan yang baik dan melarang 
tindakan yang buruk Timelik kewenangan melakukan 
penyelidikan terhadap tindak penyelewengan yang 
berkatamaktivitesekonomi masyarakat dan memberikan 
sanksi hukuman yang setimpal atas tindakan tersebut. 
Kewenangan lembaga ini tidak terbatas pada perkara- 
perkara perselisihan dan pengaduan, namun juga mengurusi 
dan menyelesaikan perkara yang diketahuinya atau yang 
dilaporkan padanya. Dengan kata lain lembaga ini tidak 
hanya berperan pasif namun juga berperan secara pro- 
aktif, 

Pemikiran Ibn Khaldun mengenai lembaga hisbah 
in, telah lebih dahulu disampaikan oleh para ulama figh 
sebelumnya. Al-Mawardi dan Abu Ya'la mendefinisikan 
lembaga hisbah sebagai lembaga bertugas memerintahkan 
berbuat kebaikan jika tampak orang-orang melalaikannya, 
dan melarang berbuat kejahatan jika ternyata orang orang 
melakukannya (amr m3'ruf nahi mun). Pengertian 
semacam ini digali dari al@ur'an Surat Ali Imran ayat 
104 yang artinya “Dan hendaklah di antara kamu 
segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh kepeda yang ma 'rufdan mencegah dari yang 
munkar, merekalah orangorang yang beruntung” Ayat 
inilah yang dijadikan landasan bagi keberadaan lembaga 
hisbah. | 

Kewenangan amr ma'ruf nahi munkar meliputi 
segala perintah dan larangan yang berkaitan dengan hak 
Allah, hak manusia, dan hak Allah bersamaan dengan hak 
manusia, Hak Allah tentunya meliputi perintah dan 
larangan yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat, 
puasa dan kat. hak manusia meliputi bidang muamalah, 
seperti melarang tindak penipuan dan kecurangan dalam 
jual beli. Sedangkan hak Allah dan hak manusia meliputi 
imasalah-masalah pernikahan, seperti menghukum orang 
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-. yang melanggar iddah. 


Adapun wewenang lembaga hisbah ini berkaitan 
dengan-menurut mereka—menyelidiki dan menghukum 
tindak penyelewengan, kecurangan dan penipuan di dalam 
jual beli. Meskipun, lembaga ini dapat masuk ke pasar 
sedemikian rupa, yaitu menyelidiki dan menghukum 
tindak penyelewengan, kecurangan dan penipuan, namun 
menurut mereka lembaga ini tidak memiliki wewenang 
melakukan intervensi langsung terhadap pasar, yaitu 
menaikkan dan menurunkan harga barang." 

Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya a//isbah, 
menjelaskan bahwa wewenang lembaga hisbah terhadap 
aktivitas ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Pengadaan barang kebutuhan pokok. Petugas lembaga 

hisbah hendaknya secara teratur melakukan 
pengecekan terhadap persedizan barang kebutuhan 
primer, semisal bahan makanan pokokdan kebutuhan 
jasa penting, seperti 


pemerintah dalam pandangan Ibn Khaldun tidaklah 
berbeda dengan pemikiran para ulama'figh. Yaitu berperan 
sebagai lembaga pengawas terhadap aktivitas ekonomi 
masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk lembaga 
hisbah. Di mana lembaga ini hanya berwenang menyelidiki 
dan menindak tindak penyelewengan, kecurangan dan 
penipuan yang terjadi di pasar, namun tidak memiliki 
kewenangan intervensi langsung terhadap pasar, Dengan 
demikian terlihat adanya sebuah kontinuitas pemikiran 
antara pemikiran ekonomi pasar bebas Ibn Khaldun dengan 
pemikiran ekonomi Islam sebelumnya. 

Di bagian lain Ibn Khaldun dengan secara tegas 
menolak intervensi langsung yang dilaklikan oleh 
pemerintah terhadap pasar. Bahkan, iassdengan 
menggunakan analisis ekonomi yang tajam, menguraikan! 
dampak intervensi pemerintabsltu erhidap kehidupan 
ekonomi masyarakat sebagai berikut: 


tukang bangunan, penja- 
hitdan sebagainya. Pada 
saat terjadi kelangkaan 
barang dan jasa yang 
dibutuhkan oleh masya- 
takat, petugas lembaga | 
hisbah diberi wewenang 
oleh penguasa untuk 
memerintahkan mereka 
memasok barang dan 
menyediakan jasa yang 
dibutuhkan oleh masya- 
rakat tersebut 

. Pengawasan terhadap 
industri. Hal ini meli- 
Puti melakukan pengujian terh3dap' produk produk 
industri. Industri-industri yang melanggar ketentuan 
produksi akan ditutup. 

. Pengawasan terhadap tenggaFerja. Hallini meliptti 
menyelesaikan perselsihanyang mungkin Umvblariiha 
tenaga kerja dengan pengusaha. . 

. Pengawasan terhadap perdaganganpiDetugas lembaga 
hisbah harus melakukan pengawasan yang menyelurah 
terhadap aktivitas pasar. Ia harus melakukan pengujian 
alatukuratau timbangan yang digunakan oleh pedagang: 
sehingga konsumen tidak dirugikan karena menerima 
barang yang tidak sebanding dengan harga yang telah 
dibayar. 3 


Dari keterangan di atas terlihat bahwa otoritas 


Ketika sebuah dinasti berada dalam kesulitan keuangan 
karena ejumlah kebiasaan hidup mewah dan pengeluaran 
yang banyak era tidak fisennya pendapatan pajak untuk 
menutupi kebutuhannya.. 

Terkadang ikuttrjun alam perdagangan dan pertanian, 
karena berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan, 
Ia melihat bahwa pedagang dan petani dapat memperoleh 
banyak keuntungan dan memiliki banyak harta bend, 
sedangkan penghasilan mereka berkaitan dengan modal 
yang mereka investasikan' Karena itu, is mulai membeli 
ternak dan tanah pertanian untuk diolah agar dapat 
menghasilkan keuntungan untuk membeli barang 
dagangan dan membuat uktuasi harga di pasar. pikir 
hal ini akan meningkatkan pendapatan dan 
keuntungannya. Padahal, tindakan tersebut merupakan 
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kesalahan besar yang dapat menyengsarakan rakyat dalam 
banyak hal. Pertama, petani dan pedagang akan kesulitan 
mendapatkan barang dagangan, dan kesulitan 
mendapatkan barangebarang yang berkaitan dengan 
pertanian dan perdagangan dengan harga murah 

Sesungguhnya semua penduduk memiliki kekayaan yang 
sama atau setidaknya hampir sama. Persaingan yang 
terjadi di antara mereka sendiri telah menghabiskan ateu 
hampir menghabiskan sumber keuangan mereka. 
Sekarang, ketika penguasa, yang memiliki lebih banyak 
uang dari pada mereka, bersaing dengan mereka. Jarang 
satu orang dari mereka akan dapat bertahan Jebih lama 
untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, dan setiap 
orang akan merasa khavatir dan resah. 


Lebih parah lagi, penguasa dapat memiliki banyak hasil 
pertanian dan barang dagangan yang tersedia di pas 
ketika ia menghendaki. Ta dapat melakukan ini 
menggunakan kekuasaan atau dengan m 


untuk menurunkan harga. Kemi 
pertanian, seperti: jagung, suti 

Jain, atau barang dagangangdani jenis lai tadi 
pasar, penguasa tidak dap: 


rga yang 


yng petani mulai 
lal beku mereka karena mel lakukan transaksi 


insia berada di tangan mereka. 
pu bertahan lebih lama untuk 
rdagangan merupakan mats 
ian mereka. Tak jarang mereka membutuhkan 

an mereka menjual barang dagangan, yang 
Ji dari penguasa dengan jalan paksi, dengan 
ang sangat rendah, karena pasar sedang jatuh. 
jarang pedagang dan petani terpaksa melakukannya 
berulang kali, sehingga mereka kehabisan modal dan 
| akhirnya terpaksa keluar dari pasar.» 


Ini menjadi suatu proses yang ak berkesudahan. Masalah 
dan kesulitan keuangan serta lenyapnys keuntungan yang 
menimpa masyarakat telah mengurangi gairah mereka 
dalem melakukan usaha, sehingga merusak sistem 
perpajakan, Padahal sebagian besar pendapatan pajak 
berasal dari para petani dan pedagang, Jadi ketika petani 
imenyerah dalam usaha pertanian dan pedagang keluar 


dari usaha bisnis, pendapat pajak dengan sendiri lenyap 


uk sebuah “cukup ba- 


barang-bafang dagangan yang mereka 


bersamaan dengan itu atau setidaknya menjadi sangat 
rendah 

Scandainya penguasa membandingkan pendapatan yang 
diperoleh dari pajak dengan keuntungan kecil yang 
diperoleh dari perdagangan itu, maka ia kan menemukan 
bahwa yang . 

kedua tidak- 
lah seberapa 
dibandingkan 
dengan yang 


nyak, selama 
perdagangan 
merupakan 
sumber utama pendapatan pajak. Tidak mungkin pajak 
diambil dari usaha dagang penguasa. Sebaliknya, apabila 
usaha dagang it dilkuken ora sin, pelak akan masuk 
dalam total pendapatan pajak. 


Kutipan di atas menunjukkan betapa Ibn Khaldun 
menolak intervensi pemerintah terhadap pasar. Bentuk 
intervensi yang terlihat di dalam kutipan tersebut adalah 
ikut terjunnya pemerintah sebagai pelaku ckonomi di pasar 
yang diikuti dengan praktik monopoli, penimbunan barang, 
dan pematokan harga yang tidak adil. 

Bentuk intervensi yang demikian sangat merugikan 
masyarakat di satu sisi dan pemerintah sendiri di sisi yang 
Jain. Karena tindakan tersebut mengakibatkan rusaknya 
sistem pasar dan sistem perpajakan. Padahal pasardi satu 
sis, merupakan tempatdi mana masyarakat mendapatkan 
mata pencahariannya. Pasar merupakan pusat kegiatan 
ekonomi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain, pajak 
merupakan sumber utama pendapatan negara." 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa itu 
perdagangan merupakan sumber utama mata pencaharian 
masyarakat di samping pertanian, pertukangan dan bekerja 
di pemerintahan. Sementara itu, pajak merupakan satu- 


Justisia Edisi 19 Th. IX 2001 


satunya sumber utama pendapatan negara. Sehingga wajar 
apabila Ibn Khaldun kemudian menolak bentuk intervensi 
yang demikian ini. Bahkan di salah satu alinea dari kutipan 
di atas terlihat Ibn Khaldun memberikan saran bahwa 
pemerintah tidak perlu ikut terjun sebagai pelaku ekonomi 


untuk menam- 

bah pendapa- 

tannya guna 
memenuhi 
kebutuhan yang 
sifatnya tidak 
urgen, Cukup- 
lah ia mengelola 
sistem perpa- 
jakan dengan 
baik. Hal ini 
tersirat dari 
tulisannya yang 
berbunyi: “Se- 
andainya pengu- 
asa memban 
dingkan penda- 
patan yang dipe- 
toleh dari pajak 
dengan kcun- 
tungan kecil yang diperoleh dari perdagangan itu, makaia 
kan menemukan bahwa yang kedua tidaklah seberapa 
dibandingkan dengan yang pertama” 

Pemikiran Ibn Khaldun ini sangat dipengaruhi latar 
belakang kehidupannya, di mana pada waktu sebagian besar 
mata pencaharian penduduk adalah pedagang dan 
pendapatan utama pemerintah hanyalah berasal dari 
pungutan pajak. Ditambah lagi, pendekatan yang digunakan 
oleh Ibn Khaldun di dalam meulis karyanya itu 
(Mugaddimaf) adalah pendekatanempiris-historis. 

Dengan demikian ini. menunjukkan bahwa' moral 
pemerintahan pada saaritu-benar benartelah'bobrok karena 
mereka rakus akan harta benda sehingga sampai merampas 
sumber mata pencaharianvrakyatnya. Ini'dengant sangat 
jelas terlihat dari bahwa kutipantersebut diawali dengan 
kalimat: “Ketika sebuah dinasti berada dalam kesulitan 
keuangan karena sejumlah kebiasaan hidup mewah dan 
pengeluaran yang banyak serta tidak cfisiennya pendapatan 
pajak untuk menutupi kebutuhannya”. 

Sebenarnya penolakan Ibn Khaldun terhadap 
intervensi pemerintah bukanlah sebuah pernyataan yang 
tanpa alasan. Namun, karena beberapa alasan, yang mana 


alasan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para 
pembuat kebijakan di pemerintahan. Alasan-alasan itu 
terlihat pada beberapa kalimat kunci berikut ini: Pertama, 
“Ketika sebuah dinasti menemukan dirinya berada dalam 
kesulitan keuangan karena sejumlah kebiasaan hidup 
mewah..” . Ini menunjukkan bahwa tindak intervensi itu 
tidak didorong oleh suatu keinginan yang baik, namun 
Justru sebaliknya untuk menutupi pengeluaran yang ia 
gunakan untuk biaya hidup mewah, 

Kedhwa, kalimat Mereka dapat melakukan ini dengan 
menggunakan kekuasaan atau dengan memborong dengan 
harga serendah mungkin", Ini menunjukkan bahwadengan 
ikut terjunnya pemerintah sebagai pelakwvekonomi di pasar 
mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan tidak adil, 
karena ig memiliki dua kekuatan, yaitu'modal yang jauh 
lebih besar dan kekuasaan politik yang dapat melakukan. 
pemaksaan, yang mendukungnya untuk melaktikan praktik: 
berbagai kebijakan yang”tidak adil, seperti melakukan 
tindak monopoli, penimbunan barang dan pematokan 
harga yang tidak adil, ebagaimara terlihat dalarvkutipan 
tersebut. 

Ketiga, kalimat “Merekasendiri tidak akan mampu 
bertahan lebih lamatuntuk berdagang, padahal berdagang 
(Merupakan mata pencahariammeteka. Ini menunjukkan 
bahwapersainganyyang tidak sehat yang terjadi di pasar 
akibat dartintervensi pemerintah tersebut mengakibatkan 
masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Dengan kata 
Isinytindakan tersebut telah mengarah pada perampasan 
pasar yangdtmertipakan tempat mereka mendapatkan 
sumber mata pencahariannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan 
intervensi pemerintah yang ditentang oleh Ibn Khaldun 
adalah tindakan yang mengakibatkan rusaknya sistem 
Pasar, yang mengarah pada suatu keadaan ekonomi yang 
lebih buruk dan merugikan kehidupan ekonomi 
masyarakat pada umumnya sebagaimana terlihat di dalam 
kutipan di atas. 

“Apabila kita berpijak pada pendekatan Ibn Khaldun 
yang bersifat empiris-historis, namun bercorak mora/scr- 
entitic approach to history sebagaimana disebutkan di 
muka, maka tulisan tersebut dimaksudkan agar penterintah 
tidak melakukan hal yang serupa, yaitu melakukan tindakan 
intervensi yang semacam itu. Karena akibat yang 
ditimbulkannya sangat merugikan kehidupan masyarakat 
pada umumnya. 

Sepanjang analisis di atas kita telah mendapatkan 
gambaran mengenai pemikiran Ibn Khaldun tentang 
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perdagangan, pasar, dan otoritas pemerintah terhadap 
pasar. Selanjutnyagtimbul pertanyaan, yang merupakan 
inti pemmasalahan, yikni bagaimana konsep Ibn Khaldun 
tentang ekonomi pasar bebas? Di mana letak kontinuitas 
pemikiran Tbn Khaldun terhadap pemikiran ekonomi Is 
Jam sebelumnya? Dan di mana kedudukan pemikiran Ibn 
Khaldun tersebut? Untuk sampai ke jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan tersebut kita memerlukan beberapa 
pertimbangan yang perlu dicermati. 

Pertama, konsep Ibn Khaldun mengenai perdagangan 
tidaklah berbeda dengan pemikiran para ulama' figh. Hal 
ini terlihat dengan bahwa menurutnya perdagangan harus 
dijalankan atas dasar suka sama suka (bebas/tidak ada 
unsur paksaan dan intervensi dari pihak manapun) dan 
tidak melanggar ketentuan batas-batas syari'at. 

(Kedua, konsepnya mengenai pasar, bahwa pasar 


merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat, karena 
itu tidak boleh ada intervensi langsung dari pemerintah 
peda prinsipnya senada dengan pemikiran para ulama figh 
Ha ini terlihat bahwa pada kenyataannya, para ulama figh 
pada umumnya menolak intervensi langsung pemerintah 
terhadap pasar. $ 

Ketiga, Iba Khaldun meskipun terlihat menolak 
intervensi langsung pemerintah terhadap pasar, namun ia 
memberikan peluang kepada pemerintah untuk masuk 
ke dalam pasar dengan berperan sebagai lembaga pengawas 
pasar, yang berfungsi menyelediki tindak kecurangan dan 
penyelewengan yang terjadi di pasar. Konsepnya mengenai 
lembaga hisbah inipun tidak berbeda dari para ulama' 
figh sebelumnya. 

Keempat, Ibn Khaldun di dalam menguraikan 
pemikirannya tentang perdagangan, pasar dan otoritas 
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pemerintah sepenuhnya tidak menggunakan pendekatan 
normatiftekstual, namun menggunakan pendekatan 
@mpiris-historis yang nampak sekuler dan materialistis. 
Namun meskipun begitu pendekatannya tersebut bercorak 
moral scientific approach to history. Artinya meskipun 
pendekatan yang ia gunakan sekuler (sepenuhnya ilmiah) 
namun ja tidak meninggalkan pertimbangan-pertimbangan 
moral. 

Dari beberapa analisis di muka dan berdasar beberapa 
pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa isi dari 
pemikiran ekonomi pasar bebas Ibn Khaldun adalah bahwa 
Ibn Khaldun mempercayakan kegiatan ekonomi 
masyarakat kepada mekanisme pasar. Karena itu, 
pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan 
intervensi langsung terhadap pasar. 

Meskipun begitu, Ibn Khaldun juga memberikan 
peluang kepada pemerintah untuk masuk ke pasar namun 
hanya berperan sebagai pengawas pasar yang berfungsi 
melakukan penyelidikan dan menindak tindak 
penyelewengan, kecurangan dan penipuan yang berkaitan 
dengan aktivitas ekonomi masyarakat di pasar. 

Pemikiran Ibn Khaldun mengenai ckonomi pasar 
bebas ini pada prinsipnya tidak bertentangan dengan 
pemikiran para ulama' figh. Pada umumnya mereka 
menolak intervensi langsung pemerintah terhadap pasar, 
seperti terlihat dalam diskusi mereka mengenai pematokan' 
harga di pasar. Keterlibatan pemerintah terhadap pasar 
menurut mereka adalah sebagai pengawas pasar yang 
bertugas mengawasi dan menyelidiki tindak,kecurangan 
dan penyelewenang di pasar, 

Jadi, dengan kata lain, antara pemikiran Ibn Khaldun. 
dengan pemikiran ekonomi Islam sebelumnya terlihat 
| adanya kontinuitas. Adapun di manakah, kedudukan 
| pemikiran ekonomi IBfVKhaldun di antara pata.pemikir 
4 ekonomi sebelumnya adalah bahwa Ibn Khaldun didalam 
| mengulas pemikiran ekonomlinyalia menggunakan 
pendekatan empirik historisssedangkampernikiran.ekonomi 
sebelumnya menggunakan pendekatan normatif tekstual. 
Artinya pemikiran ekonGmi pasar bebas yang dikeluarkan 
oleh para ulama" figh yangmormatif tekstual itu, ia 
kembangkan menjadi pemikiran ekonomi pasar bebas yang. 
empiris-historis, tj) 


Agus Fakhrina, 

| Alumnus Fakultas Syari'ah 
IAIN Walisongo, Mantan Redaktur 

Pelaksana Justisia 


Jusrisia Edisi 19 Th. IX 2001 59 LI 


Pendekatan Historis-Sosiologis 
dalam Formulasi Hukum Islam 


(Studi terhadap Pemikiran Hukum Fazlur Rahman) 


Dr. Ahmad Rofig, MA 


azlur rahman merupakan salah seorang 
pes besar Islam akhir abad ini. 

Kebesarannya itu ditunjukkan dalam 
pergulatan dialetikanya dengan pemikiran- 
pemikiran yang “mapan? baik pemikir klasik 
maupun pemikir tradisionis modem yang secara 
langsung dihadapinya ditanah kelahirannya, Pa- 
kistan. 

Karir intelektualannya dimulai di Punjab 
University dalam bidang sastra Arab pada 1942. 
Tahun 1946 ia mengambil studi doktor di Ox- 


- ford University Inggris, dan memperoleh'gelar 


PhD. pada tahun 1951. Selanjutnya ia mengajar 
di Durham University Inggris, kemudian di 
MCGill University pada Institute for Islamic stu- 
dies. 

Tahun 1960-an ia kembali ke Pakistan dani 
diangkat sebagai staf senior /pada institut of Is- 
lamic Research. Dua tahun kemudian, ia dipilih 
sebagai direktur lembagariset terebut Disinilah, 
Rahman mengawali elaborasi pemikirannya, 
terutama ketika'ia diangkat sebagai Dewan 
Penasehat Ideologi Islam tahun 1962. 


Pemahaman Rahman atas Al- 
Gur'an dan As-Sunnah 

Rahman memahami Al-Ouran tidak 
berbeda dengan pemikir Isin, la mengakui dan 
meyakini bahwa Al-Our'an merupakan kalem 
Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad 
dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun, Tanpa 
kepercayaan ini, tak satupun yang dapat menjadi 
sorang muslim nominal (Divine Revelation.6 


Pazlur Rahman menekankan bahwave/an dasar 
Al-Ouran adalah moral,edari mana mengalir 
penekanannya yang tegas terhadap monoteisme 
maupun keadilan sosial” Hukum moral adalah 
abadi, ia merupakan perintah Tuhan. 

Nabi Muhammad $,A W sebagai peneruna 
Wahyu adalah seorang pribadi yang keseluruhan 
karakter, perilaku aktualnya, rata-rata jauh lebih 
unggil ketimbang manusia umutanya. Atas dasar 
pemikiran ini Fazlurrahmam' mengambil benang 
merah bahwa ortodoksi Islam Secara logis benar, 
bahwa para nabi hatus.dipandang kebal dari 
kesalaha-kesalahan Serius (Yama. Muhammad 
Idalahumanusi semacam ini, yang pada faktanya 
merupakati satu-satunya manusia seperti itu yang 
dikenal ejarah. Itulah sebabnya, seluruh 
pelakunya dipandang oleh kaum Musim adalah 
sunnah atau “model sempurna" (Islam,32,33, 
Major Themes, 96100) 

Rahman membedakan pesan moral Al- 
Ou'an dengan pesan moral pesifiknya Disinilah 
ia mengedepankan pendekatan historisnya yang 
ketat (Some Islamic Isues.299) Menurutnya, 
bidang legal spesifik merupakan transaksi antara 
keabadian kalam Allah dan situasi ekologis aktual 


“Arabia pada abad ke tujuh. Aspek ekologis ini 


tentu saja dapat dikenakan perubahan (lamic 
Moderism,330,331)aselkan bidang moral atau 
prinsip-prinsip moral yang berada dibalik 
ketentuan legal specifik tetap terjaga.(/slamic 
Modernity,7). 

Bagi Rahman, tujuan Al-Ouran adalah 
menggakkan suatu tata sosial yang adil dan 


egaliter serta”dapat bertahan dimuka bumi. 
Tujuan dah didengungkan Muhammad sejak 
semula, dan intensitasnya tidak kurang dari 
intensitas ide monoteistis yang selalu terkait 
secara organis dengannya (Islam, 12). Ia 
menunjukkan contoh graduasi legislasi suatu 
hukum, Pertama, sebelum memperkenalkan 
suatu ketetapan atau perubahan sosial, terlebih 
dahulu dipersiapkan landasan yang kokoh 
baginya, barulah ketetapan Al-Gur'an tentang 
suatu hukum - baca Riba, lihat juga Khamr - 
dikeluarkan. Kedua, legislasi al Guran selalu 
memiliki latar belakang atau konteks historis 
yang oleh para mufassir disebut dengan ashabah 
puzul Meskipun ia juga mengkritik literatur 
tentang asbab ahauzul yang bertentangan dan 
kacau balau, Kekacauan ini terjadi karena para 
mufassir tidak pernah menyadari siginifikansi 
yang nyata dalam memahami inti perintah- 
perintah Al-Ouran, walaupun mereka sadar akan 
pentingnya konteks situasional tersebut Rahman 
menyatakan: 


“Dalam kenyataannya, al-Ouran itu laksana 
puncak sebuah gunung yang terapung 
Sembilan persepuluh darinya terendam di 
bawah permukaan airsejarah dan hanya 
sepersepuluh darinya yang tampak 
dipermukaan. Tidak satupun dari orang-or- 
ing yang telah berupaya memaliami l-Guran 
secara serius dapat menolak (kenyataan) bahwa 
sebagian besar al-Our'an mengyaratkan 
pengetahuan tentangsituasi-stuasi kesejarahan 
yang baginya pernyataan-pernyataan al 
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Our'an memberi solusi-solusi, komentar- 
komentar dan respons”. (Itkm and Moder: 
ity 18) 

Kedua karakteristik itu sangat penting 
kedudukannya dalam memahami pendekatan 
historis-kronologis yang dikedepankannya dalam 
memahami pesan seutuhnya Al Gur'an. Dengan 
kata lain, Rahman menekankan bahwa “AI Gur'an 
terutama sekali adalah sebuah kitab prinsip- 
prinsip dan seruan-seruan keagamaan serta 
moral, bukan sebuah dokumen legal” Jadi yang 
menjadi sumber hukum Islam, dalam 
pandangannya adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai 
atau tujuan-tujuan moral Al Gur'an, bukan teks 
harfiahnya. “Bersikeras mempertahankan 
implementasi harfiah ketentuan-ketentuan Al 
@uran, dengan menutup mata perubahan sosial 
yang telah dan tengah terjadi secara gamblang 
ditengah mata kita, sama saja dengan 
menghancurkan secara langsung maksud- 
maksud dan tujuan-tujuan sosial - moralnya. 

Adapun aplikasi metodologinya, ia 
mengemukakan pertama, seseorang harus 
bergerak dari penanganan kasus-kasus konkret 
Al Gur'an - dengan mempertimbangkan 
kondisi-kondisi sosial yang penting dan relevan 
pada waktu itu (waktu ayat Al Ouran diturunkan) 
- kepada prinsip-prinsip umum yang di atasnya 
keseluruhan ajaran gjaran Al Our'an berpusat. 
Kedua, dari perangkat yang umum ini harus ada 
suatu gerakan balik kepada legislasi specifik 
mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang 
relevan pada masa sekarang ini (Ilam and.Mo- 
dernity,20) 

Akan halnya persepsi. Rafiman terhadap 
sunnah dan hadits, ia menekankambahwa konsep 
sunnah sesungguhnya telah eksis sejak aal Is- 
lam. Ia menunjuk isyarat Al Our'an bahwa pada 
diri Rasul terhadap usah hasanah(teladan yang 
baik atau contoh yang harusddiikuti). Dasi'sini 


kaum muslim sejak awal telih'memandang " 


perilaku nabi sebagai suatu konsep. Dalam hal 
ini, seperti halnya para muhaddisun yang 
menempatkan sunnah rasul secara utuh baik 
sebelum diutus (gob/2 al bi'sah) maupun 
sesudahnya. 

Lebih dari itu perkembangan konsep 


sunnah menurutnya adalah sebagai tradisi yang 
hidup dari masyarakat muslim. Ia memberikan 
gambaran, “penyelesaian - penyelesaian ad/hoc 
dari nabi, yang juga merupakan sunnahnya, 
tidaklah dipandang secara kaku (rigid) oleh 
generasi-gencrasi muslim awal. Mereka (para 
sahabat) menyempurnakan dan menafsirkan 
sunnah Nabi secara kreatif menjadi “sunnah yang 
hidup” untuk menghadapi faktor-faktor dan 
benturan-benturan baru, Ia menunjuk contoh 
penafsiran ini dengan serangkaian kebijaksanaan 
“Umar ibn AlKhattab serta aktivitas-aktivitas 
pemikiran juristik awal. Dengan demikian, 
“pematangan” sunnah tersebut telah dilakukan 
oleh para sahabat secara progresif melalu jihad 
dan giyas. Dalam batas-batas tertentu, Rahman 
berkesimpulan bahwa “sunnah yang hiditp” itu 
identik dengan ijma' kaum muslimatau praktek 
yang disepakati, dan bahwa “sunnah yag hidup" 
meruakan suatu proses yang tengah berlangsung 
karena disertai dengan ijtihad dan tjma', 

Dari sini kemudian Rahman mengkritik 
al-Syafi'i yang telah berjasa merumuskan 
metodologi kritik'hadits, yang meniadakan 
sunnah yang hidup menjadi sunnah normatif Ya 
menjelaskan, “sernentara ptosespencapaian ijma' 
yangdemokratis tengahiberjalan, muncul gerakan 
kuat yangymenghendaki keseragaman dan 
menyerukan substitusi hadits untuk proses ijtihad 
ijima”. Gerakan yang dipelopori Syafi'i ini 
memberikan peranan:suhnah - ijtihad - ijma' 
kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi dipahami al 
Syafi'i secara harfiah dan sama sekali bersifat 
mutlak,'Serta wahana satu-satunya bagi 
transmisinya adalah hadits. Akibat penalaran al 
Syafti ini, hubungan organis antara sunnah - 
ijtihad - ijma' menjadi rusak “ (Islamic Method: 
ology, 0-4). 


Pendekatan Historis - Sosiologis: 
Sebuah Keharusan 

Mengikuti sepintas pemikiran Fazlur 
Rahman, secara substansial ia lebih banyak 
mengacu metode dan aplikasi yang ditempuh 
“Umar ibnu al-Khattab, walaupun ia juga tidak 
dapat menghindari keterpengaruhannya atas 
pemikiran Abi Ishag Ya'gub ibn Ibrahim al- 


Syatibhi al-Maliky. Pemikiran al-Syatibhi yang 
menonjol adalah rumusannya tentang konsep 
maslahat - atau kepentingan umum - dalam 
tujuan syari'ah diturunkan. 

Dalam konteks pemikiran pembaharuan 
hukum Islam sekarang ini, pendekatan historis 
sosiologis dengan mengacu pertama, seseorang 
harus memahami arti atau makna suatu 
pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi 
atau problem historisddimana pernyataan tersebut 
merupakan jawabannya. Ten saja, sebelum 
mempelajari teks-teks specifik dalamvsinaran 
sitwast spesificnya, suatukajian umurn mengenai 
Situasi makronyang dalam.batisan-batasan 
masyarakatnya, agama, adat.istiadat, pranata- 
pranata bahkan tentafig kehidupan secara 
menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam 
tidak bisasdikesampingkan. Kedua, 
mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik 
tersebut dimmenyatakannya sebagai pernyataan- 
periyatean yang memiliki tujuan moral-sosial 
umum yang dapat disarikan dari teks-teks 
specifik al gur'an dari sinaran latar belakang 
sosio-historisnya dan ratio-legisnya. Dari sinilah 
kemudian dapat ditemukan suatu jawaban 
terhadap persoalan-persoalan konkret dewasa 
ini, 


Penutup 

Mengakhiri sketsa singkat ini, berbagai 
kekurangan dan kelebihan metode pemahaman 
hukum Islam dengan pendekatan sosiologis 
historis yang dikemukakan Fazlur Rahman, 
dalam menjawab setiap problematika hukum 
kontemporer perlu direspons secara apresiatif, 
Selain itu, pendekatan multidisipliner juga tidak 
bisa diabaikan. 


Bagaimanapun, hukum akan memiliki - 


makna dan membawa kemaslahatan bagi 
kepentingan umum apabila paradigma yang 
digunakan adalah sinaran jiwa a-Ouran itu 
sendiri yang lebih menekankan prinsip-prinsip 
moral. (1) 


Dr.A. Rofig, MA, 
Pakar Hukum Islam dan Dekan 


Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 
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@ POLITIKA 


Nasib Demokrasi 


Ismunif Javid Sirsaeba 


makan” perpolitikan Tanah Air, Akhir-akhir ini, betapa kita disuguhi 

aneka menu" yang tidak saja memukau, tapi juga membuat kita 
harus geleng geleng kepala. Mula dari persoalan seputar politisasi Pansus 
Buloggatedan Bruneigate yang berakibat pada memorandum, Il dan Sl, 
sampai jatuhnya Gus Durdan naiknya Mega. 

Romantika perjalanan perpolitikan tersebut, andaikan kita tarik 
benang merahnya, maka bisa ditasiri-meminjam bahasa O' Donnell dan 
Schmitter— sebagai “proses transisi menuju demokrasi” Jika pendapat saya 
ini disepakati, bisa benar apa yang pernah diramalkan Presiden Clinton, 
bahwa, Indonesia akan menjadi “negara demokrasi terbesar ketigadi'dunia 
setelah AS dan India." 

Untuk itu ada banyak alasan yang bisa saya kemukakan: pertama 
nyatanya, di bawah kepemimpinan Gus Dur, betapa dunia politik kita 
pernah dibuat tersenyum oleh keputusan pemnerintah untuk mencabut 
Keppres No 29 Tahun 1988 tentang Badan Koordinasi Stabilitas Nasiorial 
(Bakorstanas) dan Keppres No 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus 
(Litsush dua Keppres yang sering dijadikan “para Orba dalammehgebiri 
iklim demokrasi alias melanggengkan kekuasaan (Status guc): melalui 
praktik-praktik otoritersrepresif lewat lembaga-lembaga 
kstrakonstitusional, 

Sebelum itu, sebendrnya telah dibubarkan Dewan Penegakan 
Keamanan dan Sister'Hukum (DPKSH) yang dibentuk Pemerintahan 
Habibie melalui Keppres No 191Tahun 1998-yang konon disinyalir mirip 
State Law and Order Restoraton Counat! (SLORC) di Myanmar yang 
merupakan instrumen represif dari rezim militer otoriter di negeri itu 
(Kompas 13/37/2000), 

Pembubaran itu pum'Tantas ditangkap positif oleh Pangab TNI 
Laksamana Widodo AS, bahwa TNI akan “hengkang” dari panggung politik 
dan lebih memfokuskan pada fungsi pertahanannya (Back to borrad, 

“Kedua, satu pelajaran yang bisa diambil dari Gus Dur adalah tik tak 
politiknya, meskipun dinilai banyak kalangan terlalu over confidenee kini 
kita saksikan betapa oposisi mulai bernafas. Lihatlah budaya kritik terhadap 
eksekutif (meskipun seringkali terkesan berlebihan dan mencar-cari 


Ga saja ada “secuil roti manis" yang dapat kita petik dari “meja 


kesalahan belaka) datang darifmana, sej. JiKarkabar itu benar, sungguh 
merupakanangin barubagi masadtpan demokrasi Indonesia. 


Menata Hardware 

Dalam wilayahupolitiks-serentetan kejadian-kejadian tersebut 
setidaknya memiliki.dua makngstrategis, dan simultan. 

Makna yang peftama, menunjukkan adanya kesungguhan 
pemerintahan Gus Durvdan Mega dalam menata kembali perangkat: 
perangkatKtras (harhrird yang diobrakabrikoleh rerim-ezim sebelumnya. 
Pemerintahan transisi berupaya mengganti baut-baut lama yang tidak laik 
pakai dengansekrupssekrup baru yang lebih baik. 

Merigutip pemikiran Eep Saifullah Fatah (2000), penataan bardirare 
minimal meliputi empat hal: pertama, pergantian dan perubahan para 
pelaku dalam sistem itu dengan memperbanyak pelaku yang lebih bersih 
dan otentks Kera penataan kembali berbagai embagaatau institusi dalam 
masyarakat, termasuk di dalamnya partai politik, parlemen pusat dan 
daerah, pemerintahan secara keseluruhan, gerakan sosial dan oposisi, ketyga, 
memperbaiki dan mengganti aturan-aturan lama dengan aturan-aturan 
baru yang lebih baik dan menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat, 
dan keempat, membentuk mekanisme-mekanisme baru—termasuk 
mekanisme politik baru-yang lebih transparan, adil dan demokratis. 

Pemenuhan keempat hal tersebut sudah sepatutnya diselesaikan 
pemerintah dalam jangka pendek. Dan rupa rupanya hal itu sudah mulai 
dilakukan Gus Dur, meski tekhnisnya sering dinilai banyak pengamat tidak 
bijak, seperi pembubaran Deppen dan Depsos, mutasi besarbasaran pejabat 
tinggi negara, semisal yang terjadi di Departemen (Menteri) Keuangan dan 
di tubuh TNI, dan pembubaran Bakorstanas, dan Litsus. Entah langkah 
berani Gus Dur ini bisa dilakukan oleh Mega-Hamzah atau tidak. 


Gelombang Kebangkitan Rakyat 

Dan makna #edug menguatnya peran publik (public $pherd. 
Kedaulatan rakyat semakin menemukan momentumnya. Benar, kata 
O'Donnell dan Schmitter dalam magnum opusnya Transisi Menuju 
Demokrasi bahwa dinamika transisi dari pemerintahan otoriter bukanlah 
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sekadar soal disposisi-disposisi, kalkulasi-kalkulasi dan pakta-pakta 
(perjanjian, konspirasi) kelompok-kelompok elite 

Namun lebih jauh, dapat melahirkan “gelombang kebangkitan rakyat” 
(popular upsurg akibat dari mobilisasi rakyat yang meluas, yakni gelombang 
pasang rakyat yang bersamanya berbagai ragam lapisan masyarakat 
(kelompok-kelompok agama, pejuang-pejuang HAM, kaum intelektual, 
seniman, dan lain-lain) saling bahu-membahu dalam mengupayakan 
demokratisasi, mencari identitasnya dengan pelbagai unjuk rasa, turun 
jalan, “pora elpueblo ilpopola lepeuple, ho os, "ulis ODonnell dan 
Schmitter. | : 

Gelombang kebangkitan rakyat ini, di Indonesia puncaknya terjadi 
saat kejatuhan Soeharto (21 Mei 1998), yang ekhirnya melahirkan 
pemerintahan #ansis'dengan 
legitimasi penuh dari rakyat 
di bawah kepemimpinan Gus 
Dur dan Mega (walaupun 
kemudian menjadi beran- 
takan pasca jatuhnya Gus 
Dur). 

Dalam perjalanannya, 
rakyat terus merangsek dan 
meminta jatah ruangnya yang 
telah lama diambil pemerin- 
tahan Orba. Mereka meng- 
hendaki bergaining position: 
nya semakin tinggi di 
hadapan negara. Penguatan 
nilai tawar itu, setidaknya 
ditandai dengan munculnya 
desakralisasi kekuasaan, 
degradasi kewibawaan Orba, 
dan penolakan “politik 
pembusukan" yang selama 
ini dilakukan rezim Sochartos 

Tuntutan rakyat secara 
beruntun kepada pemerintahan cran5is#fsupaya membuka kembali “luka: 
luka demokrasi” yang dibusukkart rezim Orbayseperti kasus Tanjung Periok, 
Massinah, tragedi 27 JUli1996, Udin, mengusutketerlibatan Golkar dalam 
berbagai kasus megakorupsi, dan Iin sebagainya, serta mengkristalnya 
tuntutan masyarakat agar pemeritntah melikukan pelurusan (reinterpretasi) 
sejarah yang sengaja didistorsi penguasa Orba untuk melanggengkan kursinya 
seperti pelurusan terhadap kasus Supersemar, Serangan Umum 1 Maret di 
Yogyakarta, serta penyempitan peran tokoh-tokoh Islam (semacam Natsir, 
Sjafruddin Prawiranegara), dan beberapa tokoh pergerakan lain semisal Tan 
Malaka dalam mewarnai kesejarahan Indonesia adalah sekadar indikator 
betapa posisi rakyat lagi naik daun dan nilai tawar negara sedang turun. 

Gelombang kuat kebangkitan rakyat ini maklum adanya. Pasalnya ia 


terjadi saat mobilisasi rakyat berlangsung secara luas, serentak dan meluas 
di masa lalu. Apalagi ia didukung oleh penindasan yang berlangsung selama 
32 tahun dengan tampilnya pemerintah otoriter Soeharto. 

Bagi saya, jika gelombang kebangkitan itu melenggang tanpa konttol, 
sangat mungkin ia akan menjelma menjadi “politik balas dendam” (ven- 
detta) yang mengutuki setiap produk rezim yang dibencinya. Naga-naganya 
endettaini sering menjadi rahim bagi lahirnya “brutalisme,” dan anarkisme, 
yang menghambat kelempangan demokrasi. 

Sebab, tidak mustahil, sendert2 malahmemicu konflik vertikal dan 
horizontal. Dan itu sama artinya menghidupkan kembali mesin gilas 
disintegrasi. Dalam konteks inigbetapa kita saksikan ancamarydari Am- 
bon, Aceh dan Papua yang siap melakukan agresi ke Jakarta, ketika katub 

“pementram' tak lagi mem- 


Pan 
Sebelum berharap ba: 


nyak terhadap kelahiran 
transisi menuju demokrasi, 
kita perlu membuka kembali 
file sebuah teori dissipate 
structure yang mengatakan, 
ada dua probabilitas yang 
bakal terjadi dalam masa 
dhaos(baca: transis): collapse 
(semakin hancur, otoriter) 
atau escape to high system 
(kembali kepada tatanan 
yang lebih baik, demokratis). 
Pertanyaannya, dengan 
serentet indikasi di atas, 
benarkah sekarang ini kita 
sedang berada dalam rel 
probabilitas kedua yakni jalan 
menuju demokrasi? Jawaban- 
nya belum tentu, 


Ramalan Gus Dur dan Telikungan Transisi 


Seorang Abdurrahman Wahid sebelum menjadi presiden, dalam - 
tulisannya “Masa Depan Demokrasi di Indonesia(Kampas 1 September 
1998),” pernah meramalkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan 
tegak pasca-pemilu 1999. Sebab, menuruinya, konstelasi politik yang ada 
belum memungkinkan tumbuhnya demokrasi yang sebenarnya karena 
masih banyaknya rekayasa dan intrik yang berlaku. 

Di samping alasan-alasan lain yang ia kemukakan-yang menurut 
penulis, masih cukup relevan diketengahkan untuk waktu sekarang-scperti, 
a) masih adanya sistem-sistem politik yang memungkinkan terjadinya 
status guo, (b) tradisi kita belum melahirkan budaya politik yang sehat, (c) 
belum terjadi perpindahan titik-berat dari kerja institusi-institusi yang ada, 
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(d) dalam jarak lima sampai sepuluh tahun ini, pihak yddikatif belum 
memiliki independensi penuh dan—sedikir banyak-masih bergantung pada 
pihak eksekutif dan () seiring dengan rencana digulrkannya Otonomi 
daerah, maka pemindahan keamanan (tanp4 kecuali perimbangan 
keuangan) dari pemerintah pusat dan daerah, bukanlah,sesuatu yang, 
gampang dicapai, semudah membalikkan telapak tangan. 

Kalau toh, ramalan Gus Dur itu kit. percayai kebenarannyaf maka 
kebenaran pendapat yang mengatakan "bahwa tidak ada garansi, tonggak 
reformasi yang ditancapkan rakyat Indonesia dua tahtun lalu, serta 
dimulainya masa transisi oleh/Gus'Dur dan Megawati yang kemudian 
berganti pemerintahan Mega Hamzah akh menemui Agppy ending berupa 
terkonsolidasikannya demokrasi di Indonesia,” sulit kita tolak, Artinya 
sangat rasional, gerbong trasiSi'ini tidak menuju ke terminal demokrasi, 
tetapi sebaliknyayjustru kembali.ke terminal otoriter-represif. 

Pendapatini bukanlah omong kosong: Dalam kamus politik (terlebih 
di erzera transisi Konsolidasi) dikenal dua Kelompok. #ertama kelompok 
“atikera (durod yang percaya bahwa pengekalan pemerintahan otoriter 
adalah mungkin dan sangat diharapkan (penguasa) bila bukan menolak 
sama sekali bentuk demokrasi, maks dengan menciptakan tameng, 
kelompok ini berharap agar dapat terus mempertahankan corak hirarkis 
dan otoriter dalam kekuasaannya. 

Kedua, kelompok "garislunak” (6/andos), yang memiliki 
kecenderungan untuk menggunakan represi dan mentolelir tindak 
kekerasan-atau bisa jadi mengelola kekerasan (che realm Of coercion) 


'untuk melanggengken reaimnya sebagaimana dilakukan Orba-kementrian 
dkhusus atau agen-agen keamanan. 

Pata dasarnya, kedua kelompok tersebut samasama gandrung 
diktator, Is adalah kelompok yang menerapkan kediktatoran dan penindasan 
slam pemerintahannya, sembari mengobra janji demokrasi kebebasan di 
masa depan bagi rakyatnya. Mereka mengklaim dirinya sebagai bentuk 
pemerintahan terbaik bagi masyarakatnya. Bahayanya, kala naiknya kedua 
kelompok ini ke atas tampuk kekuasaan, justru difasilitasi oleh periode- 
periode konflik sosialdan mobilisasi politik yang intens. Akibatnya, mereka 
dianggap sebagai dewa penolong (mesiunismn9 yang steril dari dosa-dosa 
politik Jjakejak patologis mereka benarbenar sirna dari panggung poli 

Adanya kedua mass itulah, barangkali yang dimaksudkan O'Donnd 
dan Schmmiter (1993) bahwa situasi transisional mengandaikan adanya 
rangkaian pelbagai ketidakpastian dan ketidakmungkinan ketika demokrasi 
dijadikan sebagai tujuan, bukan sebagai cara hidup (way of/if. Dalam 
konteks seperti ini, rentan terjadi seorang pejuang gigih demokrasi, 
sebagaimana yang menjadi klaim dan retorika mertka, malah berubah 
menjadi sosok yang otoriter, Demokrasi menjadi komoditas murahan 
bagi dagangan politik yang mereka tawarkan ke manamana. Asalkan 
menguntungkan dan menghasilkan beneffrpoints why.not(Burhanuddin, 
1999). 

Menurut prasangka politik, tidak menutup kemungkinan, Gus Dur, 
Megawati, Hamzah Haz, Amien Rais dan siapa pun para pelaku elite 
politik kita tanpa kecuali, akan tergelincir dalam “sumur kematian” ini, 
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Sebab, untuk Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri saja, jika dilihat dari 
tipikal kepemimpinan yang dimiliki keduanya, yaitu matura/ leader, bukan 
 politial kader, yang memiliki kharisma luar bias, peluang mereka berdua 
untuk memperkokoh (ver/9) “sokoguru” kekuasaannya bukanlah hal sulit. 
Untuk analisis ini sang filsuf Bertrand Russsell (1984) pernah 
berselorohs “mungkin sebagian besar ahli tidak menyadari, bahwa jika 
mereka memiliki kekuasaan, kecende- 
rungan mereka pada tirani akan Pu 3 
berkembang, dan mereka tak lagi 
seramah dan semulha sebelumnya”. 
Dan Lord Acton telah mempro- 
klamirkan teorinya yang masyhur 
itu: power tends to corrupt. 


Beberapa Agenda 

Memimpikan Indonesia sebagai 
negara demokrasi terbesar di dunia (the orld'sthird! 
largest democracy) setelah Amerika dan India bukanlah hal gampang yang 
hanya membutuhkan waktu sebentar dalam pencapaiannya. Centang- 
perentang dan arak-sandung terhampar luas di depan mata. Karenanya, 
mempersiapkan strategi perang sembari terus menatap ke depan (looking 
forward) dan sesekali tengok kiri-kanan untuk sekadar mencari jalan keluar 
(Yoophalef adalah suatu keniscayaan dalam menghadapi ganasnya medan 
kepentingan (vested interest politik): yang condong manipulatif, diktator, 
otoriter, corrupt dan menghalalkan segala cara 

Alhasil, di samping tetap harus mengupayakan penataan ulang 
perangkat lunak (sofware) dengan cara membangun'paradigma/pola 
berpikir, perilaku, tabiat dan kebudayaan baru yang transparamadil dan 
demokratis sebagai kesinambungan dari upaya penataan ulang perangkat 
keras (hardiwarg, maka tidak ada salahnya kalau kita pertimbangkan tiga 
langkah strategi dalam mewujudkan Indonesia sebagai the mori: ehird' 
Jrgestdemocracysepert difatwakan Riswanda Imawan dan Maswadi Rauf 
(dalam M. Dawam Rahardjo, pengantar, 1999). 

Pertama, tasionalisasi/Kekuaszan negara. Artinya perlu dipertegas 
sejauh mana negara berhak melakukan intervensi kesdalam kehidupan 
masyarakat, dan kapan negata diperbolehkan merubah kondisi-kondisi 
yang ada dalam masyarakat Kedtanya'perlu didialogkan dan diputuskan 
secara rasional antara warga negara dengan negara. Sehingga apa yang disebut 
Antonio Gramsci (1891-1987) dengan istilah “hegemoni negara” tidak 
perlu terjadi. 

Kedua, kesiapan dan (atau mempersiapkan) keberanian warga 
masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik sehingga cukup 
menguatkan posisi tawar mereka di hadapan negara. Dalam dimensi ini, 
mewacanakan “peran” masyarakat sipil (c7vz/socrery) bagi tumbuhnya iklim 
demokrasi menjadi demikian signifikan. Karena di dalamnya menjunjung 
tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan dan kebahagiaan (kemakmuran). 

Soal masyarakat sipil (MS), dalam garis besar sekurang-kurangnya 


..agaknya perlu ditekankan, 
bahwa apapun yang terjadi saat ini 
hendaknya dibaca dalam locus 
“transisi—proses (milestone)— 

menuju demokrasi” 


POLITIKA 


Carl Gershman, memberikan empat entey point yang perlu kita garis 
bawahi: (a), MS menyedigkan wahana sumberdaya—politik, ekonomi, 
kebudayaan bahkan moral-untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan 
diantar para pejabat negara: (b), MS dengan aneka ragam serikat, Organisasi 
(baca: pluralitas di dalamnya, akan ikut memperkaya perahan partai-partai 
politik dalam hal partisipasi politik, meningkatkan efektifitas politik 
dan keterampilan warga negara yang demokratis, 
Term ini seirama dengan amatan Alexis de 
4. TocguevlG(A84O) yang menyimpulkan, 
Ul. terdapat hubungan saling 
memperkokoh di antara'parfsipasi 
dalam MSidan partisipasi dalam 
kehidupan, politike (d)” fungsi MS 
dalam membanguri/demokrasi adalah 
merekrut dan melatih pimpinan yang baru 
(pemimpin yang jujur, berpotensi dan bertanggung 
jawab: dan Empat MS setidaknya bisa diindalkan dalam menghalau, 
menghalangi dominasi suatwrezim ototiter dan mempercepat tumbangnya 
rezim itwdari singgasananya (Revolusi Demokrasi, 1994): dan (d), sikap 
penguasa politik. Penguasa pdlitik yang cenderung represif pasti akan 
menghambat proses demokratisasi, Karenanya dibutuhkan kesadaran 
mereka dalam bertikap, bertindak dan mengambil keputusan yang berpihak 
pada kemaslahatan rakyit banyak, menjunjung tinggi “daulat rakyat” 
bukannya" deulattuanku", 

'Akhirnyavsebagai pamungkas wacana, agaknya perlu ditekankan, 
bahwa apaputn yang terjadi saat ini hendaknya dibaca dalam /ocus"transisi— 
proses (my/kstoneh-menuju demokrasi”, bukannya final. Karena itu, untuk 
mewujudkan citacita besar tersebut dibutuhkan niat yang suci dalam 
berpolitik. Ingatlah petuah mendiang Soedjatmoko: “Apabila Arta berniat 
mengurangi kemungkinan adanya penindasan yang lebih besar (baca: 
otoritariantsme rezim) pada abad k21), masyarakat harus belijar untuk 
mengembangkan saluransaluran yang tidak diracuni dan kurang bersifat 
manipulatif bagi informasi, partisipasi, dan aksi politi'. 

Dengan demikian, tampaknya nasib demokrasi kita di tangan Gus 
Dur, diakui atau tidak telah menunjukkan perkembangan, meskipun belum 
sepenuhnya sesuai keinginan kita. Kini, tinggal Mega-Hamzah yang perlu 


menata kembali dan belajar dari pengalaman Gus Dur. Mampukah 


Megawati-Hamzah lepas dai jerat reformis gadungan dan demokrat 
kampungan yang mengellinginya juga bsikah ia merasiondlisasi kekuasaan 
negara dan menguatkan keberanian rakyat dalam proses politik? jika tidak 
nasib demokrasi menjadi semakin buram. (JJ 


Ismunif Javid Sirsaeba 

Mantan Pemred Majalah Jurnal Justisia, 

kini staf Puskapolham IAIN Walisongo, 

dan Direktur Eksekutif Yayasan Kasih Nurania 
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erakan Mahasiswa: 
Dulu, Kini dan Esok 


Muhammad Az 


baru pun muncul. Tiga kali sudah pergantian pucuk pimpinan 
nasional terjadi dalam waktu tiga tahun, Inikah hasil signifikan 
refoimasi yang digulirkan mahasiswa tiga tahun lalu? 

Syahdan, tiga tahun lalu aksi mahasiswa berhasil memaksa Soeharto 
lengser dari tampuk kekuasaannya. Pun menamatkan riwayat orde baru 
yang awalnya disokong mahasiswa dan telah berkuasa selama tigadasa 
Warsa, Berbeda dengan gerakan mahasiswa angkatan 1966, angkatan 1998 
relatif berjuang sendirian tanpa dukungan militer. Dus'keberhasilannya 
patut diacungi jempol sekaligus memperteguh gelar yang selama ini 
disandangnya sebagai motor penggerak perubahan (agent of social changg) 


Merunut Sejarah 

Sejarah mencatat, aksi mahasiswa dan pemuda memberikan 
sumbangan yang cukup berharga bagi pergerakan bangsa inisineouju 
kemerdekaan. Ingatan kita pun tertuju pada ide brilian yang ditelorkan 
oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan berupa berdirinya Budi Utomo pada 
1908. Ia tonggak mungilnya perg sional(Peran signifikan 
juga diambil permudadan mahasiswa dalam pelaksanaan Sumpah Pemuda 
1928. 

Ada beberipafaktoryang.mendorong melecutnya gerakan mahasiswa 
dan pemuda masa'Pra'kemerdekaan. Pertama, kondisi rakyat yang cukup 
memprihatitikah di bawah tekanensrepresif penjajah. Kedua, kebijakan 
yang ditempulu Belanda yang tidak memberi proporsi yang berimbang 
terhadap mahasiswn Indonesi af Eropa Pengangguran pun menjadi profesi 
yang siap menunggu pariSarjana Indonesia (George MeT, Kahin, 1952). 
Situasi ini berakibat pada semakin menguatnya etos keadilan di kalangan 
mahasiswa Indonesia. Christopher Jencks menyebut agualityof opportu- 
imitydan egualhty of results. 

Ketiga gerakan mahasiswa dan pemuda merupakan gejala global di 
Asia, Di China misalnya terkenal dengan gerakan may foureh (Chow Tsc- 
Isueng, 1960) Juga gerakan pemuda yang cukup marak bisa ditemui di 
Burma, India, Jepang dan lain-lain. Pendek kata, awal abad XX adalah 


H- pikuk Sidang Istimewa MPR 2001 telah usai. Pemerintahan 


masa tumbuh suburnya gelora sematngat mahasiswa dan pemuda dalam 
koridor pembebasan bangsa. Kemerdekaan pun diraih, masa depan Indo- 
inesia terbentang. 

Masa demokrasi! liberal ditandai dengan meredupnya aksi mahasiswa. 
seher an. etadaran sken perannya sebagai the Aiture elite 
memberikan perasdan aman pada mahasiswa. Di samping sebagian dari 
mereka merupakan'pejuang bersenjata, yang menganggap tugas belajarnya 
sebagai nobiksse oblige untuk mengisi kemerdekaan. Situasi demikian 
berlanjut sampai pada sendyakalaning demokrasi liberal. 

Gerakan mahasiswa kembali menemukan bentuknya ketika kekuasaan 
terpusat pada Soekarno dengan proyek demokrasi terpimpinnya. Di tambah 
lagi dengan meletusnya gerakan 30 September 1966 yang disebut Geertz 
sebagai “bukti dalamnya disensus, ambivalensi, dan disorientasi dalam 
33” Kera tarea yang digalang dengan militer menjadikan 
mahasiswa sebagai sebuah kekuatan yang cukup diperhitungkan. Dengan 
sokongan militer pula mahasiswa lewat KAMI din KAPI berhasil mamaksa 
Soekarno jatuh dan membuang jauhjauh Partai Komunis Indonesia. 
Akhirnya, muncullah sebuah ilusi berupa koalisi dengan militer. Namun, 
dalam waktu cepat, ilusi berubah menjadi disilusi, hanya dua tahun setelah 
demonstrasi yang digelar tahun 1966. 

Fenomena lain muncul, mahasiswa terbelah. Masuknya sebagaian 
mahasiswa dalam sistem, yakni dengan menjadi anggota MPRS adalah 
biangnya. Sebagian beranggapan bahwa sudah saatnya KAMI maupun KAPI 
berjuang dari “dalam”. Di sisi lain, sebagian besar mahasiswa tetap 
berpandangan bahwa gerakan mahasiswa adalah “gerakan moral” bukan 
“gerakan politik.” 

Bersamaan dengan itu, hadirlah sebuah generasi baru kaum muda 
pada akhir 1960an dan awal 1970xn, yakni mereka yang lahit setelah 
kemerdekaan dan utamanya awal tahun 1950ban. Mereka hidup dalam 
kondisi ckonomi yang relatif baik, menjadi pelajar pada masa demokrasi 
terpimpin dan menjadi demonstran pada tahun 1966, Yang ada dalam 
benak mereka adalah “keadilan, hak asasi dan kebebasan”. Mereka inilah 


ma 
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yang lantas berhadapan dengan sebuah pemerintahan yang terpusat dan 
terkonsentrasikan terutama pasca-Pemilu 1971. 

Sayangnya, ekses yang belum usai dari fenomena angkatan 1966 
masih cukup terasa. Peristiwa Malari 1974 merupakan bukti tidak 
bersatunya lagi mahasiswa dalam satu front. Akibatnya, gerakan mahasiswa 
mudah dipatahkan oleh militer, Tokoh-tokohnya pun dikirim ke bui. 
Gerakan mahasiswa menapaki masa-masa suram, 

Keadaan serupa juga ditemui ketika aksi penolakan terhadap 
pencalonan kembali Soeharto tahun 1978. Endingnya lebih tragis lagi, 
NKK dan BKK menjadi senjata pamungkas yang dikeluarkan Socharto 
untuk memberangus kritisisme mahasiswa. Mahasiswa digiring ke kampus, 
Dus nalar kritis sosial mahasiswa pun terpasung dan tenggelam cukup 
dalam. Gerakan mahasiswa tiarap dan hanya sesekali sayupssayup terdengar, 

Era 1990-an gerakan mahasiswa menemukan bentuknya. 
Pemerintahan mili- 
teristik dan otoriter 
yang dipraktikkan Soe- 
harto mengilhami ber- 
satunya kembali gera- 
kan mahasiswa, Pera- 
saan senasib dan seper- 
juangan berujud pada | 
terciptanya musuh ber- 
sama (common cnemy) 
bernama Soeharto. - 
Tanpa dukungan militer 
pun mahasiswa bisa 
menjungkalkan 
Soeharto dan meng: 
akhiri era orde baru. 

Kondisi ini berlan- 
jut sampai menjelang 
pelaksanaan Sidang 
Istimewa 1998. MPR masih diwarnavorangorang orde baru Ola dalam 
| pandangan mahasiswa tidaklah tepat untuk melaksanakan SI. Sontak 
penolakan terhadap SI miEnggelora di, berbagai penjuru. Korban pun 
berjatuhan, yang cukup fenomenal adalahvtragedi Semanggi 

Ketidakberhasilin mahasiswa menghentikan SI bukan berarti 
menunjukkan gagalnya'gerakan mahasiswa. Keluarnya ketetapan MPR 
tentang pelaksanaan Pemilu 1999 diakui oleh beberapa pihak sebagai hasil 
pressureluar biasa para mahasiswa (Frans Magnis Suseno, 1998). 

Selanjutnya, mahasiswa masih “seiya sekata.” Ini terlihat dari 
terlaksananya forum Rembug Nasional Mahasiswa Indonesia (RNMI) yang 
dilaksanakan di Bali 29 Maret -1 April 1999 menclorkan empat platform 
perjuangan. Di antaranya adalah penolakan pemilu 1999 yang 
diselenggarakan Habibie dan pembentukan pemerintahan transisi. 

Pun demikian, polarisasi tak bisa dihindari. Menghadapi Pemilu 1999, 
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setidaknya ada empat karakter mahasiswa seperi disebut Edi Mulyono. 
Pertama, mahasiswa apolitis yang tidak peduli dengan ingar bingar 
perebutan kekuasaan demi “kepentingan rakyat, 

Kedua, kelompok partisan yang telah berhasil ditarik dan 
dimanfaatkan oleh calon-calon penguasa lewat partai-partai. Ada yang 
melalui simbol-simbol keagamaan, ada pula yang sekadar ikut-ikutan. Yang 
lebih “mulia” adalah merekayang percaya terhadap pemilu dengan berperan 
sebagai “Pemantau Pemilu.” 

“Ketiga, mahasiswa yang tadinya ikutfikutan dalam gerakan mahasiswa 
yang kemudian tak percaya pada Pemilu 1999 ebagdijalan menuju negara 
demokratis. Namun, merekatak berdaya Ketika melihat betapa'massifnya 
ilusi yang dialami masyarakat: 

Keempat kelompok maha iowtivadikal.Merekg in?tergabung dalam 
gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan mendasar untuk dibangunnya 
Indonesia baru sebagai 
imagined community 
Ia secara konsisten 
| menolak Dwi fungsi 
TNI (saat itu masih 
5! ABRI), juga secara 

| terbuka menolak pemi: 

| In dan mengusulkan 
pembentukan peme- 
rintahan transisi untuk 
| membangun Indonesia 
baru, Masuk di dalam- 
nya Forum Komunikasi 
Senat Mahasiswa Jabo- 
tabek (PKSMJ), Komite 
Mahasiswa dan Rakyat 
untuk Demokrat 
| (KOMRAD), KB UI, 
Front Jakarta, dan Fo- 


rum Bersama (Edi Muono, 1999. 


Pasca Pemilu 1999 

Sidang Umum MPR-hasil pemilu-1999 berhasil memilih 
Abdurrahman dan Mega. Gerakan mahasiswa sejenak diam. Namun, 
polarisasi kemudian terlihat dan semakin menajam, manakala bulan madu 
pemerintahan Gus Dur-Mega sudah habis. 

Gelombang masalah yang silih berganti datang sebagai ekses orde 
baru mempengaruhi kinerja pemerintahan transisi ini. Mahasiswa pun 
terbelah. Pro dan kontra terhadap Abdurrahman mengemuka. Uniknya, 
kali ini atribut yang dipakai mahasiswa banyak menggunakan organisasi 
intra kampus, Kita kenal BEM seluruh Indonesia (BEM SI), BEM Indone- 
sia (BEMI), ALPONSO, dan lain-lain, Pun tak dapat disangkal pengaruh 
yang luar biasa dari lembaga kemahasiswaan ekstra kampus terhadap 
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lembaga intra kampus tersebut. 
Puncak dari perdebatan pro-kontra terhadap Abdurrahman. terjadi 
peta pelaksanaan Sang Istirnewa 2001 Tangdi jasa cukup 3 k Ta Ia pemerintahan Mega: Hamzah adalah 
sikap ini juga patut untuk kita 
Hamzah. Imbasnya, peristiwa ini Bin mempe 
mahasiswa, Ker mp siswa nasionalis. GMNI mewakili 
Szat ini, setidaknya ada empat gerbong gerakan mahasiswa kelompok ini. Sel , Inakif mengik yang digalang bersaraa 
menyikapi realitas politik mutakl problematika yang dihadapi & is prodi 1 agak membuat sulit posisinya. Jike 
Prtuma, Kdompok yang menamakan diri sebagai pro deimokrasi (prod: tetap menjalin aliansi rasi cukup mengundang resiko. 
Mereka terdiri dari mahasiswa yang selama ini cuk sten dalam il, d 1 ya n menjadi mainstream 
memperjuangan perubahan secara radikal. Mas t, i 
Forkot, PMII, -FEPI dan eksponen lain yang kerapkal bnkabagai tai 
dengan kelortnok iri. Sikap meceka terhadap SI 2001 cukup jel 
mcitolak dan tncnganggap SI okonststusional, Bisa ditebak aksi ruer 
jut 5 dadan Jepang, ang 
si g 98 bersua dengan Soekarto. 
Oposisi terhadap pemerintahan yang dihasilkan SI 2001 yang rut 5 aji udik gu mpot sat ini, Dessangat susah untuk 
tidak legal - nesliNtapikan nya hasiswg 1 bersatu dalam satu front dan satu pdet- 
.a/ kelorngiok mahasiswa fundamentalis at 8 is 
Masuk di dalatnnya KAMMI, HAMMAS dan. jafh Yi i 6 gereian mahasiswa pasca! 2001 tmasih tetap marak 
Sikapnya adalah menerima SI. Target aksi selama ini, yak Nya Gus Mngaw 2reodMbrajam. Ta akan kembali berada pada tatu front ketil 
sudah, Susahnya, malah mcg tampuk — bah usuh Selanjutnya dengan fenomen: 
aan. Padahal secara -konsis ka 1 AYU, BEN h berpeluang menjadi Ehe onfrefec 
ingga 4etion KANIMI dan HAM terhada ta papomdlor. "lam, @ 


Ketesgkreaan tera ini dlkanoi dergan-a Muhammad Ariz Hakim, 
roda ls aah Hinpaan Mason bla perti halayn KAM Mahasiswa Semester VI dam Staf PUSKAPOLHAM 


da0 000 TAM Ag Ie anssoa0e 


BUDAYA: 


Wanita dan 
Perjuangan Kelas 


Gunoto Saparie 


“Wanita dijajah pria sejak dulu dijadikan-perhiasan sangkar madu, 
namun ada kala pria tak berdaya tekuk lutut di sudut kerling wanita”. 


anita dijajah pria seperti digambarkan lagu diatas populer sejak 

1 | ) dekade 60an sampai sekarang, sudah menjadi gambaran umur 

(common sensd realitas “jender” yang enak untuk dialunkan 

namun tampaknya tidak ada kesadaran dari pria untuk memperbaiki pola 
hubungan priawanita. 

Sudah sekian banyak hegemoni pria atas “wanita” menjaditobyek 
penulisan karya sastra. Bahkan dominasi pria di segala.aspek kehidupan 
sudah menjurus pada perampasan hak-hak asasi manusia kaum wanita. 

(Dalam karya sastra seperti “Pengakuan Pariyem" karya Lihus Suryadi 
“Agjelas sekali bahwa bagaimana wanita bukan hanya sebagai “bumbu” dan 
pelengkap kehidupan namun terus “dipaksa” untuk terus-menerus menjadi 
obyek yang selalu menderita, lebih lebih jika berada di kalangan keraton: 

Pariyem sebagaimana digambarkan penulis dari Yogyakartasterscbut 
ialah wujud kekalahan dan ketidakberdayaan wanita, bahkan nyaris tidak 
ada upaya dan usabafintiikemelakukan pemberontakan damperbaikan 
nasib, Sepertinya, Pariyemo'harus pasrah dan “tawakal” karena lekatnya 
budaya Jawa yang mengkristal di kepalanya, hanya berfungsi tak lebih 
sebagai “konco wingking”: 

Linus Suryadi Ag menggunakan setting dan latar budaya untuk 
melukiskan kekalahan wanita atas pria, memang beralasan, karena dalam 
budaya Jawa wanita ditempatkan sebaga! obyek kehidupan bukan subyek, 

Pemberontakan RA Kartini untuk keluar dari kungkungan budaya 
ini (budaya hegemoni pria) paling tidak memberikan gambaran tentang 
kekalahan wanita atas pria yang sampai saat ini masih terjadi, meski sudah 
sekian puluh tahun (hampir satu abad) kita mengulang-ulang dan mengenang 
perjuangan RA Kartini setiap tahun. 

Lihat saja kegelisahan para aktivis perempuan tentang dominasi pria 
di DPR RJ hasil pemilu 1999 lalu, betapa sedikitnya personil wanita di 


gedungitu, Sungguh ironis, pedahal mayoritas pemilih dalam pemilu 1999 
dari kalangarvanita. Bahfrany ari sekian ratus anggota DPR dan seribu 
anggota MPR, personil White hanya bisa dihitung dengan jari, 

Dalam budaya pesisir Pulau Jawa ada kesenian Sintren yang cukup 
populer di daerah Pekalongan, Tegal sampai Cirebon. Dalam kesenian itu 
iclasjelas memanfaatkan wanita sebagai alat untuk dieksploitasi untuk 
mencari,keontungan materi semata, 

Pemenang lomba penulis naskah teater tahun 1988 Zaenal MZ dengan 
gamblang memotret kehidupan Sintren dalam naskah yang berjudul 
Sintren”. Sintren adalah seorang penari dari sebuah kelompok kesenian. 
Dalam naskah tersebut digambarkan Sintren sebagai bulan-bulanan lelaki 
anggota kelompok kesenian, "Semua yang kulihat berputar-putar apakah 
karena hidup harus berputar, namun kenapa aku harus berhenti selalu tak 
punya apasapa hanya nama yang aku. Aku butuh pegangan”. 

Sepenggal ucapan sintren di atas sungguh suatu tangisan menyayat 
hati dari seorang wanita yang ingin memperjuangkan kelasnya dengan 
mempresentasikan kedudukan wanita di daerah pesisir pulau Jawa. 

Di bagian lain dalam naskah “sintren" tersebut diungkapkan: 

“Hidup memang lebih gombal dari gombal, lelaki yang aku kagumi 
ternyata gombal, ayahku barangkali termasuk gombal, karena 
menempatkan aku jadi gombal”. 

Demikian tragis nasib wanita kita! 

Demikian tragis pola pikir kita! 

Demikian tragis perilaku kita! 

Karena ada juga yang menganggap kondisi tersebut sebagai sebuah 
kewajaran atas nama kodrat | 

Dalam permasalahan jender ini, seharusnyalah kita bercermin 
keberhasilan Islam dalam mengangkat derajat wanita. Wanita yang pernah 
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dijadikan barang warisan dan simpanan bagi pars petinggi kaum Ouraisy 
diubah secara ekstrim oleh Muhammad SAW menjadi subyek. 

Dalam karya-karys sastra barat, khususnya sastra pop, banyak 
disuguhkan eksploitasi wanita sebagai daya tarik yang sangat kuat. Bahkan 
di jaman yang katanya sudah demokratis secara jender di dunia barat, 
dunia fotografi, film dan televisi juga masih sering mengeksploitasi wanita 
sebaga daya tarik dengan fotografinya. Meskipun mereka berdalih sebagai 
karya kesenian. Namun apapun dalihnya, jelas kita melihat sebagian kita 
obyek. Lebih tragisnya, hal seperti ini juga pernah atau bahkan masih 
terjadi di Indonesia. Puluhan Tabloid, sebagai suguhan gambar yang sangat 
menarik : 

Dalam permasalahan jender, sebenarnya kita memiliki sejarah yang 
sangat menarik, diantara adalah cerita tentang dendam turun-menurun 
atau berantai dalam cerita “Ken Arok”. Kecantikan Ken Dedes yang begitu 
menggoda, mampu menciptakan konflik yang berkepanjangan pada para 
lelaki yang berminat memilikinya. Dalam cerita ini jelas, bahwa Ken Dedes 
hanyalah sosok wanita yang sangat terhegemoni oleh kaum lakiaki karena 
jelas, Ken Dedes hanyalah sosok yang derajatnya hanya diperebutkan tidak 
terlihat kecerdasan atau posisi kesejajaran dengan merebutkan 

Lebih menarik lgi adalah cerita tentang Bandung Bondowoso yang 
marah dan begitu saja mengutuk Rorojonggrang menjadi patung yang 
dapat kita lihat sekarang di candi Prambanan. Wanita (diwkih Roro 


Jongrang) menjadi sosok yang bisa dijadikan apa sja seenakenaknya oleh 
pria “Bandung Bondowoso”. 

Memang kita tidak bisa begitu saja menuding suatu komunitas budaya 
tertentu telah menempatkan wanita sebagai obyek karena di Barat maupun 
di dalam kebudayaan jawa ada sudutsudut dimana wanita menempati 
tempat yang begitu terhormat, menjadi Ratu, raja atau sebutan Presiden. 

Yang menjadi maselah ke depan adalah, bagaimana agar wilayah 
kemanusiaan wanita bisa dilindungi oleh pelaksanaan hak Azasi manusia 
(HAM). Karena kita melihat gejalamakin parahnya pelecehan martabat 
wanita dan kewanitaan baik oleh masyarakat'itusendiri maupun media. 

Dalam perspektifikeindahan Wahita adalah sasdtannya sedangkan 
keindahan yang sebenarnya melekat padassifat tuhan Yang sendiri maka 
dekatilah dan pandanglah'wahita dalam pergpektif keilahian, Mungkin 
dar situ akag'menemukan makna#WaniteSiap4 Sich sampeyan”. 

Seelah iug kita akan tidak lagivmelihat para ahli berbusebusa 
mulutiya memperdebatkan dan memperbincangkan jender. Cerita sejarah 
yang paling baik tentang jender dan harus dijadikan model pola hubungan 
ria wanita, adalah sejarah Rasulullah SAW. Referensi yang terbaik untuk 
ijadikan rujukam mengatur masalah jender adalah Al-Ouran. (1 


Gunoto Saparie, 
Penyair dan Budayawan Jawa Tengah 
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Syahruddin 


Tempat Tgl. Lahir : Jambi, 25 Mei 1980 


Tempat Tgl. Lahir : 
Kudus, 09 Februari 1981 


Aktifitas : 
Teater ASA 
Gong Embun negeri ini 
Sudah terlalu panas 
(Sebuah (Hayalan) TE meredam Kepala 
Gong, gong, gong... Di ujung kafan 
Berdengung terbawa Kidlang pujian fajar 
Haa ga Melantun, tersekat 
La Hi Jeruji bertahi kepalan 
Terukir di dedaunan 2 a1N 
DMemahkotat Surwng burung Mma Bona 
Membias sampai dasar A 
Telaga Semarang, 20 Marete01 
(Dan berucap 
“Merdeka” Bobrok 
Semarang, 12 Agustus 00 Haruskah Kata derti Kata terpuftis 
Saat belenggu menefungkupi. ketakutan 
Yengang yang Membekas Yang ada pada'diri kami." 


Lengang... 
Berbingkai keindahan cipta 
Dalam panorama kekaguman 
Kalbu pada keindafanmu 
Hari ini 

Rasa dingin tabir 

Sirna sudah 

Terselimuti polesan keakraban. 
Dari bagian rasa 
Kebisuanmu... 

Terbekas dalam benak! 

Yang kemaren tergores 
Kepenatan 


Of, apa yang arus koari perbuat 
Melihat orang-orang di sekeliling 
Kami berbuat demikian 

Tuhan dan Tuhan 

Tersenyum , meratap 

Dengan cinta yang terbatas... 
'Kepedihan yang kami rasakan 
Timbul saat mereka 
Menakwifkan jiwa kami 

Walau kami mempunyai 
Perasaan yang kuat 

Terkadang kami terkalahkan 
Rasanya kami ingin 

Menghindari semua perasaan itu 


Aktifitas : Pekerja Teater ASA 


Rasanya kami sudah bosan 
Melihat kerja—Mu 

Hanya menulis dan berpendapat 
Sebenarnya apa yang kau perbuat 
Merupakan kecurangan 

Yang dahsyat 

Indonesia ... 

Apakah kau terima sera ini 
Melihat banyak bau amis darah 
Den luapan asap 

Yang tak tahu 

Kerjanya siapa 

Indonesia ... 

Jangan kgu suruh 

Mereka menampakkan kebodohan 
Yang hanya bisa 


Kendal, 19 November 00 Namun sudah tertimbun Memperkosa kekuasaan 
Oleh kehancuran yang ada. Demi hawa nafsu mereka 
Jerit tuk “Kedamaian Sudahlah. Indonesia ... 
5 5 Rasanya cukup sudah Seharusnya Kau bisa terima 

Kering, ter 

Ha ii Apa yang selama ini Kami pertahanan — Seruan ini 

Sejuk kedamaian udin udin 
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BUKU REFERERENSI MATA KULIAH 
Karya Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy 


Falsafah Hukum Islam Pengantar Figih Muamalah 
Buku ini-merupakan suatu ungkapan baru Selain merupakan pegangan para 
tentang falsafah hukum Islam, dari kuliah mahasiswa vang mengambil mata kuliah, 
yang pernah penulis sampaikan di depan figih muamalah, juga cocok sebagai 
para sarjana peserta studi Pasca Sarjana IAIN panduan awal bagi pelaku bisnis dan: 
Sunan Kalijaga 5 ekonomi muslim dalam jual beli, sewa 


menyewa, kontrak perjanjian.atau transaksi 
ekonomi (&inya. 
j Tebal : 228 halaman 


Sejarah & Pengantar Ilmu.Al-Our'an ai ! lawaris 
dan Tafsir Buku ini memaparkan 
Buku ini memaparkan. cara pengkajian tafsir bagaimana seharusnya sistetp perif 


Tebal :475 halaman 


.secota luns, Bukit ini merupakan. referensi harta Warisan mentirut Islam perlu dimiliki 


mata sadap Trs Ina NAN gaya mahasiswa yang/mengambil mata kuliah, 


mi dan hal-hal yang 


mperadifari” Buku ini layak 
isi studi banding 
antara hukum Yat dan.hukum positif 


berlaku divindonesia 
Tebal 2626 halaman 


Pengantar Tan slam : ARI Pagangua lina Madzheb 
Buku ini merupakan “ 
mempelajari ilmu Ushusl 


Sebuah Uraian 
Kukum Islam ya 


“dapat berisaha memelihara dan, . 


ui tentang pokolepokok “Buku ini membahas hukum perdata. 
ibadah. ivshalat, tata cara, wakhi " antargolongan. dan aturanpelak 


as dalam babrbab tersendiri 
Tebal : 28 halaman 2 


F3 Ap Ae ar 
" “Telp. (024) 8449557, Fax (024) 8311268 
Pa E-Mai: eki-putra @plasa.com 


aa aa 
gi aka. 
Ma “Tebal "234 halaman - 


1 Duikum Antargolongan -.. 


Ia. menggrjakannya serta esenstnya yang, ' ceria interaksi fikih (hukum Islam)'dengan 


KI PENGUNG 


#e Akhirnya Gus Dur lengser lewaff 


al g ras 


an Kabinet Gotong R Dyong, piah meny 
A ad 
“ bulan Ing # , . 


Tt -€ » 


menegakkan demokrasi. 
»a 


InemmDu ka pendaftaran dua gelombang 


P3 " g sejum Mi , jatuh tempo tahun 2001 ini, 
Bayar-bayar, "utang £ 


“Bagiku, 

kebenaran adalah Tuhan. 
Tidak ada jalan lain untuk 
menemukan kebenaran, kecuali 


jalan anti-kekerasan” 


Mahatma Gandhi 


